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[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan
kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren
(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh
pembicara yang lain.




SIDANG DIBUKA PUKUL 15.30 WIB

1.  KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara PHPU Provinsi Maluku, 12
Permohonan dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, Salam sejahtera untuk
kita semua. Om Swastiastu. Ini sesi kelima ya, hari ini. Ada 12
Permohonan yang akan kita dengar. Keterangan dari Termohon,
kemudian Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Ini kalau
diperkenalkan satu-satu, agak lama, jadi saya panggil saja.

Kuasa untuk Perkara Nomor 10? PSI tidak hadir ya, karena tidak
hadir dari awal. Nah, ini sudah kurang satu ini.

Kuasa Perkara 35, Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSOR RAHAYAN
[01:10]

Hadir, Yang Mulia.
3. KETUA: SALDI ISRA [01:11]

Oke, hadir.
Oke. Perkara 249?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 249-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CHARLES LITAAY [01:17]

Hadir, Yang Mulia.
5. KETUA: SALDI ISRA [01:18]
Hadir.

Perkara 258? Hadir.
Perkara 2567



10.

11.

12.

13.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA
[01:25]

Hadir, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:26]

Hadir.

259? Hadir.

Perkara 09, DPD?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-
XXII/2024: M. ORYZHA AL GHAZALI [01:34]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:35]
Hadir. Perkara 60?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSO [01:38]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:39]
Hadir.
Perkara 244? Hadir.
Perkara 236? Hadir.
Perkara 2527 Hadir.
Perkara 262? Hadir.
Dilanjutkan ke KPU.
Sekarang Kuasa Termohon untuk Perkara 357?
KUASA HUKUM TERMOHON: [02:05]
Hadir.
KETUA: SALDI ISRA [02:06]

Hadir. Untuk Perkara 2497
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15.

16.

17.
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19.

20.

21.

KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [02:10]
Hadir, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:11]
Hadir. 258?
KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [02:13]
Hadir, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:14]
Hadir.
2567 Hadir.
2597
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:21]
Hadir, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:05]
Hadir.
09? Hadir.
60? Hadir.
2447 Hadir.
2367 Hadir.
2527 Hadir.
2627 Hadir.
Pihak Terkait untuk Perkara 35?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:56]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:05]

Hadir, Perindo, ya.
Untuk Perkara (...)



22,

23.

24,

25.

26.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:59]

PDI Perjuangan, Yang Mulia, ya.
KETUA: SALDI ISRA [03:01]
PDIP, maaf.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [03:01]

Ya, Pemohonnya Partai Perindo.
KETUA: SALDI ISRA [03:02]

Ya.

Untuk Perkara 249? Tidak ada Pihak Terkaitnya.

Untuk Perkara 2587 Hadir.

Perkara 256, Gelora? Hadir.

PBB tidak ada apanya ... Pihak Terkait.

Untuk Perkara 097 Hadir. Mana? Oke.

Untuk Perkara 60, PKS?

Perkara 244? Darwis Rumang ... Rumake. Enggak hadir.

Untuk Perkara 236? Ndak ada Pihak Terkait.

2527 Tidak ada Pihak Terkait.

262? Ada PAN. Oke, terima kasih.

Dari Bawaslu, Bawaslu NTT[sic!], ya Pak Herwyn, ya ... eh
Maluku mohon maaf, ini sudah mulai error juga kayanya.

Silakan, Pak Herwyn, diperkenalkan.

BAWASLU: HERWYN J H MALONDA [04:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Bawaslu, saya Herwyn dari Bawaslu RI. Dari Bawaslu
Provinsi, Anggota, Subair, Samsun, Stevin, Astuti, dan Daim, kemudian
ada Barakudin Kepala Bagian Hukum. Dari Kabupaten/Kota, La Amisuri,
Roos Losia Kanikir, Siti Nur Malwat, Syaifudin Rumbori, Hardi, Achmad
Kilwalaga, Robo Souwakil, Rosvita Mukadar, Nikson Nurlatu, Alberth
Johan Talabessy, Reinaldo Pattisina, Suminar Setiati, Melky Iron
Supusepa, Rony Thenu, Ferry Yuhanda, dan Ramdhani.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

KETUA: SALDI ISRA [05:04]
Oke, terima kasih. Dengan demikian, kita akan mulai sekarang
untuk Perkara-Perkara PHPU di Provinsi Maluku.
Pertama, kita persilakan Kuasa Termohon untuk Perkara Nomor
35, silakan. 35, silakan.
KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [05:48]
Terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka
Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Kami dari Kuasa Termohon, pertama
memperkenalkan Nurkhayat Santosa. Dalam hal ini akan memberikan
jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum (...)
KETUA: SALDI ISRA [06:20]
Oke, langsung ke eksepsi, ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [06:22]
Siap.
KETUA: SALDI ISRA [06:23]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [06:25]
Dalam eksepsi, dianggap dibacakan.
KETUA: SALDI ISRA [06:28]
Jadi, eksepsi berkenan dengan kewenangan, tidak berwenang.
KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [06:32]
Ya.
KETUA: SALDI ISRA [06:32]

Eksepsi berkenan dengan permohonan tidak jelas, dianggap
dibacakan.



36. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [06:38]
Dianggap di bacakan, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:40]
Kemudian Dalam Pokok Permohonan, silakan.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [06:43]

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya
menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh
pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah
Pemilihan Maluku Tengah 2 adalah sebagai berikut.

Tabel 1, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan
suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa terjadinya penambahan atau penggelembungan suara
Partai Gerindra sebanyak 51 suara dan Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan sebanyak 3 suara di TPS 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Desa Sawai,
Kecamatan Seram Utara adalah tidak benar. Karena perolehan suara
Termohon sesuai dengan perolehan suara di TPS 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8
Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara dan hasil Rapat Pleno oleh
Kapitulasi Tingkat PPK Kecamatan Seram Utara yang tertuang dalam
Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota adalah sama nilainya.

Jadi, Bukti ada di T-2 dan Bukti T-10.

39. KETUA: SALDI ISRA [07:55]
Oke, lanjut.
40. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [07:56]

Di poin 2. Bahwa, dugaan Pemohon atas terjadinya pelanggaran
yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada saat rekapitulasi
penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Seram Utara adalah
tidak benar dan seterusnya, dianggap dibacakan.

3. Bahwa dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara
tingkat PPK Kecamatan Seram Utara untuk Desa Sawai yang berjumlah
9 TPS dipindahkan ke Aula Kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah
adalah berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Tengah
Nomor 5/PL.01.8.BA/81-01/2024 tentang Pemindahan Lokasi
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan



41.

42.

43.

44.

45.

Telutih dan Seram Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,
tertanggal 3 Maret 2024.

Hal ini karena adanya tarik-menarik kepentingan politik lokal
yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan sudah
mengarah pada konflik antar pendukung, dan seterusnya dianggap
dibacakan.

KETUA: SALDI ISRA [11:06]

Oke. Lanjut.

KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [11:09]

4. Bahwa dugaan Pemohon atas ditemukannya penggunaan hak
pilih sebanyak 100%, padahal terdapat sisa Formulir Model C
pemberitahuan KPU yang dimiliki oleh saksi partai politik yang
dikembalikan oleh pemilih di Desa Sawai di TPS 1 sebanyak 10 lembar,
TPS 3 sebanyak 3 lembar, TPS 4 sebanyak 3 lembar, TPS 5 sebanyak 4
lembar, TPS 6 sebanyak 10 lembar, TPS 7 sebanyak 7 lembar, dan TPS
8 sebanyak 14 lembar setelah dilaksanakannya penghitungan suara
ulang atas rekomendasi Panwaslu, Kecamatan Seram adalah tidak
benar dan tidak terbukti, Bukti di T-7 dan T-8, dan T-9.

5. Bahwa tidak dilaksanakan penghitungan suara ulang untuk
TPS 3 Desa Sawai karena TPS 3 Desa Sawai tidak masuk dalam TPS
yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Seram Utara untuk
dilakukan penghitungan suara ulang, Bukti T-8.

KETUA: SALDI ISRA [10:10]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [10:10]

6. Bahwa dugaan Pemohon atas adanya penambahan 4[sic!]
suara di TPS 6 Desa Sawai pada PDI Perjuangan, sesuai hitungan
Formulir Model C.Hasil DPRD Kabko sebanyak 40 suara, berubah
menjadi 50 suara pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD
Kabupaten/Kota Seram Utara adalah tidak benar dan tidak berdasar,
Bukti T-2 dan T-10.

KETUA: SALDI ISRA [10:34]

Oke. Lanjut ke 2 (ucapan tidak terdengar jelas).



46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [10:36]
Lanjut tabel 2, dianggap dibacakan
KETUA: SALDI ISRA [10:35]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [10:36]
Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan
suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.
Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PDI Perjuangan
di Kecamatan Seram Utara Barat sebanyak 24 suara adalah tidak benar
karena faktanya bahwa perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 3 Desa
Latea dan tertuang dalam Form Model C.Hasil DPRD Kab/Kota dan
perolehan suara hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat

Kecamatan Seram Utara Barat yang tertuang dalam Form Model
D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko adalah sama, yakni 28 suara, tabel

(@)

KETUA: SALDI ISRA [11:15]
Ini betul ya, nama Kecamatannya Seram Utara Barat?

KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [11:19]
Ya itu di tabel (...)

KETUA: SALDI ISRA [11:20]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [11:20]
T(..)

KETUA: SALDI ISRA [11:22]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [11:22]

Tabel 3, Seram Utara ... yang atas Seram Utara Barat.
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KETUA: SALDI ISRA [11:26]
Lanjut 2.3.

KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [11:30]
Lanjut tabel 3, Seram Utara Timur Kobi.

KETUA: SALDI ISRA [11:33]
Oke. Lanjut.

KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [11:33]

Tabel 3 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan
suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PDI Perjuangan
di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebanyak 3 suara adalah tidak
benar. Karena faktanya perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 Desa
Morokay yang tertuang dalam Form Model C.Hasil DPRD Kab/Kota, TPS
1 Desa Morokay, dan perolehan suara hasil rekapitulasi perolehan
suara di tingkat PPK Kecamatan Seram Utara Timur Kobi yang tertuang
dalam Form Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kab/kota
Kecamatan Seram Utara Timur Kobi adalah sama, yakni 9 suara.

Selanjutnya, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, tabel 3,
dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih
perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PDI Perjuangan
di Kecamatan Seram Utara Timur Seti sebanyak 2 suara adalah tidak
benar. Karena faktanya, perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 3
Desa Aketernate yang tertuang dalam Form Model C.Hasil DPRD
Kab/Kota, dan perolehan suara hasil rekapitulasi perolehan suara di
tingkat Kecamatan Seram Utara Timur Seti yang tertuang dalam Form
Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota, Kecamatan Seram Utara
Timur Seti adalah sama, yakni 11 suara. Bukti di T-15 dan T-16.

KETUA: SALDI ISRA [13:10]

Petitum.

KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [13:11]

Petitum.
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Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan,
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun
2024, tanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian
keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, sebagai berikut.

Tabel, dianggap dibacakan.

KETUA: SALDI ISRA [14:07]
Ya, terus.
KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [14:12]

Demikian, yang terakhir.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksaan pada
Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian yang kami bacakan. Dari Perkara 35, Yang Mulia.

Untuk selanjutnya, kami kembalikan. Terima kasih.

KETUA: SALDI ISRA [14:29]
Terima kasih.
Sekarang, kita dengar keterangan dari Pihak Terkait PDIP,

silakan!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [14:40]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 35 dan
seterusnya yang dimohonkan oleh Partai Perindo.
Untuk eksepsi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [14:48]

Ya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [14:52]

Untuk ... apa ... keterangan Pihak Terkait yang dibacakan hanya
sebatas ... apa ... terkait persandingan angka, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [14:58]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [15:02]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [15:06]
Silakan. Eksepsi, dianggap dibacakan, ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [15:10]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [15:11]
Pokok Permohonan, lanjut.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [15:15]

Persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan
Pemohon untuk pengisian di Kecamatan Seram Utara.
Menurut Pemohon, suara Pihak Terkait 927, menurut Pihak
Terkait 930, sehingga ada selisih tiga.
KETUA: SALDI ISRA [15:30]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [15:33]

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon dalam Pokok
Permohonan pada poin 4.1 angka 1 pada halaman 4 adalah dalil yang
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tidak jelas dan kabur. Sebab dalam uraiannya, Permohonan Pemohon
menjelaskan penambahan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 3 suara
tanpa menyebutkan dengan jelas penambahan tiga suara tersebut
terjadi pada TPS mana.

KETUA: SALDI ISRA [15:58]
Oke, poin berapa lagi, Poin berapa lagi? Ya, 5.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [16:02]

Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 4.1, poin 1 huruf e,
halaman 5 sampai 6, Pemohon mendalilkan bahwa pada TPS 6 Desa
Sawai, Kecamatan Seram Utara terjadi penambahan 4 suara bagi Pihak
Terkait sesuai hasil hitung Formulir Model C. Hasil sebanyak 46
berubah menjadi 50 pada Formulir D. Hasil Kecamatan Seram Utara.
Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak
berdasar, sebab pada TPS 6 Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara
berdasarkan rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Seram Utara,
PPK telah melaksanakan perhitungan suara ulang yang disaksikan oleh
saksi-saksi partai Panwascam Kecamatan Seram Utara, termasuk saksi
Pemohon dengan hasil perhitungan Pemohon mendapatkan 2 suara.
Pihak Terkait mendapatkan 50 suara dan Saksi Pemohon tidak
mengajukan keberatan dalam formulir kejadian khusus.

KETUA: SALDI ISRA [17:06]
Ada tanda tangan, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [17:07]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [17:08]
Lanjut!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [17:10]

Tabel 2, Seram Utara Barat, menurut Pemohon, suara Pihak
Terkait 961, menurut Pihak Terkait, suara Pihak Terkait 985, sehingga
ada selisih 24 suara.
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Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menguraikan data yang
benar terkait hasil perolehan suara Pihak Terkait pada TPS 3 Desa
Latea, Kecamatan Seram Utara Barat.

Bahwa pada saat Pleno di tingkat Kecamatan, saksi Pemohon
tidak mengajukan keberatan dalam formulir kejadian khusus, dan saksi
Pemohon juga telah menandatangani dokumen D Hasil tingkat
Kecamatan Seram Utara Barat. Saksi juga telah menandatangani
dokumen D.Hasil tingkat Kabupaten/Kota. Faktanya, berdasarkan
dokumen C.Hasil Salinan pada TPS 3 Desa Latea yang dimiliki oleh
Pihak Terkait, data sebenarnya adalah Pihak Terkait 28 suara. Dan
sesuai dokumen D.Hasil Kecamatan Seram Utara Barat pada TPS 3
Desa Latea, suara Pihak Terkait sebanyak 28 suara. Ini menunjukkan
bahwa Pemohon tidak memiliki data yang akurat terkait hasil perolehan
suara pada TPS 3 Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat. Dan
cenderung menggunakan data pada Sirekap KPU, yang mana bisa
terjadi error pada sistem Sirekap KPU.

Masuk ke tabel 3, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [18:46]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [18:47]

Menurut Pemohon, suara Pihak Terkait=1.025, menurut Pihak
Terkait, suara Pihak Terkait=1.028, sehingga ada selisih 3.

KETUA: SALDI ISRA [18:59]
Lanjut.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [19:00]

Keterangan. Bahwa pada TPS 1 Desa Morokay, Kecamatan
Seram Utara Timur Kobi, Maluku Tengah tidak terjadi penambahan
atau perubahan angka. Sebagaimana dalil Pemohon. Pada tabel 3
angka 1 point a, dari semula Pihak Terkait memperoleh 5 suara dan
kemudian berubah menjadi 8 suara pada dokumen D.Hasil Tingkat
Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.

Bahwa Saksi Pemohon pada tingkatan Pleno rekapitulasi suara
tingkat Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tidak mengisi formulir
kejadian khusus, dan Saksi Pemohon juga telah menandatangani berita
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dokumen D.Hasil tingkat Kecamatan dan juga D.Hasil tingkat
Kabupaten.

Menurut Pihak Terkait, berdasarkan dokumen C.Hasil Salinan
yang dipegang oleh saksi Pihak Terkait, data yang benar pada TPS 1
Desa Morokay adalah PDIP mendapatkan suara sebanyak 9 suara.
Demikian juga data D.Hasil tingkat Kecamatan Seram Utara Timur
Kobi, PDI Perjuangan mendapatkan 9 suara, sehingga uraian dalil dari
Pemohon tidaklah didasarkan pada data-data yang benar. Tab (...)

KETUA: SALDI ISRA [20:11]

Tabel 4.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [20:14]

Tabel 4. Menurut Pemohon, suara Pemohon=959, Pihak
Terkait=261.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 9 tabel 4, poin 1
butir a, bahwa suara Pihak Terkait pada TPS 3 Desa Aketernate adalah
sejumlah 7 suara dan hasilnya tercatat dalam Dokumen D.Hasil
kecamatan sebanyak 9 suara.

Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno di tingkat kecamatan, Saksi
Pemohon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani
Dokumen D.Hasil Tingkat Kecamatan, pada tingkat kabupaten, Saksi
Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam form kejadian
khusus dan saksi juga telah menandatangani Dokumen D.Hasil
Kabupaten/Kota.

Menurut Pihak Terkait, bahwa sesuai dokumen Berita Acara
Model C.Hasil Salinan pada TPS 3 Desa Aketernate, Pihak Terkait
memperoleh suara sebanyak 11 suara. Hal mana juga sesuai dengan
Dokumen D.Hasil pada tingkat kecamatan, jumlah perolehan suara PDI
perjuangan sebanyak 11 suara, sehingga dalil Pemohon adalah tidak
cermat dan tidak tepat, dan tidak berdasar.

KETUA: SALDI ISRA [21:39]

Petitum.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [21:40]

Petitum.
Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
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2. Menyatakan Permohonan Pemohon dengan nomor perkara ... Nomor
35 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas.
Dalam Pokok Perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tertanggal, 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan
DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

Untuk tabel, tidak perlu dibacakan, Yang Mulia.

—

KETUA: SALDI ISRA [22:34]
Ya, dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [22:35]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
keputusan yang seadil-adilnya.
Demikian Keterangan Pihak Terkait, Yang Mulia, terima kasih.
KETUA: SALDI ISRA [22:34]
Terima kasih.
Sekarang, kita dengar keterangan Bawaslu Provinsi Maluku,
dipersilakan! Poin-poinnya saja ya, jangan dibacakan semua.
BAWASLU: SUBAIR [22:52]
Baik. Izin, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [22:54]
Ya.
BAWASLU: SUBAIR [22:54]
Membacakan Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap

Permohonan Partai Perindo Nomor Register 35 dan seterusnya,
dianggap dibacakan.
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KETUA: SALDI ISRA [23:01]
Ya.
BAWASLU: SUBAIR [23:05]

21, Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap dalil
permohonan adanya selisih perolehan suara, dianggap dibacakan.

KETUA: SALDI ISRA [23:13]
Ya.
BAWASLU: SUBAIR [23:14]

Untuk ... bahwa ada dugaan penggelembungan suara Partai
Gerinda sebanyak 51 suara di 6 TPS di Desa Sa ...Sawai ... Desa Sawai
dan adanya penambahan suara PDIP sebanyak 3 suara pada Formulir
D.Hasil Kecamatan, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan.

Bahwa didapati perolehan suara Partai Gerinda menurut Bawaslu
adalah 2.240, sedangkan perolehan suara Partai Gerinda menurut
Pemohon adalah 2.189.

Menurut ... kemudian, perolehan suara PDIP menurut Bawaslu
adalah 930, sedangkan perolehan suara PDIP menurut Pemohon
adalah 927, Bukti PK-3210.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Maluku Tengah, yang menerangkan bahwa PPK Kecamatan
Seram Utara telah membacakan (...)

KETUA: SALDI ISRA [24:04]

Ini digabung, ya? Mohon maaf, digabung beberapa
permohonan, ya?

100. BAWASLU: SUBAIR [24:07]

Ya, digabung, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [24:15]

Oke, silakan.
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102. BAWASLU: SUBAIR [24:18]

Berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, menerangkan bahwa PPK
Kecamatan Seram Utara telah membacakan dan menetapkan hasil
perolehan suara lima jenis surat suara pemilihan yang berlangsung
dengan baik dan tanpa ada permasalahan maupun keberatan dari saksi
partai maupun Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah. Bukti PK-3210.

103. KETUA: SALDI ISRA [24:42]
Terus.
104. BAWASLU: SUBAIR [24:44]

Terhadap dalili Pemohon terjadinya pemindahan lokasi
rekapitulasi suara yang berdampak pada penurunan suara Partai
Gerindra sebanyak 42. Setelah dilakukan penghitungan suara di 7 TPS
Desa Sawai, berubah menjadi 1.031, Bawaslu mengemukakan
keterangan sebagai berikut.

1. Panwaslu Kecamatan Seram Utara telah melakukan pencegahan
dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 004/Reg dan
seterusnya yang akan dibacakan yang pada pokoknya
merekomendasikan untuk melakukan pencocokan daftar hadir
dengan pengguna hak pilih di TPS 01 Negeri Sawai. Apabila masih
ditemukan ketidakcocokan, maka akan dilakukan penghitungan
suara ulang pada TPS 01 Negeri Sawai pada jenis suara DPRD
Kabupaten PK-3211.

2. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Seram Utara dan saksi Partai
telah melakukan pencocokan pada dokumen C.Hasil Salinan DPRD
Kabupaten/Kota dan ditemui ketidaksesuaian data. Selanjutnya,
Panwaslu Kecamatan Seram Utara merekomendasikan untuk
melakukan penghitungan ulang di TPS 01 Desa Sawai untuk jenis
pemilihan suara DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh PPK
Kecamatan Seram Utara di kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah
yang berjalan dengan baik dan tanpa adanya keberatan saksi.

105. KETUA: SALDI ISRA [25:00]

Oke, berarti pemindahan ke kantor KPU Maluku Tengah itu
diketahui oleh Bawaslu, ya?

106. BAWASLU: SUBAIR [25:06]

Ya, Yang Mulia.
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KETUA: SALDI ISRA [25:07]

Oke. Enggak ada protes juga di situ?

BAWASLU: SUBAIR [25:08]
Ya, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [25:09]
Oke, lanjut!

BAWASLU: SUBAIR [25:10]

Selanjutnya, terhadap dalil permohonan berkenaan dengan
adanya penurunan perolehan suara Partai Gerinda untuk suara DPRD
Kabupaten pada C.Hasil TPS dengan hasil rekapitulasi tingkat
kecamatan, setelah dilakukan penghitungan ulang untuk sembilan TPS
di Desa Sawai, maka berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu
Kabupaten Maluku Tengah, kami menyampaikan bahwa terdapat
selisin perolehan suara, yaitu tiga suara di TPS 01, dua suara di TPS
02, dan satu suara di TPS 05, serta tiga suara di TPS 06 Desa Sawai,
Bukti PK-3212.

Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap dalil Pemohon,
bahwa terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian DPRD
Kabupaten Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara, Bawaslu
provinsi menyampaikan bahwa didapati perolehan suara PDIP menurut
Bawaslu adalah 985, sedangkan perolehan suara PDIP menurut
Pemohon adalah 961. Kemudian perolehan suara Partai Perindo tidak
ditemukan perubahan, Bukti PK-3212.

111. KETUA: SALDI ISRA [27:19]

Oke, jadi ini terjadi kenaikan suara PDIP, ya?

112. BAWASLU: SUBAIR [27:23]

Ya, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [27:25]

Terus?
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114. BAWASLU: SUBAIR [27:26]

Bahwa terkait dalil Pemohon, adanya penambahan sebanyak 21
suara pada Partai PDIP di TPS 03 Desa Latea, Bawaslu Provinsi Maluku
menerangkan bahwa berdasarkan data Bawaslu yang berdasarkan
pada C.Hasil dan C.Salinan yang didapati di TPS dan Laporan Model
D.Hasil Kecamatan, didapati kesesuaian perolehan suara, yaitu 28
suara, PK-3214.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Seram
Utara Barat pada Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat
kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Seram Utara Barat, tidak
terdapat pengajuan keberatan dari Saksi Pemohon atas hasil
penghitungan dan perolehan suara. Bukti PK-32.14

115. KETUA: SALDI ISRA [28:10]
Oke.
116. BAWASLU: SUBAIR [28:12]

Selanjutnya, Keterangan Bawaslu, Provinsi Maluku terhadap dalil
permohonan adanya selisih perolehan suara partai untuk pengisian
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram
Utara Timur Kobi dan adanya penambahan sebanyak 3 suara pada
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 01 Desa Morokay.
Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan, bahwa didapati perolehan
suara PDIP menurut Bawaslu adalah 1.028, sedangkan perolehan suara
PDIP menurut Pemohon adalah 2.025, kemudian perolehan suara
Partai Perindo tidak ditemukan perubahan. Bukti PK-3215

117. KETUA: SALDI ISRA [28:50]

Jadi hasil temuan Bawaslu sama dengan KPU, ya?
118. BAWASLU: SUBAIR [28:54]

Ya, Yang Mulia.
119. KETUA: SALDI ISRA [28:55]

Lanjut.
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120. BAWASLU: SUBAIR [28:57]

Berikut data persandingan perolehan suara PDIP di TPS 01 Desa
Morokay, yaitu C.Hasil menurut Pemohon 5 suara. Sedangkan data
yang diperoleh Bawaslu 9 suara. Untuk D.Hasil Kecamatan menurut
Pemohon 8 suara. Sedangkan data yang diperoleh Bawaslu 9 suara.
Bukti PK-3216.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Seram
Utara Timur Kobi, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara
di tingkat kecamatan bertempat di Kantor Sekretariat PPK Kecamatan
Seram Timur Kobi, ditemukan terjadi kekeliruan pada saat ada
pencocokan C.Hasil dan C.Hasil salinan. Terjadi kesalahan penulisan
angka maupun penjumlahan oleh KPPS, maka saat itu juga dilakukan
pembetulan oleh PPS yang disaksikan oleh saksi Partai Politik, PPK dan
Panwaslu Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. Selain itu, terdapat
keberatan dari Saksi Presiden Nomor Urut 3, sehingga PDIP tidak
menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan. Bukti P-
3216.

121. KETUA: SALDI ISRA [29:58]
Oke.
122. BAWASLU: SUBAIR [30:00]

Selanjutnya, keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan
terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian anggota DPRD
Kabupaten, Maluku Tengah, Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara Timur
Seti dan dalil adanya penambahan sebanyak suara pada Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 3 Aketernate.

Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan. bahwa didapati
perolehan suara partai PDIP menurut Bawaslu adalah 261. Sedangkan
perolehan suara PDIP menurut Pemohon adalah 259, kemudian
perolehan suara Partai Perindo tidak ditemukan adanya perubahan.
Sedangkan perolehan suara PDIP di TPS 3 Desa Aketernate menurut
C.Hasil Pemohon 7 suara, sedangkan data Bawaslu 11 suara, dan
D.Hasil Kecamatan menurut Pemohon 9 suara, dan data yang diperoleh
Bawaslu sebanyak 11 suara. Bukti PK-18.

123. KETUA: SALDI ISRA [30:52]

Jadi, ini ada perbedaan C.Hasilnya 7, D.Hasil Kecamatannya 9,
Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota 11, lalu yang versi Bawaslunya 11
juga, ya?
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BAWASLU: SUBAIR [31:04]
Ya, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [31:05]

Oke, lanjut.
BAWASLU: SUBAIR [31:08]

Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Panwaslu Kecamatan
Seram Utara Timur Seti, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi
Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan bertempat di sekretariat PPK
Seram Utara Timur Seti, tidak terdapat pengajuan keberatan dari Saksi
Pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [31:25]

Oke, terima kasih.
Untuk penjelasan Bawaslu, ini satu bundel, ini tiga ya?

BAWASLU: SUBAIR [31:34]
Tiga, ya, Yang Mulia, tiga.
KETUA: SALDI ISRA [31:41]

Kita lanjut sekarang ke Permohonan Nomor 249.
Yang Mulia, Pak Arsul Sani. Dipersilakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:49]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Kita memasuki Perkara Nomor 249 dengan Pemohon dari Partai
Perindo dan tidak ada Pihak Terkait.

Sebelum mulai, saya ingin mengingatkan ini karena total ada 12
Perkara, 11 di antaranya yang nanti akan Termohon, Pihak Terkait, dan
Bawaslu menyampaikan keterangan, maka kita akan memaksimalkan
waktu sampai menjelang Maghrib. Karena itu, bagi Bapak, Ibu yang
ingin melaksanakan salat Ashar, nanti bisa bergantian. Saya harus
ingatkan ini, kalau enggak, nanti Pak Kiai Afifuddin ... apa ... marah
sama saya, begitu loh.

Jadi bisa dengan melihat urutan penyampaian, tadi seperti yang
disampaikan oleh Pak Ketua Panel ya nomornya, jadi yang masih agak
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jauh bisa salat dulu, kalau yang memang ingin melaksanakan salat.
Kecuali barangkali yang jauh dari Maluku, musafir itu, bisa jamak,
berjamak-jamak kalau perlu, ya.

Oke, kami persilakan Kuasa Termohon untuk menyampaikan
jawaban, pokok-pokoknya saja.

131. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [32:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

Termohon dalam hal ini akan memberikan jawaban terhadap
Perkara Nomor 249 dan seterusnya. Yang dimohonkan oleh Pemohon
Partai Perindo untuk Wilayah Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan
Maluku 1, sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi.
1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap sudah
dibacakan.

132. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:40]
Dibacakan, ya.
133. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [33:41]

Ya, kemudian Permohonan tidak jelas, mohon dianggap
dibacakan.

134. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:46]
Dibacakan, ya. Pokok Permohonan.
135. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [33:49]

Pokok Permohonan akan dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya
menyatakan permohonan suara pemohon yang benar dan berpengaruh
pada perolehan kursi untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Maluku di
Daerah Pemilihan Maluku 1 adalah sebagai berikut.

Tabel 1, mohon dianggap dibacakan.

136. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:10]

Oke, ya.
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137. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [34:10]

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan
perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Maluku 1 sebanyak tiga
suara, yakni TPS 11, Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon,
pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara adalah tidak benar.
Yang benar menurut Termohon adalah tidak terjadi pengurangan suara
Pemohon yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa setelah proses perhitungan suara di TPS yang hasil ...
yang hasilnya dituangkan dalam Model C.Hasil DPRD Provinsi terdapat
selisih 1 suara pada jumlah suara yang sah.

138. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:52]
Oke, saya kira diringkas sampai situ, pindah ke ... apa ... angka
2, penjelasan di bawahnya, dianggap dibacakan saja, ya. Nomor 2,
silakan! TPS 7.
139. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [35:05]
Nomor 2, yakni di TPS 7, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon,
pengurangan suara sebanyak 1 suara adalah tidak benar. Yang benar
menurut Termohon adalah tidak terjadi pengurangan suara Pemohon
yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
140. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:19]
Ya.
141. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [35:21]
Mohon dianggap dibacakan selanjutnya.
142. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:22]
Dibacakan, ya, TPS 6.
143. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [35:25]
Kemudian TPS 6, Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe,
sebanyak 1 suara adalah tidak benar. Yang benar menurut Termohon
pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Nusaniwe
ditemukan adanya selisih suara sah dari partai Perindo. Tercatat dua

suara yang di kolom partai, sehingga total suara sah partai dan calon
menjadi 64 suara.
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HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:50]
Oke, cukup sampai situ. Lanjut, nomor 4.

KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [35:54]
Mohon dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:55]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [35:56]
Tabel 2 juga, mohon dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:58]
Ya, angka 2.

KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [36:00]

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan
suara Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah tertulis dalam permohonan
sejumlah 29 suara, namun setelah dijumlah dari dalil penjelasan
Pemohon, hanya sejumlah 28 suara, yang terdapat di beberapa TPS,
yakni angka 1 di TPS 110 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau,
penambahan suara adalah 2 suara ke PKB adalah tidak benar. Yang
benar menurut Termohon pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat
Kecamatan Sirimau ditemukan adanya selisih suara sah di PKB, tercatat
Model C.Hasil DPRD Provinsi Calon Nomor Urut 9, atas nama
Sabaruddin Reri memperoleh 2 suara sah dan total perolehan suara
partai dan Calon Nomor 14 ... 14 suara atas kesepakatan bersama dan
dengan saran perbaikan oleh Panwascam, PPK melakukan penelusuran
dengan cara membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang
surat suara DPRD provinsi.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:09]
Ya. Lanjut 2, TPS 133.
KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [37:14]

Di TPS 1000 ... maaf, Majelis. TPS 133 Desa Batu Merah,
Kecamatan Sirimau penambahan 10 suara KPKB adalah tidak benar
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karena berdasarkan Model C.Hasil DPRD Provinsi dan Model C.Hasil
Salinan DPRD Provinsi pada TPS 133, tertulis perolehan suara sah PKB
dan calon adalah 14 suara dan (...)

152. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:41]
Oke, cukup. Pindah lagi, ke bawahnya, 137.
153. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [37:47]

Di TPS 137 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Penambahan
suara PKB adalah tidak benar karena berdasarkan Formulir Model
C.Hasil DPRD Provinsi dan Model C.Hasil Salinan DPRD Provinsi.
Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah 5 suara, tidak
dilakukan perubahan atau koreksi pada saat rekapitulasi di tingkat
kecamatan.

Di TPS 157 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, penambahan
1 suara PKB dapat dijelaskan.

Bahwa berdasarkan model C hasil salinan DPRD Provinsi, jumlah
suara PKB adalah 11 suara. Jumlah ini sesuai dengan jumlah suara PKB
dalam Formulir Model C.Hasil DPRD Provinsi.

Pada saat dilakukan Rapat Pleno di kecamatan, ditemukan
adanya ketidaksesuaian data perolehan suara, sehingga atas
kesepakatan bersama, semua peserta rapat dilakukan pencermatan
dengan membuka kotak suara dan mengoreksi Model C.Hasil DPRD
Provinsi.

154. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:47]
Ya.
155. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [38:48]

Pada formulir tersebut, khususnya perolehan suara PKB didapati
adanya kekeliruan pencatatan oleh KPPS, dimana pada kolom tally
Calon Nomor Urut 7 atas nama Muhajirin Syukur Maruapey, tertulis 1
suara, tetapi pada kolom angka suara sah=0 suara. Sementara total
suara sah, partai, dan calon tertulis=11 suara. Atas fakta itu, dilakukan
perbaikan atau koreksi suara Calon Nomor Urut 7 yang semula 0, suara
menjadi 1.

156. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:23]

Oke. TPS 15, Desa Hative Kecil.
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157. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [39:27]

TPS 15 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, penambahan 1
suara PKB dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Model C.Hasil DPRD
Provinsi, jumlah suara PKB adalah 3 suara. Pada saat dilakukan rapat
Pleno di kecamatan, ditemukan adanya ketidaksesuaian data di
perolehan suara. Sehingga atas kesepakatan bersama, semua peserta
rapat dilakukan pencermatan dengan membuka kotak suara dan
mengoreksi Model C.Hasil DPRD Provinsi pada formulir tersebut (...)

158. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:58]

Di TPS 27 Desa Hative Kecil, penjelasan selanjutnya dianggap
dibacakan saja.

159. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [40:02]

Di TPS 27 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, penambahan 8
suara PKB dapat dijelaskan bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD
Provinsi, jumlah suara PKB adalah 12 suara. Pada saat dilakukan Rapat
Pleno di kecamatan, ditemukan adanya selisi data pada Model C. hasil
DPRD provinsi dengan Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi.

Pada jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat
suara sah dan tidak sah, sehingga atas saran perbaikan dari Ketua
Panwascam Sirimau, dilakukan perhitungan suara ulang dengan
membuka tiga kotak suara, yakni DPRD ... DPR RI, DPRD provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota. Dan disaksikan semua peserta rapat, termasuk
Saksi Pemohon dari Partai Perindo atas nama Damrin.

160. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:58]

Oke. Hasilnya ada di dalam tabel ini dianggap dibacakan, ya.
TPS 4 Kelurahan Honipopu.

161. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [41:06]

TPS 4 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, penambahan 1
suara ke PKB dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil Model C.
Salinan DPRD provinsi, pada Termohon ditemukan adanya kekeliruan
pencatatan dan telah dilakukan koreksi suara PKB yang semula 15
menjadi 16 suara.

Koreksi ini dilakukan dengan merujuk pada Model C. Hasil DPRD
Provinsi. Pada saat rapat pleno di kecamatan, tidak ada keberatan
saksi dan dari Partai Perindo berkaitan dengan perbedaan angka dalam
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Model C.Hasil Salinan DPRD Provinsi dengan Model C.Hasil DPRD
Provinsi.

162. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:49]
Oke. Cukup, angka 8 selanjutnya TPS 16, Nusaniwe.
163. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [41:54]

TPS 16, Nusaniwe. Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, kalaupun
seandainya yang dimaksud Pemohon adalah Kelurahan Nusaniwe,
maka dapat dijelaskan. Pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat
kecamatan, ditemukan adanya perbedaan penulisan angka perolehan
suara calon PKB pada Model C. Hasil DPRD Provinsi dengan Model C.
Hasil Salinan DPRD Provinsi yang dipegang oleh Saksi dan panwa ...
pengawas kecamatan.

Dan atas rekomendasi pengawas kecamatan untuk dilakukan
koreksi terhadap Model C.Hasil Salinan DPRD provinsi dan merujuk
pada Model C. Hasil DPRD Provinsi. Hasil koreksi tersebut pada calon
PKB Nomor Urut 1 atas nama Ary Sahertian, S.0.S. yang semula
memperoleh 0 suara menjadi 2 suara dan total suara sah partai dan
calon yang semula 3 menjadi 5 suara.

164. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:53]
Ya, terus lanjut 9.
165. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [42:58]

TPS 17, Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon,
kalaupun seandainya yang dimaksud Pemohon adalah Kelurahan
Nusaniwe, maka dapat dijelaskan bahwa pada saat rapat Pleno
rekapitulasi di tingkat kecamatan ditemukan adanya perbedaan
penulisan angka perolehan suara calon PKB pada Model C. Hasil DPRD
Provinsi dengan Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi yang dipegang
oleh saksi dan pengawas kecamatan. Dan atas rekomendasi pengawas
kecamatan untuk dilakukan koreksi terhadap Model C. Hasil Salinan
DPRD Provinsi dan berujuk pada Model C. Hasil DPRD Provinsi.

166. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:37]

Nomor 10, langsung TPS 2 Desa Poka.
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KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [43:42]

TPS 2 Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon.

Bahwa penambahan 1 suara PKB dapat dijelaskan. Bahwa pada
saat plano rekapitulasi di tingkat kecamatan ditemukan ketidakcocokan
data pada Model C.Hasil DPRD Provinsi, yaitu antara total suara sah
dan tidak sah. Dengan jumlah pengguna hak pilih, atas rekomendasi
lisan pengawas kecamatan dilakukan perhitungan suara ulang dan hasil
perbaikan dituangkan dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD
Provinsi, sebagai berikut.

Suara PKB sejumlah 0 suara PKB Calon Nomor Urut 3 atas nama
Regina Latuheru, semula memperoleh 16 suara menjadi 17 suara, dan
Nomor Urut 9 atas nama Sabaruddin Rery yang semula memperoleh 1
suara menjadi 2 suara,sehingga total suara sah partai dan calon yang
semula 22 suara menjadi 23 suara.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:41]
Ya, Poin 3, lanjut!
KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [44:42]

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi
penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa
sebanyak 29 suara. Menurut Termohon, tidak benar karena
berdasarkan Model D.Hasil Provinsi DPRD Provinsi perolehan suara PKB
sejumlah 10.753 suara bukan 10.724 suara.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:56]
Ya, langsung Petitum saja.
KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [45:12]

Berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada
Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.
Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota
secara nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret
2024 sepanjang Daerah Pemilihan Maluku 1.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagaimana dalam
tabel berikut.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:09]

Ya, yang dibacakan yang PKB sama Perindo saja. Angkanya,
tabelnya.

KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [46:22]

Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan suara adalah 10.753
suara, Partai Perindo Perolehan suara adalah 10.724 suara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Makhamah Konstitusi
berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, terima kasih.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:44]

Ya, terima kasih.

Intinya, bahwa kesalahan, kekeliruan dalam penjumlahan sudah
dilakukan koreksi perbaikan begitu, ya.

Kita dengar apa kata Bawaslu soal ini, kami persilakan.

Enggak ada Pihak Terkait, Bawaslu langsung, silakan.

BAWASLU: SUBAIR [47:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Izin  menyampaikan keterangan bawaslu Provinsi Maluku
terhadap Permohonan Partai Perindo Nomor Register 249 dan
seterusnya dianggap dibacakan.

Satu, terhadap dalil Pemohon Persandingan perolehan suara
Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah
Pemilihan Maluku 1 bahwa berdasarkan hasil pencermatan dengan
menyandingkan data milik Pemohon dengan dokumen Model D.Hasil
Prov ... DPRD Provinsi Maluku dapat ... didapati perolehan suara Partai
Perindo menurut Bawaslu adalah 10.724. Sedangkan perolehan suara
Perindo menurut Pemohon adalah 10.737[sic!]. Kemudian perolehan
suara PKB menurut Bawaslu adalah 10.753. Sedangkan perolehan
suara Partai PKB menurut Pemohon adalah=10.724, Bukti PK-321.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu,
Kota Ambon, terhadap proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat
kabupaten/kota pada tanggal 7 Maret 2024 bertempat di Kantor KPU
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Kota Ambon, terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai
Perindo terkait dengan adanya pergeseran suara yang terjadi di
beberapa TPS di Kota Ambon.

Terkait hal tersebut, Bawaslu Kota Ambon telah menyampaikan
bahwa apabila terdapat bukti-bukti terkait adanya pergeseran suara
yang terjadi sesuai dengan yang dikemukakan oleh saksi dari Partai
Perindo, maka Bawaslu Kota Ambon akan meminta kepada KPU Kota
Ambon untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku, dan oleh KPU, Kota Ambon telah memberi
waktu untuk menyampaikan bukti terkait keberatan yang dimaksud,
namun sampai dengan penetapan rekapitulasi perolehan suara Partai
Perindo ... maaf.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:57]
Ya.
BAWASLU: SUBAIR [48:58]

Sampai penetapan rekapitulasi perolehan suara, Partai Perindo
belum menyampaikan bukti terkait keberatan yang dimaksud, Bukti PK-
321.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:07]
Oke.
BAWASLU: SUBAIR [49:08]

Mendasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran
Bawaslu Provinsi Maluku terhadap rekapitulasi suara di tingkat Provinsi,
menjelaskan terdapat keberatan dari saksi Partai Perindo mengenai
adanya dugaan terjadinya pergerakan atau perubahan perolehan
suara. Namun status permasalahan telah dianggap selesai, karena
pada saat proses rekapitulasi suara di tingkat Provinsi, saksi dari Partai
Perindo tidak bisa menunjukkan bukti berkaitan dengan keberatan
mengenai adanya dugaan pergerakan atau perubahan suara yang
dimaksud.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:37]

Ya.
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181. BAWASLU: SUBAIR [49:38]

Bukti PK-321.

Dua. Bahwa terkait dalil Permohonan tentang Adanya Dugaan
Selisih Perolehan Suara, Pemohon di dua TPS di Kecamatan Sirimau
dan satu TPS di Kecamatan Nusaniwe, Bawaslu Provinsi Maluku
menerangkan, berdasarkan hasil pencermatan dengan menyandingkan
data, terdapat perbedaan perolehan suara di 3 TPS tersebut yang
sesuai dengan dalil Pemohon, Bukti PK-322 sampai dengan bukti PK-
326. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Teluk
Ambon dan Kecamatan Nusaniwe pada rapat Pleno Rekapitulasi
Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, bahwa tidak terdapat
pengajuan keberatan dari Saksi Pemohon atas hasil penghitungan dan
perolehan suara.

Tiga. Terkait dalil Permohonan adanya dugaan penambahan
suara pada Partai Kebangkitan Bangsa di 3 Kecamatan di Kota Ambon
yang dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan hasil pencermatan dengan
menyandingkan data yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku,
menerangkan bahwa terdapat selisih perolehan data, di TPS 157 Batu
Merah, TPS 15, dan TPS 27 di Desa Hative Kecil, dan di TPS 4 di Desa
Hunipopu yang semuanya berada di Kecamatan Sirimau. Begitupun
didapati selisih perolehan suara di TPS 16 dan 17 Nusaniwe, TPS 2
Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Bukti PK-327 sampai PK-329.

182. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:15]
Oke.
183. BAWASLU: SUBAIR [50:16]

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu, Kecamatan Sirimau
dan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe pada rapat Pleno Rekapitulasi
penghitungan suara tingkat Kecamatan bahwa tidak terdapat
pengajuan keberatan dari saksi Pemohon atas hasil penghitungan dan
perolehan suara.

Demikian, Yang Mulia.

184. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:34]
Ya, terima kasih, Bawaslu. Saya kira tidak ada pertanyaan atau

komentar se ... saya kembalikan kepada Pak Ketua Panel dan kami
persilakan!
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KETUA: SALDI ISRA [50:45]
Terima kasih, Yang Mulia, Pak Arsul. Berikut kita masuk ke
Permohonan 258.
Dipersilakan kepada Yang Mulia Pak Ridwan.
HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [50:58]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Perkara Nomor 258.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [52:02]

Izin, Yang Mulia. Ingin menyampaikan sesuatu terkait-terkait
Perkara 258.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [52:07]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [52:09]

Kami ingin menyampaikan, Yang Mulia, pada saat persidangan
pendahuluan kemarin di tanggal 30 ada ketidaksesuaian antara apa yang
kami bacakan dengan apa yang dilihat atau di tangan Ketua Majelis.
Yang kami bacakan kemarin itu adalah perbaikannya. Sedangkan yang di
tangan Majelis itu sebelum adanya perbaikan. Kami ingin konfirmasi di
persidangan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [52:32]
Ya nanti kita (...)

KETUA: SALDI ISRA [52:33]
Yang bagaimana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [52:36]

Kemarin.
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KETUA: SALDI ISRA [52:36]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [52:36]

Pada saat Sidang Pendahuluan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [52:38]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [52:35]

Yang kami bacakan itu adalah perbaikan (...)
HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [52:41]
Perbaikan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [52:41]

Permohonan.
KETUA: SALDI ISRA [52:42]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [52:42]

Sedangkan yang di tangan Yang Mulia, itu permohonan kami
sebelum adanya perbaikan, makanya tidak ... ada ketidaksesuaian
antara apa yang kami bacakan dengan yang di tangan Yang Mulia,
kemarin, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [52:53]

Dari mana Anda tahu bahwa yang saya baca itu yang perbaik ...
yang ... yang permohonan awal?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [53:00]

Saya setelah persidangan ngecek permohonan kami yang
sebelumnya, ada perbedaan halaman, Yang Mulia. Pada saat yang
pertama saya ada di TPS Desa Yainuelo itu sudah kami perbaiki, Yang
Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [53:12]

Nanti saya cek ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [53:12]

Baik.
KETUA: SALDI ISRA [53:13]
Perbaikannya, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [53:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [53:14]
Ya.
HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [53:19]
Ya, baik.
258? Pihak Termohon, silakan!
Pokok-pokoknya saja, Pak.
KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [53:23]
Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Kami Kuasa Hukum Termohon akan membacakan jawaban
Perkara Nomor 258 jika boleh kita membaca eksepsi, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [53:41]

Ya, singkat saja.
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KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [53:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Termohon, Mahkamah Konstitusi, tidak berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisian hasil Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilu 2024
yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan, sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Pasal 29 .. mohon maaf, Pasal 24 C,
dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [54:11]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON 54:11]

Dan kemudian, Nomor 2 berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d,
dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [54:16]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [54:16]

Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1), dianggap dibacakan.

Dan kemudian poin 4. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah telah menangani objek permasalahan
terkait proses yang diajukan dalam permohonan a quo di Mahkamah
Konstitusi dan disampaikan oleh Pemohon setelah a quo terlapor ke
Bawaslu Maluku Tengah, dalam laporan pelanggaran administrasi yang
ditangani diproses dan diputus oleh Bawaslu dalam Putusan
Administrasi Nomor 001-LP dan seterusnya, dan putus ... putusan turut
diterlampir dalam jawaban perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut maka, Mahkamah Konstitusi, tidak
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1.2 Kedudukan hukum, poin pertama (...)

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [55:06]

Dianggap dibacakan, ya. Langsung ke obscuur libel 1.3.
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217. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [55:10]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa 1.3 permohonan kabur. Bahwa menurut Termohon
permohonan kabur itu tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai
berikut.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyatakan
perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada proses
kursi, perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah
permohonan Pemohon yang seyogianya berpedoman penyusunan,
pada penyusunan permohonan Pemohon dalam perkara perselisihan
hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang termuat dalam Lampiran 1, Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian kedua, Pemohon itu tidak konsisten dalam sistematika,
tabel yang disusun oleh Pemohon dalam pokok-pokok permohonannya
serta tidak memberikan persandingan data suara Pemohon di lokasi
yang dipermasalahkan dan tidak menampilkan secara utuh terhadap
permasalahan yang terjadi antara suara Pemohon dengan pihak
lainnya dalam pelaksanaan rekapitulasi dalam perhitungan suara. Maka
berdasarkan poin-poin di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki
dasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau
kabur dan karenanya tidak dapat diterima.

Kedua, dalam pokok permohonan, langsung 2.1.

218. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [56:34]
Ya.
219. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [56:35]

Perolehan suara Pemohon menurut Termohon perorangan untuk
pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah
Pemilihan 1.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024. Maka,
untuk Partai Perindo sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah,
Termohon Kapressy Jacob pada Dapil 1 memperoleh 100 ... 1.429 dan
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Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si.,, memperoleh 1.437 suara, dianggap
dibacakan, Yang Mulia.

220. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [57:33]
Ya, lanjut.
221. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [57:34]

Poin 2 adalah bahwa lampiran 2 keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 terkait perolehan suara
dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sepanjang Daerah Pemilihan
Maluku Tengah 1, merupakan hasil pelaksanaan rekapitulasi dari hasil
perhitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tengah di empat kecamatan
yakni, Kecamatan Amahai, Kecamatan Teon Nila Serua, kemudian
Kecamatan Kota Masohi, dan Kecamatan Teluk Elpaputih yang
disaksikan dan dihadiri oleh saksi partai politik, termasuk saksi
Pemohon, yakni Partai Perindo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah dan dituangkan ke dalam formulir model
D.Hasil Kabupaten/Kota halaman 22, lembar 1, Bukti T-3.

222, HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [58:37]
Ya, langsung halaman 8, poin 5.
223. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [58:41]

Baik.

Bahwa Termohon juga membantah dalii Pemohon yang
menyampaikan bahwa Termohon dalam hal ini KPU Maluku Tengah
tidak menindaklanjuti, tidak menindaklanjuti rekomendasi bahwa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Maluku Tengah terkait dengan
laporan Pemohon selaku pelapor, adapun tindaklanjut rekomendasi
kabupaten ... Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah tersebut telah
ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan surat kepada Badan
Pengawas Pemilihan Umum Maluku Tengah dan menuangkannya ke
dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah
Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 13 Maret
2024 dan Nomor 05/PM tanggal 13 Maret 2024 yang pada intinya
menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku
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Tengah dengan mempertimbangkan waktu rekapitulasi pada tingkat
provinsi dan tingkat nasional, maka rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Maluku Tengah sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan oleh
Termohon. Meski demikian, Termohon belum pernah diklarifikasi oleh
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung (ucapan tidak
terdengar jelas) ... renvoi (...)

224. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [59:55]
Terkait?

225. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [59:57]
Kabupatennya, Yang Mulia, nhamanya.

226. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:00:00]

Terus.

227. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [01:00:00]
Jadi Maluku Tengah.

228. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:00:02]

Ya.

229. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [01:00:03]

Terkait adanya laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran,
sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan
Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi pemilihan Umum. Bukti
T-5.

Petitum, berdasarkan uraian di atas Termohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai
berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
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Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 24 Maret ... 20 Maret
2024.

Poin tiga, menetapkan perolehan suara yang sah dan peringkat
suara yang sah dan benar menurut Termohon untuk pengisian
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku
Tengah sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah, satu, pada
Partai Perindo adalah sebagai berikut.

Perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah,
Partai Politik Perserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Maluku
Kabupaten/Kota Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah
1. Poin 1, Drs. Kapressy Jacob, M.A.P dengan suara sah 1.429.
Kemudian kedua, Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si., suara sah 1.437.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada

Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

230. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:02:15]

Terima kasih, Kuasa Hukum Termohon.
Berikutnya Pihak Terkait. Ya. Silakan!

231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SADAM BIARNO [01:02:22]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Kuasa Hukum Dr. Yuanita Missy akan menyampaikan

Keterangan Pihak Terkait.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 258 yang

dimohonkan oleh Pemohon perseorangan, atas nama Drs. Kapressy
Jacob, M.A.P.

1.

2.

Dalam eksepsi, berkaitan dengan Permohonan Pemohon tidak
memenuhi syarat permohonan, mohon dianggap untuk dibacakan.
Dalam pokok permohonan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon Pihak Terkait pada pokoknya
menyatakan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang
benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD
Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 sebagai
berikut. Untuk poin 1 sampai dengan poin 10, Yang Mulia. Kami
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menjelaskan tentang perolehan suara Pihak Terkait, mohon untuk
dianggap dibacakan.

232, HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:03:08]

Ya. Lanjut.

233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 258-02-16-

234.

235.

236.

31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SADAM BIARNO [01:03:11]

Kami langsung ke poin 10, berkaitan dengan dalil Pemohon
terkait dengan penambahan suara Pihak Terkait.

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan penambahan suara calon
anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Maluku Tengah 1, atas
nama Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si. Sebagaimana dalam tabel
permohonannya, mohon dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan
suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

10.1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak
Terkait di TPS 1 dan seterusnya adalah tidak benar karena dalam rapat
Pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara oleh PPK
Kecamatan Amahai menuangkan hasil perhitungan tersebut dalam
Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga
apabila terdapat kesalahan dalam perhitungan, otomatis PPK
Kecamatan Amahai melakukan pembetulan dan mencetak kembali
Formulir Model D.Hasil kecamatan DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk poin 10.2 sampai 10.4, mohon dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:04:00]

Langsung halaman 10.6. Ya, 10.6.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SADAM BIARNO [01:04:09]

10 ... 10.6.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:04:11]

Halaman 6.



41

237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SADAM BIARNO [01:04:13]

Halaman 6, 10.6 bahwa perolehan suara Pihak Terkait
berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Desa
Soahuku sebanyak 82 suara dan seterusnya, Pihak Terkait untuk Dapil
Maluku Tengah 1 sebanyak 1.437 suara. Bahwa dalam rapat pleno
terbuka rekiput ... rekapitulasi oleh PPK Kecamatan Amahai tidak ada
sama sekali keberatan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan
Amahai atau saksi peserta pemilu yang hadir, termasuk saksi dari
Pemohon terhadap hasil Rekapitulasi yang ditetapkan oleh PPK
Kecamatan Amahai, dimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Perolehan Suara yang ditetapkan oleh PPK telah disampaikan kepada
seluruh saksi partai politik peserta pemilu yang hadir beserta Panwas
Kecamatan.

10.7. Bahwa setelah selesai penetapan pada tingkat kecamatan
kemudian Pemohon pada tanggal 12 Maret 2024 mengajukan
keberatan terkait dengan selisih perolehan suara, namun karena
keberatan Pemohon disampaikan setelah berakhirnya proses
rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Amahai, maka
PPK Kecamatan Amahai tidak dapat menindaklanjuti keberatan
Pemohon karena berkaitan dengan kewenangan PPK yang telah selesai
masalah Rekapitulasinya, sehingga untuk penyelesaian atas keberatan
Pemohon agar dapat disampaikan dan diselesaikan pada rekapitulasi
tingkat kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) sampai
dengan (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

238. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:05:34]
Ya, Petitum 3.

239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SADAM BIARNO [01:05:35]

10.8. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tengah,
dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024 yang dihadiri oleh PPK,
Bawaslu dan saksi-saksi peserta pemilihan umum Kabupaten Maluku
Tengah Tahun 2004, dalam keterangannya tidak ada keberatan sama
sekali yang disampaikan saksi dari Partai Perindo terhadap hasil
Rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon, dimana Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh
Termohon telah disampaikan kepada seluruh partai politik peserta
pemilu dan Bawaslu.
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Bahwa dalam rapat Pleno terbuka, Rekapitulasi tidak ada
keberatan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten atau saksi
peserta pemilu yang hadir, termasuk saksi dari partai Pemohon dan
Pihak Terkait, yaitu Partai Perindo terhadap hasil Rekapitulasi yang
ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah, dimana Berita Acara
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh
KPU Kabupaten Maluku Tengah telah disampaikan dan ditangani ...
ditandatangani oleh seluruh saksi partai politik peserta pemilu yang
hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (4)
PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas terbukti hasil
penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah
benar dan penghitungan suara oleh Pemohon ... oleh Pemohon tidak
benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah
ditolak atau dikesampingkan.

Tiga, Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak
Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

Dalam Ekspepsi ... eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan seterusnya
bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang daerah pemilihan
Maluku Tengah 1. Tiga, menetapkan perolehan suara
Pemohon untuk pengisian ke ... pengisian keanggotaan
DPRD Kabupaten/Kota yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1, Drs. Kapressy Jacob, M.A.P., 1.429 suara. Nomor
Urut 2, Dr. Yuanita Missy S.E., M.Si., 1.437 suara. Atau apabila
Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia. Kami kembalikan.

240. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:07:52]

Baik, terima kasih, Kuasa Hukum Pihak Terkait.
Selanjutnya dari Bawaslu.

241. BAWASLU: SUBAIR [01:08:00]

Izin, Yang Mulia.
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HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:08:01]
Ini menjadi satu ya?
BAWASLU: SUBAIR [01:08:03]
Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:08:03]
Ya, pokok-pokoknya saja ya.
BAWASLU: SUBAIR [01:08:04]

Ya, baik.

Izin membacakan keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap
permohonan Partai Perintah Nomor Register 258 dan seterusnya yang
akan dibacakan.

Satu, terkait tindak lanjut laporan yang berkaitan dengan pokok
permohonan. Bahwa Bawaslu Maluku Tengah telah menerima laporan
pelanggaran yang diajukan oleh Drs. Kapressy Jacob, M.A.P., pada
Senin tanggal 18 Maret 2024 dengan terlapor Panitia Pemilihan
Kecamatan Amahai.

Pemilihan ... maaf, terkait dugaan adanya perbuatan yang
menyebabkan Calon Anggota DPR dari Partai Perindo, Daerah
Pemilihan 1 Maluku Tengah Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si. yang
berakibat mendapat penambahan suara pada saat rekapitulasi
perubahan ... perolehan suara di tingkat kecamatan. Terhadap laporan
Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian awal,
melalui rapat Pleno.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah
memeriksa Para Pihak, Saksi, dan bukti melalui mekanisme sidang
penanganan administrasi pemilu dengan Putusan Nomor 001 dan
selanjutnya, dianggap dibacakan.

Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan rekomendasi
dengan Nomor Surat 05 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Yang
pada pokoknya, merekomendasikan kepada KPU Maluku Tengah untuk
melakukan pembetulan terhadap Dokumen Lampiran Model D.Hasil
Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Amahai, sesuai dengan
Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota atau Model C.Hasil Salinan DPRD
Kabupaten/Kota.

Dua. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap dalil
permohonan terkait Caleg Dapil Maluku Tengah 1 dari Partai Perindo,
yakni Nomor 001 atas nama Drs. Kapressy Jacob, M.A.P. terhadap
selisin perolehan suara disebabkan karena adanya penambahan suara
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oleh Pemohon kepada calon atas nama Dr. Yuanita Missy sebanyak 106
suara yang tersebar di beberapa TPS di beberapa desa. Bawaslu
Provinsi Maluku menyampaikan bahwa didapati perolehan suara caleg
atas nama Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si. menurut Bawaslu adalah
1.437. Sedangkan perolehan Caleg Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si
menurut Pemohon adalah 1.333.

Tiga. Terhadap per ... pokok permohonan terkait adanya dugaan
penambahan suara kepada dengan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr.
Yuanita Missy, S.E., M.Si yang terjadi di 8 TPS Desa Soahuku,
Kecamatan Amahai sebanyak 43 suara, 6 TPS di Desa Amahai,
Kecamatan Amahai sebanyak 43 suara, 4 TPS di Desa Yainuelo,
Kecamatan Amahai sebanyak 10 suara dan 1 TPS di Desa Haruru,
Kecamatan Amahai sebanyak 10 suara.

Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan bahwa berdasarkan
hasil pencermatan yang dilakukan Bawaslu terdapat selisih perolehan
suara seperti yang dimohonkan oleh Pemohon.

246. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:11:34]
3.5.
247. BAWASLU: SUBAIR [01:11:36]

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas
kecamatan pada rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat
kecamatan untuk Desa Soahuku dan Desa Yainuelo tidak terdapat
pengajuan keberatan dari Saksi Pemohon atas hasil penghitungan dan
perolehan suara. Sedangkan pada Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan
Amahai untuk Desa Amahai terdapat perbedaan jumlah surat suara
yang sah dan tidak sah dengan pengguna hak pilih, sehingga
panwaslu, Kecamatan Amahai, mengeluarkan Surat Rekomendasi
Nomor 12 dan seterusnya yang ingin dibacakan yang pada pokoknya,
meminta dilakukan penyesuaian dan pembetulan data untuk jenis
surat-suara pemilihan DPRD Kabupaten.

Dan untuk Desa Haruru, terdapat pengisian jumlah suara yang
tidak sah ke dalam surat-suara yang keliru dicoblos atau rusak oleh
KPPS dan telah dilakukan pembetulan oleh PPK Kecamatan Amahai
serta dilakukan perubahan dengan menandatangani Dokumen Model
C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki panwaslu kecamatan dan
saksi partai. Demikian, Yang Mulia.

248. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:12:38]

Ya, terima kasih. Ya, Bawaslu. Silakan kembali kepada Yang Mulia
Ketua.
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KETUA: SALDI ISRA [01:12:44]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.

Siapa tadi kuasa Pemohon? Yang menyatakan saya baca dokumen
yang salah?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:12:52]

Salman Alfarisi, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:12:53]
Salman, Anda tahu dari mana saya salah baca dokumennya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:12:56]

Pada saat, Yang Mulia memerintahkan untuk saya membacakan
ulang, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:13:01]
Bukan. Anda tahu enggak saya buka ini kemarin?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:04]

Enggak tahu.
KETUA: SALDI ISRA [01:13:05]
Ini kan yang perbaikan Permohonan Anda, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:07]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:13:08]

Ini buktinya saya coret kemarin itu.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:13]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:13:14]
Oke, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:15]

Tapi mohon maaf, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:13:18]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:18]

Yang ada pada saat yang Desa Soahuku itu sudah diperbaiki,
Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:13:21]

Bukan, ya. Terlepas dari itu, saya tidak ... saya tuh paham apa
yang harus saya baca.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:25]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
KETUA: SALDI ISRA [01:13:26]
Kalau sudah ada perbaikannya, kami akan pegang perbaikan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.



267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

47

KETUA: SALDI ISRA [01:13:30]
Tidak pegang lagi yang awal.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:31]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:13:32]
Paham, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:33]

Paham, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:13:21]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:21]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:13:36]

Berikut untuk Permohonan 256, dimohon kesediaan kembali, Yang
Mulia, Bapak Arsul Sani.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:44]

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua Panel.

Ini Perkara 256. Pemohon Partai Golkar, Pihak Terkait Partai
Gelora. Hadir, ya? Partai Gelora? Hadir enggak, Pihak Terkait? Enggak,
ya? Oke.

Ya, kami persilakan Kuasa Termohon untuk menyampaikan
jawaban atas Permohonan dari Partai Golkar. Ini untuk 2 dapil, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN
[01:14:20]

Benar, Yang Mulia.
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HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:20]

DPRD Provinsi Maluku, Dapil Maluku 2 dan DPRD Kabupaten
Maluku Tengah, Dapil 4.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN
[01:14:29]

Benar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:30]
Ya, oke. Kami persilakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN
[01:14:33]

Mohon izin, Yang Mulia, sebelum kami membacakan pokok-pokok
jawaban, izinkan kami ada beberapa renvoi minor, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:41]
Ya, silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN
[01:14:42]

Pertama di halaman 4, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:51]
Ya. Ya terus, silakan. Apa yang mau di renvoi?

KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN
[01:14:53]

Di halaman 4 itu tertulis Bukti 11, menjadi Bukti 12 ... T-12, Yang
Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:01]

Oke.



284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

49

KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN
[01:15:03]

Kemudian renvoi di halaman 5, tabel pertama, ketukar, Yang
Mulia. Termohon dan Termohonnya itu menjadi ketukar, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:14]
Oke, catat.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN
[01:15:21]

Kemudian halaman 6, Bukti T-19 tertulis, menjadi Bukti T-18,
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:28]
Ya. Ini banyak renvoinya ini.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN
[01:15:31]

Cuman minor, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:35]

Walaupun minor, ini dipotong sama, Pak Afif, ini honornya.
Banyak sekali soalnya.
Ya, oke, silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN
[01:15:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami membacakan jawaban
Termohon, pada perkara 256, kami tidak ada eksepsi, Yang Mulia,
langsung kepada Pokok Permohonan.

Yang pertama, untuk Daerah Pemilihan Maluku 2 untuk pengisian
anggota DPRD Provinsi Maluku.

Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon, menjelaskan tidak terlalu
banyak perbedaan perolehan suara versi Pemohon mampun dengan
versi Termohon, tetapi terdapat perbedaan perolehan hasil suara dari
Partai NasDem, sebagaimana tabel di bawah ini.
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291. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:12]
Ya, oke.

292, KUASA' HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN
[01:16:13]

Bahwa namun demikian, Pemohon tidak menjelaskan dengan
terang dimana terjadi perbedaan 17 suara tersebut. Hanya menjelaskan
terjadi penambahan 6 suara untuk Partai NasDem berdasarkan
perhitungan di Kecamatan Teluk Kaiely. Sebagai fakta berdasarkan
D.Hasil Kecamatan Teluk Kaiely, suara Partai NasDem adalah benar 215
suara, bukan 209 suara, sebagaimana Bukti T-6. Dan kemudian, tidak
ada keberatan dari Saksi Mandat Partai Golkar dalam rekapitulasi di PPK
di Kecamatan Teluk Kaiely, Bukti T-7.

Bahwa sementara itu, 11 suara Partai NasDem yang lainnya yang
dipermasalahkan, Pemohon tidak menjelaskan tempat kejadian
perbedaan suara tersebut.

Bahwa kemudian, dalam dalil Pemohon terkait pelanggaran
administrasi pemilu di TPS 03 Desa Seith, Kecamatan Teluk Kaiely yang
telah terdapat rekomendasi dari Bawaslu agar dilakukan pemungutan
suara ulang di TPS 03, untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku di
Dapil 2, namun sampai dengan saat ini, permohonan a quo diajukan ke
Mahkamah Konstitusi KPU belum belu ... KPU Kabupaten Maluku ...
Kabupaten Buru belum melaksanakan PSU.

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar karena faktanya
telah ditindaklanjuti oleh Termohon dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten
Buru tertanggal 20 Februari Tahun 2024, yang dituangkan dalam Berita
Acara tindak lanjut rekomendasi pemungutan suara sebagaimana hasil
rapat Pleno dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dilakukan
pemungutan suara, Bukti T-12.

Bahwa berdasarkan tersebut, maka dalil Termohon terkait
menyatakan tindak ... tidak adanya tindak lanjut atas rekomendasi
Bawaslu Nomor 001 dan seterusnya adalah tidak benar karena faktanya
telah dilakukan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Buru melalui rapat
Pleno.

Bahwa dengan demikian, perolehan suara pengisian anggota
DPRD Provinsi Maluku, untuk Daerah Pemilihan Maluku 2 berdasarkan
Bukti D.Hasil Provinsi Maluku untuk Partai Golkar, Partai NasDem adalah
sebagai berikut.

Lanjut yang kedua, Yang Mulia.

293. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:27]

Ya, silakan!
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KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN
[01:18:28]

Kedua, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4, untuk pengisian
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalil dan terdapat
pengurangan suara sebanyak 4 suara dan penambahan suara untuk
Partai Gelora sebanyak 78 suara yang berpengaruh pada pengisian
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Dapil 4, sebagaimana
dalam tabel.

Perbedaan perolehan suara tersebut dikarenakan adanya
kesalahan penghitungan suara di beberapa TPS, di antaranya
sebagaimana terlampir, kami sampaikan dalam tabel.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:56]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI
HASIBUAN [01:19:01]

Bahwa Termohon perlu jelaskan kepada ... jelaskan pada
Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, telah dilakukan
perhitungan suara ulang berdasarkan rekomendasi dari Panwascam yang
dihadiri langsung oleh Saksi Pemohon Partai Golkar, sebagaimana Bukti
T-18. Kami tidak jelaskan hasil perhitungan suara ulang, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:18]
Ya, oke dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI
HASIBUAN [01:19:24]

Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya hasil akhir
perhitungan suara di beberapa TPS pada Kecamatan Leihitu telah
disesuaikan, dengan adanya perhitungan suara ulang oleh PPK yang
disaksikan oleh Panwascam dan Saksi Partai Golkar.

Bahwa kemudian, terkait perbedaan perhitungan suara di
beberapa TPS pada Kecamatan Leihitu Barat juga dilaksanakan ...
dengan penyandingan data antara PPK Leihitu Barat, Panwascam dan
Saksi Partai politik, yang mana Saksi Partai Golkar tidak memberikan
keberatan terhadap hasil 50 suara di TPS 10 Desa Wakasihu dan 1 suara
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di TPS 14 Wakasihu milik Partai Gelora, sebagaimana tertuang dalam
Bukti T-22.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:15]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN
[01:20:16]

Bahwa oleh karenanya telah dilakukan perhitungan suara di
beberapa TPS pada Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat,
Kabupaten Maluku Tengah, maka hasil perolehan suara pada dua
kecamatan tersebut berdasarkan Bukti C.Hasil dan D.Hasil kecamatan
suara. Hasil Kabupaten Maluku Tengah, Bukti T-21 adalah sebagai
berikut, sesuai tabel.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:34]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN
[01:20:35]

Petitum berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas,
Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360
tahun 2024 dan seterusnya sepanjang hasil perolehan suara Partai
Politik dan calon pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku,
Daerah Pemilihan Maluku 2 dan calon pengisian angka keanggotaan
DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku 4.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya, ex aequo et bono.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:21]
Cukup?

KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN
[01:20:22]

Cukup, Yang Mulia.
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HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:22]
Cukup. Baik, terima kasih. Pihak Terkait, ada enggak nih?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:20:26]

Ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:27]
Partai Gelora?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:20:28]

Ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:29]
Ada? Ya, kami persilakan!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:20:30]

Baik.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:31]
Menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:20:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami Pihak Terkait dari Partai Gelora untuk membacakan
keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 256. Dalam hal ini akan
disampaikan saya sendiri oleh Slamet dan rekan saya Uci Sanusi.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:50]

Ya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:21:51]

Namun sebelumnya, Yang Mulia, kami ingin menyerahkan alat
bukti tambahan 1 buah. Jika diperkenalkan akan kami sampaikan,
setelah kami membacakan keterangan Pihak Terkait.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:05]

Saya kira kalau alat bukti, itu tidak bisa kita terima sekarang,
karena ini kan sidang terakhir. Nanti akan dijelaskan oleh ... lebih lanjut
ya, oleh Pak Yang Mulia Ketua Panel nanti pada saat sebelum penutupan
sidang. Kenapa kok tidak bisa sekarang? Begitu, ya, Pak Ketua Panel,
ya? Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:22:24]

Baik.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:25]
Jadi sekarang, dipersilakan dibacakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:22:27]

Mohon izin (...)
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:28]
Bukan tertutup sama sekali, tapi nanti ada penjelasannya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:22:32]

Oh baik, baik.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:33]
Ya.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
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HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:37]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:22:38]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 256 PHPU-

2024 yang dimohonkan oleh Partai Golkar. Kami hanya akan menanggapi
untuk objek pengisian kursi di DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil

(...)
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:58]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:22:58]

Maluku Tengah 4.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:00]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:01]

Dalam Eksepsi.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:04]
Ya, itu eks ... eksepsinya tentang obscuur libel.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:08]

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:09]

Dianggap sudah dibacakan saja, ya. Permohonannya obscuur,
kira-kira begitu.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:13]

Baik.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:14]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:14]

Baik.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:15]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:15]

Jadi ada beberapa nanti kami mohon izin untuk membacakan
yang penting saja, Yang Mulia untuk Eksepsi.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:21]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:22]

Jadi eksepsi poin 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:27]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:28]

Untuk poin 5.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:28]

Ya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:29]

Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada halaman 12 angka 5,
halaman 14 angka 6, halaman 15 angka 7, halaman 16 angka 8,
halaman 17 angka 9, halaman 19 paragraf 1, halaman 20 angka 11,
halaman 21 angka 12, terjadi kekeliruan penulisan yang sangat fatal.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:54]

Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:54]

Dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:58]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:59]

Kekeliruan ini adalah kesalahan yang sangat fatal, karena pada
TPS 14 Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, TPS 14 Desa Ureng,
Kecamatan Leihitu, TPS 4 Desa Wakal, Kecamatan Leihitu, dan
sebagainya, tidak terdapat peserta pemilu legislatif DPR RI, DPRD
Provinsi, dan Kabupaten (...)
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:22]

Ya. Kami mau memahami itu. Nanti, biar kami yang menilai, ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:24:25]

Baik, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:25]

Kalau soal (...)
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:24:25]

Terima kasih.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:28]
Penamaan partai Pihak Terkait ini, ya. Lanjut saja ke pok (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:24:28]

Baik, kemudian poin 7 (...)
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:28]
Ke pokok permohonan perkara saja, ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:24:36]

Mohon satu lagi, Yang Mulia. Untuk (...)
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:36]
Ya, apa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:24:37]

Ya, bahwa dalam permohonan Pemohon, pada halaman 21, juga
terdapat kesel ... kekesalahan penulisan yang sangat fatal.

Pemohon menulis TPS 10 Desa Hitu Wakasihu, Kecamatan Leihitu.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:53]

Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:24:53]

Karena sebetulnya TPS 10 Desa Hitu Wakasihu, Kecamatan
Leihitu itu tidak ada.
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HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:00]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:25:00]

Atau tidak terdapat TPS 10 Desa Hatu Wakasihu, Kecamatan
Leihitu.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:06]
Enggak?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:25:06]

Yang ada adalah TPS 10 Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu
Barat.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:12]
Oke, ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:25:16]

Demikian, Yang Mulia, untuk eksepsi.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:16]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:25:17]

Selanjutnya untuk pokok perkara dise ... dibacakan oleh rekan
kami.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:22]

Pokok-pokoknya saja, ya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:25:27]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:28]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:25:30]

Pokok perkara:

9. Bahwa permo ... Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
suara Pemohon seharusnya 3.211. Sementara, suara Pemohon menurut
hasil rekapitulasi Termohon adalah 3.207, sehingga ada selisih atau
Pemohon merasa suaranya berkurang 4 suara. Sedangkan perolehan
suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sesuai dengan hasil
rekapitulasi yang dilakukan Termohon adalah 3.271 suara. Padahal
seharusnya perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia
menurut Pemohon, seharusnya 1.192 suara saja, sehingga ada
penambahan 79 suara.

Namun setelah dicermati secara saksama, ternyata dasar yang
dijadikan acuan (...)

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:27]

Sebentar, sebentar, sebentar. Anda tadi kalau saya tidak salah
dengar, bilang 1.192. Ini tertulisnya 3.192. Yang benar mana?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:26:36]

Mohon maaf, Yang Mulia, yang benar adalah 1.000 ... 3.192
suara.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:42]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:26:42]

Sehingga ada selisih su ... su ... suara saya ... sehingga ada
penambahan 79 suara. Namun, setelah dicermati secara saksama,
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ternyata dasar yang dijadikan acuan Pemohon adalah penghitungan
suara. Menurut permo ... Pemohon adalah C-1.Hasil Salinan yang dimiliki
oleh Saksi Partai Pemohon yang keliru dan tanpa menyebutkan alat bukti
lain yang lebih kuat dari C.Hasil Salinan, yaitu C-Pleno. Padahal Formulir
D.Hasil Kecamatan Leihitu, vide Bukti PT-1 dan Formulir D.Hasil
Kecamatan Leihitu Barat, vide hasil PT-2, telah dicocokkan dan telah
sesuai dengan C-Pleno di masing-masing TPS vyang dipersoalkan
Pemohon.
10. Bahwa menurut Pihak Terkait keliru (...)

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:38]

Jangan dibaca semua, Mas. Dipilih atau di-summary-kan kalau
mau semua masalah, ya. Enggak usah dibaca semua. Ini kan kami nanti
yang baca semua, Majelis Hakim.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:27:46]

Baik. Lanjut ke poin 11, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:54]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:27:56]

Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman
10, yang didalilkan berdasarkan bukti C.Hasil Salinan yang dimiliki saksi
Pemohon, yaitu pada TPS 12 Desa Hitu Lama, Kecamatan Leihitu terjadi
pengurangan suara partai Golkar. Menurut penghitungan Pemohon,
suara Partai Golkar seharusnya berjumlah 13 suara, sedangkan menurut
Termohon, perolehan suara Pemohon hanyalah berjumlah 12 suara.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:22]

Oke, lanjut yang lain, alasannya sudah untuk kami saja nanti, ini
baca ini, semua, 12.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:28:31]

Baik. Izin melanjutkan ke ... untuk membacakan Petitum, Yang
Mulia.
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HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:35]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:28:43]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak
Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia atau Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang
memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi dari Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas.
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:11]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:29:11]

Dalam Pokok Perkara.
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
seterusnya.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan
putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Demikian, Yang Mulia.

—

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:43]
Cukup?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:29:43]

Cukup.
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HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:45]

Oke. Terima kasih.

Yang paling penting Pihak Terkait tuh tidak bertentangan dengan
Termohon, karena kalau bertentangan, itu yang gawat, ya, gitu ya.

Oke, kita dengarkan Bawaslu, silakan!

BAWASLU: STEVIN MELAY [01:30:00]
Terima kasih, Yang Mulia, izin.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:02]
Pokok-pokoknya juga, Pak, silakan!

BAWASLU: STEVIN MELAY [01:30:06]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya Stevin Melay, anggota Bawaslu Provinsi Maluku. Bahwa
berkaitan dengan dalil Pemohon di atas, terdapat temuan pengawas di
TPS 03 Desa Seith dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 16,
dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:21]

Ya.

BAWASLU: STEVIN MELAY [01:30:21]

Yang terdapat dugaan pelanggaran pemilihan umum, temuan
tersebut telah ditindaklanjuti dan diteruskan ke Panwascam Teluk Kaiely,
serta telah dikeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang, Nomor 01
dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:35]

Ya.

BAWASLU: STEVIN MELAY [01:30:35]

2. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dengan menyandingkan
model C.Hasil DPRD Provinsi dengan model C.Hasil Salinan DPRD
Provinsi di 14 TPS yang memiliki ... yang dimiliki oleh jajaran pengawas

TPS Kecamatan Teluk Kaiely, didapati perolehan suara partai Nasdem
sejumlah 215 suara.
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3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dilakukan oleh jajaran
Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara partai politik tingkat kecamatan
sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05
dianggap dibacakan. Tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh
saksi Partai Golkar.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru
terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik
tingkat kabupaten sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil
Pengawasan Nomor 35 dan Nomor 36, dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:32]
Ya.
BAWASLU: STEVIN MELAY [01:31:32]

Tidak terdapat keberatan terkait dalil Permohonan Pemohon yang
disampaikan oleh Saksi Partai Golkar.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:39]
Oke.
BAWASLU: STEVIN MELAY [01:31:40]

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang
dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dokumen
model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh pengawas TPS ...
TPS 12 Desa Kaitetu dan lampiran Model D.Hasil kecamatan DPRD
Kabupaten/Kota yang dimiliki pengawas Kecamatan Leihitu, perolehan
suara sah partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku
Tengah Dapil 4, Partai Golkar pada TPS 12 didapati perolehan suara
sebanyak 20 suara.

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan
terhadap Dokumen C.Salinan DPRD Kabupaten/Kota dan Model C.Hasil
Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh pengawas TPS 7, Desa
Hila, serta Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota
yang dimiliki oleh pengawas Kecamatan Leihitu, perolehan suara sah
partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 4
Partai Golkar ialah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dimiliki oleh Panwaslu
Kecamatan Leihitu pada tanggal 4 Maret 2024, sebagaimana tertuang
dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 56 dan seterusnya, dianggap
dibacakan.
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Terkait rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan yang
pada pokoknya menyatakan di TPS 7 Negeri Hila jumlah suara sah Partai
Golongan Karya adalah 1 suara, jumlah suara sah atas nama Fatima
Syia, S.K.M. Nomor Urut 6 adalah 3 suara, dan jumlah suara sah atas
nama Ibrahim Slamat Nomor 7 adalah 1 suara.

Sementara itu, pada kolom jumlah suara sah partai politik dan
calon, tertulis 4 dalam huruf kapital dan angka 4. Terhadap kesalahan
penulisan jumlah suara sah partai politik dan calon tersebut, tidak
terdapat keberatan sehingga Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota
ditandatangani oleh saksi seluruh partai yang hadir dan disahkan.

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan
terhadap dokumen Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki
oleh Pengawas TPS 12 Negeri Hitu Lama dan Lampiran Model D.Hasil
Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh pengawas
Kecamatan Leihitu terkait perolehan suara Partai Golkar pada TPS 12
Negeri Hitu Lama didapatkan perolehan suara sejumlah 12 suara.

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang
dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang didasarkan pada
dokumen Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh
pengawas TPS Negeri Hitu Lama dan Lampiran Model D.Hasil kecamatan
DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu,
perolehan suara sah partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten
Maluku Tengah Dapil 4 untuk Partai Gelora sejumlah 53 suara, dan Partai
PSI sejumlah 0 suara. Tidak ada maksudnya, Yang Mulia.

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang
dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari
Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota Model C.Salinan DPRD Kab/Kota
yang dimiliki oleh Pengawas TPS 14 Negeri Larike dan Lampiran Model
D.Hasil kecamatan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pengawas
Kecamatan Leihitu Barat, perolehan suara Partai Gelora pada TPS 14
Negeri Larike sejumlah 49 suara.

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan oleh
Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:03]

Ya.
BAWASLU: STEVIN MELAY [01:35:04]

Yang dimiliki oleh pengawas TPS 14 Desa Ureng dan Lampiran
Model D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu

perolehan suara Partai Gelora pada TPS 14 Desa Ureng Mesing sejumlah
36 suara.
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Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang
dianggap dibacakan dimiliki oleh pengawas TPS 4 Desa Wakal dan
lampiran Model D, dianggap dibacakan. Yang dimiliki oleh pengawas
Kecamatan Leihitu perolehan suara Partai Gelora pada TPS 4 Desa Wakal
ialah sejumlah 1 suara.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang
dilakukan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan seterusnya yang
dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:46]
Ya.
BAWASLU: STEVIN MELAY [01:35:49]

Hasil perolehan suara Partai Gelora pada TPS 9 Desa Wakal, ialah
sejumlah 4 suara.

13. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang
dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:00]
Ya.
BAWASLU: STEVIN MELAY [01:36:00]

Suara Partai Gelora pada TPS 8 Negeri Seith sejumlah 1 suara.

14.  Perolehan suara Partai Gelora pada TPS 14 Negeri Seith, sejumlah
5 suara.

15. Perolehan suara Partai Gelora pada TPS 10 Desa Hitu Mesing
sejumlah 34 suara.

16.  Partai Gelora pada TPS 10 Desa Wakasihu sejumlah 50 suara.

17.  Perolehan suara Partai Golkar pada TPS 2 Desa Kaitetu sejumlah
19 suara.

18.  Perolehan suara Partai Golkar sejumlah 3.207 suara dan Partai
Gelora sejumlah 3.271 suara.

19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang dituangkan
dalam laporan hasil pengawasan nomor ... Nomor 4 dan
seterusnya dianggap dibacakan, yang pada pokoknya terkait
rekapitulasi perolehan hasil di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan
Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat, hasil perolehan suara untuk
Daerah Pemilihan Maluku 4 yang telah disahkan oleh KPU Maluku
Tengah dan ditandatangani oleh setiap saksi yang hadir.
Demikian, Yang Mulia.
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HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:13]

Terima kasih, luar biasa ini Bawaslu, keterangannya 26 halaman,
lebih detail dari jawabannya Termohon maupun keterangan Pihak Terkait
ini. Saya sudah baca, sekali lagi terima kasih, appreciate. Insyaallah
bermanfaat untuk membantu Mahkamah mengambil keputusan nantinya.

BAWASLU: STEVIN MELAY [01:37:33]

Amin, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:35]

Kami kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel.
KETUA: SALDI ISRA [01:37:38]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.
Berikutnya Perkara Nomor 29, kembali kepada yang 259.
Kembali kepada Yang Mulia Pak Ridwan.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:37:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Perkara 259, Kuasa Termohon, silakan!
Ya, manfaatkan waktu yang singkat, Pak.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:38:10]
Ya, terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:38:11]
Terima kasih.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:38:12]

Saya Zahru Argom dari Kantor Hukum Haikon, Yogyakarta, dan
malam ini mewakili Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia di dalam Perkara Nomor 259 yang diajukan oleh Pemohon
Partai Bulan Bintang untuk Wilayah Provinsi Maluku Utara.

Dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap
dibacakan. Kemudian dalam eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas
atau obscuur libel juga mohon dianggap dibacakan.
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HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:38:43]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:38:44]

Dalam Pokok Perkara.

Berkaitan dengan perolehan suara Pemohon menurut Termohon
untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 1.

Persandingan suara Partai Politik Partai Bulan Bintang untuk versi
Termohon sebanyak 1.079 suara, versi Pemohon 2.142 suara, atau
terdapat selisih 1.063 suara. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut,
menurut hemat Pemohon adalah tidak benar.

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di
Daerah Seram Bagian Timur 1 sebanyak 1.063 suara adalah tidak benar
karena telah dilakukan perhitungan Rekapitulasi perolehan suara secara
berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa argumen selanjutnya sud ... dalam butir A, B, C, D sampai
dengan H, mohon dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:38:53]
Ya, 4.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:38:54]

Halaman 9, bahwa Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur
yang memimpin jalannya rekapitulasi tingkat Kabupaten, sentiasa
memberikan kesempatan kepada Para Saksi untuk memberikan
tanggapan terhadap hasil yang dibacakan oleh PPK Kecamatan di
Kabupaten Seram Bagian Timur dan jika terdapat perbaikan, maka
dilakukan secara bersama-sama di rekapitulasi tingkat kabupaten
tersebut.

Bahwa dalil Pemohon yang termuat dalam posita 2 sampai 9,
dimana Pemohon menyatakan pada pokoknya terjadi dugaan
kecurangan dan terjadi penggelembungan suara yang dilakukan secara
terang-terangan oleh Termohon untuk suara yang ditujukan kepada
partai lain di Kecamatan Teluk Waru adalah tidak benar.

Selanjutnya, berkaitan dengan dall Pemohon adanya
penghitungan suara di Kecamatan Teluk Waru tersebut, Termohon
menyampaikan sebagai fakta-fakta sebagaimana uraian A, B, C, D, dan
selanjutnya sampai dengan ... terhadap keberatan pada TPS 006 Desa
Waru, TPS 001 Desa Bellis telah diselesaikan dalam saat proses
rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan diterbitkannya rekomendasi
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Panwaslu Kecamatan Teluk Waru untuk jenis pemilihan Anggota DPRD
Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai berikut.

Satu, surat rekomendasi Panwascam Kecamatan Teluk Waru
Nomor 021, dan selanjutnya tanggal 1 Maret 2024, surat ... yang kedua,
Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Teluk Waru Nomor 021/HK
dan selanjutnya, tanggal 2 Maret 2024, sebagaimana vide Bukti T-6.

Bahwa, rekomendasi tersebut, untuk penghitungan suara ulang,
tidak terdapat sanggahan, hasilnya tidak terdapat sanggahan maupun
keberatan, baik saksi peserta pemilihan umum maupun dari Panwaslu,
sebagaimana vide Bukti T-7 dan Bukti T-8.

Selanjutnya, Yang Mulia, berkaitan untuk penghitungan TPS 02
Desa Bellis dan TPS 02 Desa Waru, Kecamatan Teluk Waru,
sebagaimana termuat dalam dalil Pemohon dalam permohonannya, tidak
pernah diajukan keberatan oleh saksi pemilu maupun terdapat
rekomendasi penghitungan suara ulang oleh Panwaslu, Bukti T4 dan T5.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:42:16]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:42:17]

Selanjutnya, sembilan
HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:42:20]

Tabel.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:42:22]

Hasil suara Pemohon di wilayah Kecamatan Teluk Waru
berdasarkan D.Hasil Kecamatan, sebagaimana tabel Bukti T-9, dianggap
dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:42:32]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:42:33]

Kemudian lanjut, 2.2. Perolehan suara Pemohon menurut
Termohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Permakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Seram bagian Timur Dapil 3, terdapat persandingan
. tabel persandingan suara Partai Politik Partai Bulan Bintang. Menurut
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Termohon, perolehan suaranya adalah 2.013 suara, menurut Pemohon
sebanyak 2.513 suara atau terdapat selisih 500 suara.

Bahwa terhadap dalil tersebut adalah tidak benar karena
Termohon telah melaksanakan penghitungan sesuai rekapitulasi secara
berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lanjut, berkaitan posita ... sebentar, posita (...)

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:43:26]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:43:26]

Pemohon angka 10-15 berkaitan adanya rekapitulasi Pleno,
Kecamatan Pulau Gorom yang tidak sesuai dengan C.Hasil ... maupun
D.Hasil, adalah tidak benar, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:43:41]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:43:41]

Kemudian di Butir 3, A, B, C, sampai dengan H kami
menyampaikan argumentasinya.

Baik, selanjutnya mohon dianggap dibacakan, mirip untuk TPS-
TPS lain, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:44:05]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:44:05]

Sebagaimana kami sudah menyampaikan sanggahan dan
argumentasinya, dan kami menunjukkan vide Bukti T-11, T-12, dan
selanjutnya sampai T-16.

Izin, Yang Mulia. Membacakan Petitum.

Berdasarkan halal dan fakta-fakta di atas, Termohon bermohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan petusan dengan amar
seperti berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara.
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1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku. Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan selanjutnya, tanggal 20 Maret
2024, sepanjang hasil pemilihan umum, A. Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Seram, Bagian Timur, Daerah Pemilihan 1,
dan angkuta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram,
Bagian Timur, di daerah Dapil 3.

3. Menetapkan perolehan hasil pemilihan umum Pemohon yang benar
sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Seram, Bagian Timur, di daerah dapil 1, sebagai
berikut. Partai Bulan Bintang sebesar 1.079 suara.

4. Menetapkan penetapan perolehan hasil pemilihan umum Pemohon
yang benar sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram, Bagian Timur, di Daerah
Pemilihan 3, sebagai berikut, Partai Bulan Bintang, pemilihan suara
2.013 suara.

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Mahkamah
Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ex
aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:45:53]

Terima kasih, Kuasa Hukum Pemohon[sic!] Bapak Mohamad
Khoironi[sic!].
Pihak Terkait tidak ada ini ya, Bawaslu, kami persilakan.

BAWASLU: SAMSUN NINILOUW [01:46:03]
Izin, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:46:04]
Ya, singkat-singkat ya, Pak. Silakan!

BAWASLU: SAMSUN NINILOUW [01:46:06]

Siap, Yang Mulia. Keterangan Bawaslu, Provinsi Maluku berkaitan
dengan Pokok Pemohonan.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Pemohonan terhadap
penetapan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon terdapat
perbedaan selisih perhitungan antara Pemohon dengan Termohon.
Berikut Keterangan Bawaslu.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran
Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam pokok
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Permohonan tentang penetapan hasil sebagaimana yang tergambar di
dalam tabel 1.1 dianggap dibacakan, Bukti PK-32-1.

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dengan cara
menyandingkan model D. hasil dan seterusnya dianggap dibacakan di
Kabupaten Seram Bagian Timur ... Dapil Seram Bagian Timur 1 dan Dapil
Seram Bagian Timur 3 yang didapatkan oleh jajaran Bawaslu, Kabupaten
Seram Bagian Timur. Didapati perolehan suara partai dan caleg partai
PBB di Dapil Seram Bagian Timur 1 sejumlah 1.079 suara dan Dapil
Seram Bagian Timur 3 sejumlah 2.002 suara.

Tabel dianggap sudah dibacakan bukti PK-32-2.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap rekapitulasi
sebagaimana yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan nomor
120 dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 15 Maret 2024
terdapat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur
dengan rekomendasi nomor 058 dan seterusnya dianggap dibacakan,
tertanggal 15 Maret 2024, Bukti PK-32-2.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan KPUD
Seram Bagian Timur tidak pernah mencocokkan data Salinan C.Hasil
dengan salinan D.Hasil, Bawaslu Provinsi Maluk sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan berkaitan dengan dalil Pemohon,
sebagaimana yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan 112 dan
seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 6 Maret 2024 yang pada
pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat keberatan sehingga hasil
rekapitulasi disahkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Bukti PK
32-3.

Bahwa Pemohon, mendalilkan dalam pokok Permohonan, terkait
rekapitulasi suara di tingkat rapat Pleno Kecamatan Teluk Waru, juga
terjadi penggelembungan suara. Berikut keterangan Bawaslu.

Berdasarkan hasil pengawasan berkaitan dengan dalil Pemohon,
sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan 101 dan
seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 1 Maret 2024 dan Nomor 102
dan seterusnya, dianggap dibacakan tertanggal 2 Maret 2024 yang pada
pokoknya, menyatakan bahwa tidak terdapat keberatan, sehingga hasil
rekapitulasi disahkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bah ... empat bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok
Permohonan berdasarkan keterangan Saksi Pemohon dalam pelaksanaan
Rapat Pleno Rekapitulasi suara yang mana ketua pepek ... Ketua PPK
tidak membagikan salinan C.Hasil kepada saksi. Berikut keterangan
Bawaslu.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan berkaitan dengan dalil
Pemohon, terhadap proses rekapitulasi dan Seterus ... di Teluk Waru ...
mohon maaf, terhadap proses rekapitulasi penetapan hasil Kecamatan
Teluk Waru Dapil 1 SBT oleh PP ... oleh PPK dilaksanakan pembagian
Formulir Model C.Hasil dan seterusnya, dianggap dibacakan kepada saksi
sebelum dimulainya presentasi oleh desa berikutnya dan oleh PPS desa
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tersebut yang mana sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur
dalam PKPU 5 dan seterusnya dianggap sudah dibacakan.

Hal tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam laporan hasil
pengawasan Nomor 101 dan seterusnya dianggap dibacakan tertanggal
1 Maret 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 102 dan seterusnya
dianggap dibacakan, tertanggal 2 Maret 2024, Bukti PK-32-5.

Bahwa Pemohon, mendalilkan dalam Pokok Permohonan terkait
rekapitulasi suara yang banyak didapati perubahan angka-angka yang
tercatat berdasarkan hasil perolehan suara yang sah yang dimiliki
Pemohon, sehingga perubahan tersebut diindikasikan sebagai upaya
untuk mengalihkan suara Pemohon ke suara partai lain.

Bahwa Bawaslu .. bahwa berdasarkan hasil pengawasan
berkaitan dengan dalil dalam pokok Permohonan terkait rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Teluk Waru atas
data hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS berkaitan
dengan perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang berdasarkan Model
D.Hasil dan seterusnya, dianggap dibacakan. Dari 23 TPS di Kecamatan
Teluk Waru terhadap hasil perolehan suara Partai Bulan Bintang
sebagaimana tabel 5.1, dianggap dibacakan, Bukti PK-32-6.

Bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di
tingkat Kecamatan Teluk Waru Dapil 1 SBT, berdasarkan data hasil
pengawasan berkaitan dengan perolehan suara untuk Partai Bulan
Bintang, tidak terdapat perbedaan hasil antara Model D.Hasil Kecamatan
dan seterusnya dianggap dibacakan, dengan Model C.Hasil Salinan DPRD
Kabko dari 23 TPS di Kecamatan Teluk Waru, Bukti PK 32-6.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:51:47]
Lanjut.
BAWASLU: SAMSUN NINILOUW [01:51:55]

Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan keterangan Saksi
Pemohon, dan juga telah melaporkan kepada ketua ... melaporkan Ketua
PPK ke Bawaslu, Kabupaten Seram Bagian Timur sehubungan dengan
sikap Ketua PPK dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berda ... bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang
dituangkan dalam Form A, Laporan Hasil Pengawasan Nomor 112, dan
seterusnya dianggap dibacakan. Tertanggal 6 Maret 2024, vide Bukti PK-
32-3, yang pada pokoknya adalah hasil penetapan Kecamatan Teluk
Waru oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, ditetapkan dan disahkan
tertanggal 6 Maret 2024 dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik
yang hadir.

Bahwa Pemohon mendalikan dalam pokok permohonannya.
Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur,
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Ketua PPK akhirnya membuka kotak suara untuk TPS 02, Desa Bellis dan
TPS 02 Dusun Pesan, Desa Waru. Terhadap dalil tersebut, Bawaslu
Provinsi Maluku berdasarkan hasil pengawasan berkaitan dengan dalil
Pemohon tersebut, Panwaslu Kecamatan Waru tidak pernah
mengeluarkan rekomendasi terkait TPS 002 Desa Bellis dan TPS 002
Dusun Pesan, Desa Waru.

Bahwa Bawaslu ... Panwaslu, Kecamatan Teluk Waru
mengeluarkan rekomendasi Nomor 020 dan seterusnya dianggap
dibacakan.

Tertanggal 1 Maret 2024, dan Surat Rekomendasi 021 dan
seterusnya dianggap dibacakan.

Tertanggal 1 Maret 2024, ditujukan kepada PPK Kecamatan Teluk
Waru untuk melakukan perhitungan suara ulang pada TPS 006 Desa
Waru untuk jenis pemilihan DPRD Kabko dan TPS 001 Desa Waru untuk
jenis pemilihan DPR RI dan TPS 001, Desa Bellis untuk jenis pemilihan
DPRD Kabupaten/Kota.

Pemohon mendalikan dalam pokok Permohonan, meskipun ada
kejadian, tetapi PPK tetap menjalankan rapat Pleno terhadap dalil
tersebut, Bawaslu ... Bawaslu berdasarkan hasil pengawasan berkaitan
dengan dalil Pemohon tersebut, dalam rapat Pleno rekapitulasi hasil ...
mohon maaf.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:54:29]

Ya.
BAWASLU: SAMSUN NINILOUW [01:54:31]

Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara
di tingkat Kecamatan Pulau Gorom, di aula kantor Kecamatan Pulau
Gorom, berjalan aman dan kondusif. PPK Kecamatan Pulau Gorom
bersama Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom berkoordinasi dengan pihak
kepolisian untuk memindahkan tempat penetapan kebula, karena hari
penetapan berbarengan dengan meninggalnya Bapak Raja Kataloka yang
tempatnya berdekatan dengan lokasi rapat Pleno.
HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:54:58]

Kalau yang 10, Pak?
BAWASLU: SAMSUN NINILOUW [01:54:59]

Yang?
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HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:55:01]
Ke 10, enggak ada halamannya, soalnya.
BAWASLU: SAMSUN NINILOUW [01:55:06]
Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonan (...)
HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:55:10]
Ya, terus!
BAWASLU: SAMSUN NINILOUW [01:55:11]

Berkaitan dengan suara Partai Bulan Bintang dan seterusnya
dianggap dibacakan.

Bawaslu berdasarkan hasil pengawasan terkait tindak lanjut KPU
Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap surat rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Seram Bagian Timur nomor 058 dan seterusnya dianggap
dibacakan.

Tertanggal 15 Maret 2024 adalah dengan menggelar rapat Pleno
internal. Bukti PK-32-11. Bahwa rapat Pleno KPU Kabupaten Seram
Bagian Timur memutuskan dengan berdasarkan rekomendasi Bawaslu,
Kabupaten Seram Bagian Timur adalah tidak dapat dilaksanakan dan
tidak menindak lanjutin. Karena jika dilaksanakan, maka kekuatan
hukumnya dianggap lemah, baik dari sisi fakta maupun dilihat dari sisi
hukum yang disampaikan oleh Ketua KPU Seram Bagian Timur pada
rapat Pleno Rekapitulasi Berlangsung.

Demikian, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:56:07]

Baik, terima kasih.
Dari Bawaslu, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

KETUA: SALDI ISRA [01:56:14]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.

Sekarang kita masuk ke Perkara Nomor 9, ya. 09-31. Ini DPD,
silakan!

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [01:56:27]

Terima kasih, Yang Mulia.
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Kami akan membacakan pokok-pokok dari jawaban Termohon atas
permohonan yang diajukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari
Provinsi Maluku atas nama Nono Sampono, sebagai berikut.

Dalam eksepsi, untuk kewenangan, dianggap sudah dibacakan.

Untuk 1.2, kami merasa perlu membacakan, Yang Mulia. Jadi,
eksepsi perbaikan permohonan lewati tenggang waktu dan perbaikan
bersifat fundamental. Menurut Termohon, perbaikan permohonan telah
melewati tenggang waktu dan mengubah secara mendasar permohonan
awal sebagaimana terurai, sebagai berikut.

1. Bahwa perbaikan permohonan diajukan pada hari Selasa tanggal 26
Maret pukul 19.55 WIB dan permohonan awal diterima Mahkamah
pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret Pukul 19.35 WIB berdasarkan
Akte Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 0531 dan
seterusnya.

Bahwa dengan fakta di atas, perbaikan permohonan telah melewati
tenggang waktu du ... 3x24 jam sejak diteram ... diterimanya AP-3 oleh
Pemohon dan/atau Kuasanya berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, sehingga berakibat perbaikan yang
dilakukan tidak sah dan dasar pemeriksaan selayaknya berdasarkan
permohonan awal.

Poin tiga, bahwa berdasar ... bahwa terdapat fakta pula perbaikan
yang dilakukan oleh Pemohon sudah bersifat fundamental, vyaitu
mengubah Petitum pada angka 3 yang memohonkan menetapkan hasil
perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian
keanggotaan DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku untuk Pemohon dan
Mirati Dewaningsih menjadi berubah sebagai berikut.

Untuk Mirati Dewaningsih, Yang Mulia. Jadi, untuk dalam
permohonan awal, itu mencantumkan angka 85.228 kemudian berubah
menjadi 85.261, kemudian untuk suara dari Dr. Nono Sampono, M.SI.
yang awalnya 85.289 berubah menjadi 85.713.

Poin empat, bahwa perubahan fundamental lain dalam perbaikan
permohonan dalam posita terkait locus dan angka perolehan suara yang
disengkekek ... disengketakan dengan fakta-fakta, sebagai berikut.

Satu. Permohonan awal halaman 4-6 pada tabel persandingan
suara dan seterusnya mendalilkan persandingan perolehan suara Mirati
Dewaningsih, S.T. sebanyak 40 TPS, 5 kecamatan jumlah suara menurut
Termohon 1.461 suara dan menurut Pemohon 999 suara dan 462 suara
yang digelembungkan. Sedangkan pada perbaikan permohonan pada
halaman 8-11, berubah menjadi 49 TPS, 9 kecamatan jumlah suara
menurut Termohon 1.265 suara dan menurut Pemohon 806 suara dan
sebanyak 459 suara digelembungkan.

Poin 2 pada paragraf ke-2 halaman 7 yang menyatakan, mohon
dianggap dibacakan, Yang Mulia.
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446. KETUA: SALDI ISRA [02:00:15]

Ya.

447. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:00:18]

Jadi, ada perubahan angka. Kemudian untuk poin 3, dalam
permohonan awal angka 4.3, halaman 13-27, Pemohon mendalilkan
penggelembungan suara Mirati Dewaningsih beberapa TPS di enam
kecamatan di Maluku Tengah, yaitu mohon dianggap dibacakan, Yang
Mulia. Jadi, ada 6 kecamatan.

448. KETUA: SALDI ISRA [02:00:39]
Ya. Kecamatan Maluku Tengah ... Kecamatan Amahai.
449. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:00:47]
Ya.
450. KETUA: SALDI ISRA [02:00:47]

Terus.

451. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:00:49]

Kecamatan Teon Nila Serua.

452. KETUA: SALDI ISRA [02:00:51]

Ya.

453. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:00:52]

Kemudian, ada Kecamatan Teluk Elpaputih. Kemudian ada 4
Kecamatan Leihitu Barat, 5 Kecamatan Pulau Haruku (...)

454. KETUA: SALDI ISRA [02:01:00]
Sabar ... sabar. Leihitu Barat.
455. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:01:01]

Kecamatan Leihitu Barat.
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KETUA: SALDI ISRA [02:01:00]
Pulau Haruku.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:01:04]
Kecamatan Pulau Haruku.

KETUA: SALDI ISRA [02:01:05]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:01:05]

6 Kecamatan Teluk Waru.

Kemudian berubah menjadi 8 kecamatan, Yang Mulia, dan itu
berbeda TPS dan ada yang sama dengan permohonan awal yang
meliputi Maluku Tengah dan juga di luar Maluku Tengah, Yang Mulia.
Jadi, untuk Maluku Tengah ada:

1. Kecamatan Amanhai.

2. Kecamatan Teon Nila Serua.
3. Kecamatan Teluk Elpaputih.
4. Kecamatan Leihitu Barat.

5. Kecamatan Pulau Haruku.

Untuk Ambon, ada Kecamatan Baguala, kemudian Kecamatan
Sirimau, Kecamatan Kepulauan Manipa.

Itu, Yang Mulia. Jadi, ada perubahan yang ... yang itu terkait
dengan locus sengketa.

KETUA: SALDI ISRA [02:01:57]
Oke. Ada lagi yang lain? Terkait dengan pokok?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:02:01]

Baik, Yang Mulia.

Kami masuk ke Pokok Permohonan.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan dua hal,
yaitu pertama adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis,
dan masif berupa penggelembungan suara Mirati Dewaningsih pada
seluruh Kabupaten di Maluku, tetapi dalam uraiannya hanya
menguraikan TPS di 6 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah.
Sedangkan pada perbaikan, berubah menjadi 6 kecamatan di Kabupaten
Maluku Tengah, 2 kecamatan di Kota Ambon, dan 1 kecamatan di
Kabupaten Seram Bagian Barat.
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Kedua, ada penurunan suara Pemohon saat rekapitulasi perolehan
suara tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam permohonan awal, Pemohon hanya mendalikan terjadi di
Kecamatan Seram Barat, sedangkan pada perbaikan berubah menjadi 5
kecamatan.

Terhadap dalil Pemohon pertama mengenai penggelembungan
suara dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia,
tergambar (...)

KETUA: SALDI ISRA [02:03:05]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:03:06]

Di tabel, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:03:08]

Lanjut.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:03:16]

Terhadap persandingan (...)

KETUA: SALDI ISRA

Ini halaman berapa, ini?

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:03:16]

Di halaman 13. Terhadap persandingan suara Mirati Dewaningsih
menurut Pemohon dan Termohon pada tabel 1 dan uraian dalil-dalil
Pemohon angka 41, 42, 43, serta persandingan permohonan awal
Pemohon yang mendalikan 462 suara Mirati Dewaningsih
digelembungkan dan perbaikan berubah menjadi 459 suara yang
digelembungkan, Termohon dalam kesempatan ini menanggapi dan
menjawab dalam uraian sebagai berikut. 2.1.

KETUA: SALDI ISRA [02:03:51]

Itu dianggap dibacakan, ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:03:52]

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:03:55]

2.2 juga.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:03:57]

2.2 mohon dianggap dibacakan.

KETUA: SALDI ISRA [02:03:59]

2.3, 2.4, 2.5.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:04:03]

Baik, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:04:06]

2.6, dianggap dibacakan.

Terus halaman 20 vya, keanggotaan Kota Ambon. Anda ini
mendasarkan jawaban Termohon kepada permohonan awal ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:04:28]

Baik.

KETUA: SALDI ISRA [02:04:30]

Permohonan awal, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:04:31]

Ada yang permohonan awal dan juga ada yang perbaikan, Yang
Mulia, karena yang kami siapkan juga di perbaikan.

KETUA: SALDI ISRA [02:04:38]
Harus konsisten juga lah, mau yang awal atau mau yang

perbaikan. Anda kritik permohonannya, telat perbaikannya, tapi di
jawabannya juga tidak konsisten.
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479. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:04:54]
Permohonan awal, Yang Mulia.
480. KETUA: SALDI ISRA [02:04:56]

Permohonan awal, ya.
Oke silakan, terus halaman 20, Kota Ambon, Kecamatan Baguala.

481. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:05:09]

Baik, Yang Mulia.

Terhadap dalil Pemohon angka 43 butir 21, Kecamatan Baguala
yang mendalilkan penggelembungan suara calon anggota DPD atas
nama Mirati Dewaningsih sebanyak 11 suara pada TPS 12 Kelurahan
Waiheru menurut Termohon adalah sebagai berikut.

19. Bahwa dalil pengelembungan suara, mohon dianggap
dibacakan.

482. KETUA: SALDI ISRA [02:05:32]

Oke, itu dianggap dibacakan, 19, 20, 21.

483. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:05:35]

Angka 20.

484. KETUA: SALDI ISRA [02:05:39]

21, dianggap dibacakan.

485. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:05:40]

21, mohon dianggap dibacakan.
2.7, Kecamatan Sirimau terhadap dalil penggelembungan suara.

486. KETUA: SALDI ISRA [02:05:47]

Ini masih di Ambon ya? Dapil Kecamatan Sirimau itu masih di
Ambon atau tidak? Ini harus juga belajar peta kayaknya.

487. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:06:07]

Nama kecamatannya banyak, Yang Mulia.



488.

489.

490.

491.

492.

493.

494.

495.

496.

82

KETUA: SALDI ISRA [02:06:12]

Itu yang dari Maluku, Kecamatan Sirimau itu masih masuk
Ambon? Nah itu, silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:06:24]
2.7.
KETUA: SALDI ISRA [02:06:26]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:06:27]
Kecamatan Sirimau terhadap dalil Pemohon. Angka 4.3 butir 2.2
Kecamatan Sirimau halaman 27 yang mendalilkan penggelembungan
suara calon anggota DPD atas nama Mirati Dewaningsih sebesar 11
suara pada TPS 126 Kelurahan Batu Merah, menurut Termohon adalah
sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:06:52]
Ya, terus.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:06:55]

Jadi titik poinnya adalah ada di ... ini, Yang Mulia, ada di ... yang
kami tebalkan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:07:00]
Ya. 2.9.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:07:03]
2.9.

KETUA: SALDI ISRA [02:07:08]

Seram Bagian Barat, Kecamatan Seram Barat.
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KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:07:09]

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3.1 dan 4.2 Kecamatan
Kepulauan Manipa dan Kecamatan Seram Barat yang mendalilkan
penggelembungan suara calon anggota DPD atas nama Mirati
Dewaningsih, 23 suara pada TPS 11 Kelurahan Lutubun, Kepulauan
Manipa, 25 suara di TPS 12 Kelurahan Lutubun Kepulauan Manipa, dan 3
suara di TPS 08 Kelurahan Eti Seram Barat. Menurut Termohon, sebagai
berikut.

KETUA: SALDI ISRA [02:07:36]

Oke, 2.8 dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:07:38]

Permohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:07:40]

2.9, 3.0, 2.10.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:07:51]

2.10. Kecamatan Huamual.

Terhadap dalil Pemohon angka 4.4 butir 4 Kecamatan Huamual
yang mendalilkan pengurangan suara Pemohon Calon Anggota DPD atas
nama Nono Sampono sebanyak 207 suara, pada tingkat kabupaten
dengan berdasar D.Hasil Tingkat Kecamatan memperoleh suara 4.690
suara dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota memperoleh 4.483 suara
berdasar D.Hasil Kabupaten/Kota menurut Termohon adalah sebagai
berikut. Mohon dianggap dibacakan.

KETUA: SALDI ISRA [02:08:21]

Oke. 31, 32, 33, dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:08:28]

2.11, Yang Mulia, Kecamatan Leihitu Barat.

KETUA: SALDI ISRA [02:08:31]

Ya, oke.
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KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:08:32]

Terhadap dalil Pemohon angka 4.4 butir 5 Kecamatan Leihitu
Barat, halaman 31 yang mendalilkan pengurangan suara Pemohon Calon
Anggota DPD atas nama Nono Sampono sebanyak 42 suara dengan
berdasar D.Hasil Tingkat Kecamatan memperoleh 803 suara dan saat
Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota memperoleh 761 suara berdasar
D.Hasil Kabupaten/Kota. Menurut Termohon adalah sebagai berikut.

KETUA: SALDI ISRA [02:08:58]

Ini Anda ada ... ada serahkan bukti, ya? Terkait dalil-dalil di D ini
semuanya? Ada buktinya enggak?

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:09:05]
Ada, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:09:06]
Ada, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:09:07]
Ada.

KETUA: SALDI ISRA [02:09:08]
Terus, 2.12.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:09:09]

2.12, perolehan suara Pemohon Dr. Nono Sampono menurut
Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPD Dapil
Provinsi Maluku, Kecamatan Huamual, Kecamatan Sirimau dan
Kecamatan Teluk Ambon.

Terhadap Dalil Pemohon angka 4.4 butir 4 Kecamatan Huamual,
Kecamatan Sirimau, Kecamatan Teluk Ambon yang mendalilkan
pengurangan suara Pemohon Calon Anggota DPD atas nama Nono
Sampono sebanyak 17 suara di TPS 24 Luhu, Kecamatan Huamual, TPS
53 Batu Merah, Kecamatan Sirimau TPS 4 HTV Besar, Kecamatan Teluk
Ambon dengan menyandingkan C.Hasil dan D.Hasil menurut Termohon
adalah sebagai berikut.

Bahwa dalil pengurangan suara calon anggota (...)
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KETUA: SALDI ISRA [02:09:54]
Lanjut.
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:09:04]

DPD atas nama Nono Sampono sebanyak 17 suara adalah tidak
benar. Lanjut, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:10:00]
Oke, lanjut.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:10:00]
Mohon dianggap dibacakan.

KETUA: SALDI ISRA [02:10:02]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:10:05]
2.13 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:10:08]

Ya, Petitum. Yang tidak boleh dianggap itu bayar ... apa ... fee.
Nah, enggak boleh dianggap sudah dibayarkan itu.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:10:23]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah.

3. Menyatakan perbaikan permohonan Pemohon melewati tenggang
waktu.

4. Menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, obscuur
libel.

5. Menyatakan pemeriksaan Pokok Permohonan tidak dilanjutkan atau
setidak-tidaknya diputus, tidak diterima.
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KETUA: SALDI ISRA [02:10:58]

Oke. Dalam Pokok Perkara.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:10:59]

—

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,

Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024.

KETUA: SALDI ISRA [02:11:32]

Betul itu? SK KPU-nya 28 Maret?

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:11:34]

20 Maret, maaf, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:11:37]

Terus.

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:11:37]

Renvoi, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:11:38]

Enggak ... enggak ada renvoi-renvoi lagi sekarang. Silakan!

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:11:43]

3.

Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian
keanggotaan DPD Dapil Provinsi Maluku sebagai berikut. Perolehan
suara Pemohon di Provinsi Maluku untuk pengisian keanggotaan DPD
Dapil Maluku.
1. Mirati Dewaningsih, S.T., 52.427.
2. Dr. Nono Sampono, M.S.1., 10.333.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah

Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.
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Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:12:18]
Itu betul suaranya 52.000 dan 10.000 itu? Berdasarkan apa?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:12:32]
Data lampiran, Yang Mulia, lampiran.
KETUA: SALDI ISRA [02:12:34]
Ini betul ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:12:35]
Ya.
KETUA: SALDI ISRA [02:12:36]
Oke. Ya, kalau sudah KPU, Kuasa Hukum KPU yang menyatakan
betul, kita ikut-ikut saja.

Pihak Terkait, silakan!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:12:47]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:12:48]

Pertanyaan saya dulu sebelum Anda lanjut, Anda menyandarkan
keterangan Anda kepada perbaikan permohonan atau permohonan awal?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:12:58]

Pada perbaikan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:12:59]

Perbaikan?
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:00]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:13:00]
Anda baca PMK enggak?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:02]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:13:04]
Peraturan Mahkamah Konstitusi?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:05]

Baca, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:13:06]
Apa yang Anda baca?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:08]
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09-

09-

09-

Terkait dengan perbaikan diberikan waktu tiga hari, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:13:11]
Ya, kalau dia lewat waktu perbaikannya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:15]

Ya, Yang Mulia?

KETUA: SALDI ISRA [02:13:18]

09-

Kalau perbaikan permohonan lewat waktu, apa konsekuensinya?
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:23]

Gugur, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:13:24]

Waduh, gimana ini. Anda beracara di Mahkamah Konstitusi
enggak baca PMK-nya? Di PMK itu kalau perbaikan lewat waktu, maka

yang (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:36]

Menggunakan perbaikan yang lama, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:13:36]
Digunakan dasar adalah perbaikan permohonan awal?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:39]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:13:40]

Anda sekarang menjawab berdasarkan permohonan awal atau
perbaikan permohonan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:44]

Perbaikan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:13:45]
Nah, itu udah salah Anda itu.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:47]

Karena kami melihat di dalam tenggang waktu mengajukan
perbaikan, menurut kami itu masih dalam tenggang waktu, Yang Mulia.
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556. KETUA: SALDI ISRA [02:13:56]
Ya, silakan. Saya udah sampaikan ya.

557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:57]

Baik, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara
Nomor 09, untuk eksepsi kami tidak mengajukan, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan halaman 4.

Bahwa, dalil Pemohon poin 4.1 halaman 4 sampai dengan
halaman tujuh adalah dalil yang tidak benar, sebab Pihak Terkait tidak
pernah melakukan kecurangan sebagaimana dalil permohonan tersebut.

Faktanya, Pemohonlah yang melakukan kecurangan dengan
penaikan jumlah peralihan suara Pemohon pada 389 TPS yang tersebar
di 15 kecamatan pada 6 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Antara lain,
Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 232 TPS, Kabupaten Seram
Bagian Barat sebanyak 99 TPS, Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak
27 TPS, Kota Tual sebanyak 13 TPS, Kota Ambon sebanyak 3 TPS,
Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 15 TPS.

Bahwa, total penggelembungan suara Pemohon pada 389 TPS
tersebut berjumlah 7.759 suara.

Bahwa, terjadi penggelembungan suara pada 22 TPS di
Kecamatan Theoni Lesarua[sic!] sebanyak 169 suara, 3 TPS di Desa
Waraka, Kecamatan Elpaputih sebanyak 13 suara, 2 TPS di Desa Hitu,
Kecamatan Lehitu Barat sebanyak 13 suara, 3 TPS di Kecamatan Sirimau
sebanyak 14 suara, Kecamatan Teor 13 TPS sebanyak 591 suara,
Kecamatan Siritaun, Wida Timur sebanyak 493 suara, Kecamatan Seram
Timur sebanyak 979 suara, Kecamatan Teluk Waru sebanyak 139 suara,
Kecamatan Seram Barat sebanyak 629 suara, Kecamatan Huamual
sebanyak 207 suara, Kecamatan Toyando Tam sebanyak 840 suara. Dan
Kecamatan Kei Kecil sebanyak 177 suara.

Bahwa dari jumlah penggelembungan suara sebanyak 7.755 ...
kami ulangi 7.759 suara, oleh Termohon telah dilakukan koreksi pada
222 TPS sebanyak 4.308 suara. Dengan demikian, masih terdapat
kecurangan pada 167 TPS dengan jumlah penggelembungan suara
Pemohon sebanyak 3.451 suara yang belum dikoreksi, sesuai Berita
Acara Model C.Hasil DPD dengan rincian sebagai berikut. Yang Mulia,
mohon.

558. KETUA: SALDI ISRA [02:16:26]

Ya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:16:27]

Angka 1 sampai dengan angka 43 ini dianggap dibacakan, Yang
Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:16:31]
Oke, silakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:16:33]

Selanjutnya di halaman 12, Yang Mulia.

Bahwa dalil Pemohon poin 4.1 halaman 7 adalah dalil yang keliru
sebab jumlah perolehan suara yang benar untuk pemilihan anggota DPD
RI di Provinsi Maluku adalah sebanyak 1.035.107 suara dan sesuai hasil
penetapan Termohon bertanggal 20 Maret 2024, Pemohon memperoleh
84.660 suara. Ada pun rincian perolehan suara Pemohon per
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, sebagaimana Bukti P-33, mohon
dianggap dibacakan, Yang Mulia, angka 1 sampai dengan angka 11.

KETUA: SALDI ISRA [02:17:12]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:17:14]

Halaman 13, Yang Mulia.

Bahwa fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh Pemohon adalah
ditemukannya penggelembungan suara Pemohon di Kecamatan Bula,
Kecamatan Bula Barat, Kecamatan Tutuk Tolu, hal tersebut terbukti pada
Pleno KPU Provinsi Maluku, saat saksi DPD dari Pihak Terkait
memberikan bukti adanya perbedaan hasil perolehan suara antara
D.Hasil Kecamatan DPD dengan C.Hasil DPD, sehingga dari bukti
tersebut direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku untuk
melakukan pemeriksaan pada Berita Acara Model C.Hasil pada tiga
kecamatan tersebut. Angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap
dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:17:46]

Oke.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:17:47]

Untuk angka 4, dengan demikian, total suara yang
diggelembungkan oleh Pemohon pada 3 kecamatan di atas adalah
sebesar 3.472 suara.

Bahwa selain itu, masih terdapat penggelembungan suara
Pemohon pada 11 kecamatan di Provinsi Maluku, yakni di Kecamatan
Teor, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kecamatan Serang Timur.
KETUA: SALDI ISRA [02:18:06]

Halaman berapa sekarang?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:18:08]

Halaman 14, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:18:09]
14.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:18:11]

Poin 5, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:18:12]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:18:13]

Bahwa selain itu (...)
KETUA: SALDI ISRA [02:18:14]

Jangan dibacakan detail semua, ya. Ini kalau dibacakan detail, ini
sampai enggak selesai-selesai kita ini.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:18:18]

Hanya membacakan pada posisi yang kami cantumkan bukti saja,
Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:18:23]

Oke. Tadi sudah kita cek, ya, ternyata memang apa ... tidak ada
yang telat, baik permohonan maupun perbaikannya, saya cek lagi ke
belakang.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:18:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami juga mengecek.
KETUA: SALDI ISRA [02:18:34]

Ya dari Termohon juga vya. Jadi kalau Anda menjawab
berdasarkan perbaikan, itu sudah benar, begitu juga Pihak Terkait.
Silakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:18:41]

Baik, terima kasih. Kami lanjutkan di halaman 14 poin 5, Yang
Mulia.

Bahwa selain itu, masih terdapat penggelembungan suara
Pemohon pada 11 kecamatan di Provinsi Maluku, yakni Kecamatan Teor,
Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan
Teluk Waru, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Seram Barat,
Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Teon Nila Serua, Kecamatan
Sirimau, dan Kecamatan Kei Kecil.

KETUA: SALDI ISRA [02:19:04]

Oke. Jadi ... oke ... pelan-pelan, ya. Sekarang justru Anda
sebaliknya mengatakan Pemohon yang lakukan penggelembungan, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:19:12]

Benar, Yang Mulia.
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KETUA: SALDI ISRA [02:19:14]
Oke, lanjut.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:19:16]

Poin 6, terhadap pelanggaran atau kecurangan tersebut,
khususnya Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kota Tual, saksi Pihak
Terkait telah mengajukan keberatan kepada KPU Seram Bagian Timur
dan KPU Kota Tual, Bukti PT-35 dan Bukti PT-36, sedangkan untuk
penggelembungan suara pada Kecamatan Bula, Bula Barat, Tutuk Tolu,
Pihak Terkait telah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Provinsi
Maluku.

KETUA: SALDI ISRA [02:19:35]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:19:37]

Dalil bantahan Pihak Terkait halaman 15, izin, Yang Mulia. Sampai
dengan halaman 27, ini dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:19:45]

Oke. Begini, ya. Bisa enggak kita skors dulu ini? Karena sudah
Maghrib.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:19:53]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:19:54]

Setuju, ya? Ini masih lama enggak Anda? Sebelum kita pindah ke
Bawaslu.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:20:05]

Karena ini ada 389 TPS, yang kami rinci per TPS, Yang Mulia.
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Ya kan enggak mungkin dibacakan semua, yang paling penting

kami yang membacanya, ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:20:07]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:20:08]
Anda mau ringkas? Kita kasih waktu.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:20:10]

Baik, saya usahakan untuk ringkas, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:20:12]
Diusahakan itu, bagaimana rumusnya, itu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:20:15]

Antara 10 sampai 15 menit, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:20:18]
10 menit, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:20:20]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:20:20]

Oke.

09-

09-

09-
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:20:23]

6. Terhadap pelanggaran atau kecurangan tersebut, khususnya di
Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kota Tual, saksi Pihak Terkait telah
mengajukan keberatan, ini sudah dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:20:29]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:20:32]

Dalil bantahan Pihak Terkait, halaman 15 sampai dengan halaman
27, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:20:38]
15 sampai 27, oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:20:40]

Halaman 28, untuk kolom yang kedua, Yang Mulia, kami bacakan.

Bahwa Dalil Pemohon, Poin 4.4, halaman 29 angka 1 adalah dalil
yang tidak benar. Seharusnya Pemohon menguatkan dalil
Permohonannya menggunakan perolehan suara pada tingkat TPS sesuai
Berita Acara Model C.Hasil DPD.

Hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon, sebab Pemohon telah
mengetahui perolehan suara Pemohon yang sebenarnya, bukan=2.433
suara. Bahwa sesuai Berita Acara Model C.Hasil di Kecamatan Seram
Barat. Total perolehan suara Pemohon adalah 1.781 suara, bukan 2.433
suara. Sebagaimana dalil Permohonan a quo, atau bukan sebesar 184
suara, sebagaimana Berita Acara D.Hasil Kabko Kabupaten Seram Bagian
Barat.

Berikut adalah data perolehan suara Pemohon pada 97 TPS di
Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan
perhitungan yang benar pada Berita Acara Model C.Hasil DPD, Bukti PT-
46 sampai dengan Bukti PT-142 (...)

602. KETUA: SALDI ISRA [02:21:36]

Berapa TPS itu? 977?
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:21:40]

Ini ada 97, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:21:40]
Oke, sampai 35, ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:21:42]

Ini dianggap dibacakan untuk 1 sampai dengan 97, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:21:47]
Sampai Halaman 357?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:21:48]

Sampai dengan Halaman 35, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:21:48]
Ya, lanjut.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:21:51]

Dengan demikian perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil-
dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan Poin 4.1, Poin 4.4, angka 1
sampai angka 14, Halaman 4 sampai dengan Halaman 36.

Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 85.713 suara.
Sedangkan Pihak Terkait memperoleh 85.261 suara. Sepatutnya
berdasarkan Bukti C.Hasil DPD pada 97 Kecamatan Seram Bagian Barat,
Pemohon memperoleh hasil sebanyak 1.781 suara. Maka selisih
perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 200 suara.

Ada pun penghitungan sebagai berikut, perolehan suara
Pemohon=85.713 suara termasuk di dalamnya, perolehan suara
Pemohon pada Kecamatan Seram Barat=2.433 suara. Faktanya,
perolehan suara Pemohon di Kecamatan Seram Barat sesuai Berita Acara
sebanyak 1.781 suara. Artinya terdapat selisih sebanyak 652 suara.
Dengan demikian, suara yang diklaim oleh Pemohon sebanyak 85.713
suara harus dikurangi pada Kecamatan Seram Barat sebanyak 652 suara.
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Maka perolehan suara Pemohon yang benar, 85.061 suara. Atau
setidaknya, Pihak Terkait tetap memperoleh suara lebih banyak dari
Pemohon, yakni 85.261 suara.

KETUA: SALDI ISRA [02:23:11]

Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:23:15]

Dengan selisih=200 suara.
KETUA: SALDI ISRA [02:23:18]
Lanjut.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:23:18]

Izin, Yang Mulia, untuk halaman berikutnya, halaman 37.
Selebihnya Pihak Terkait akan membuktikan.

KETUA: SALDI ISRA [02:23:23]
Ini halaman berapa lagi, ini?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:23:24]

Halaman 37, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:23:26]
Jangan terlalu berambisi untuk membacakan semuanya ini.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:23:29]

Tidak, Yang Mulia, ini hanya tinggal mungkin 6 halaman lagi, Yang
Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:23:33]

Ya, silakan!
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:23:35]

Baik. Selebihnya Pihak Terkait akan membuktikan adanya
penggelembungan suara Pemohon pada 11 Kecamatan. Izin, Yang Mulia,
kami langsung di halaman (...)

KETUA: SALDI ISRA [02:23:48]

Halaman berapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:23:49]

56, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:23:50]
Oke. Halaman 56.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:23:52]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:23:53]

Perolehan suara Pemohon yang telah dinaikkan oleh panitia
pemilihan, itu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:23:57]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:23:57]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:23:59]

Satu, Pemohon bekerja sama dengan Termohon in casu KPU Kota
Tual dan PPK Kecamatan Tayando Tam untuk menaikkan suara Pemohon
pada Berita Acara Model Hasil Kecamatan DPD dan D.Hasil Kabko DPD
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sebanyak 994 suara. Padahal perolehan suara Pemohon yang benar
adalah sebanyak 154 suara (...)

KETUA: SALDI ISRA [02:24:18]
Itu ada buktinya, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:24:19]

Ya, Yang Mulia?
KETUA: SALDI ISRA [02:24:20]
Buktinya, bukti apa ini?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:24:22]

C-1.Hasil, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:24:24]

Bukan, ini model D-1 Kecamatan, ya? Terus, kalau D kan sudah di
Kecamatan, kan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:24:34]

Kalau C.Hasilnya di ... C.Hasilnya di TPS, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:24:36]
Ya, betul.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:24:37]

Kalau D, baru kecamatan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:24:38]

Ya. Lanjut!
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:24:40]

Kami lanjut, Yang Mulia.

Dengan demikian, terjadi pengelemongan ... penggelembungan
suara sebanyak 840 suara. Kendati pun Bawaslu Provinsi Maluku telah
merekomendasikan untuk melakukan pengecekan pada Berita Acara
C.Hasil DPD pada 13 kecamatan. Mohon maaf, 13 TPS di Kecamatan
Tayando Tam dan menemukan perolehan suara Pemohon tidak berubah
dan jumlahnya tetap sama dengan Berita Acara Model D.Kecamatan.
Namun faktanya, C.Salinan DPD yang diserahkan kepada saksi-saksi
pengawas TPS dan Berita Acara Model C.Hasil DPD yang ada ... yang di-
upload pada situs info KPU atau di Sirekap adalah berbeda dengan
sandingan C.Hasil tersebut. Dengan kata lain, terdapat 2 Berita Acara
Model C.Hasil DPD yang masing-masing berita acara tersebut berbeda
hasil perolehan suara Pemohon.

Fakta lain yang ditemukan adalah seluruh berita acara pada 13
TPS di Kecamatan Tayando Tam, seluruhnya telah dicoret dan diperbaiki
dengan tipp-ex, tidak hanya pada tulisan angka perolehan suara, tetapi
juga pada jumlah yang di tally. Bahkan coretan silang pada lembar
kosong juga telah di tipp-ex, ada bukti (...)

KETUA: SALDI ISRA [02:25:41]
Ada buktinya, ya? Ada buktinya, ini?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:25:44]

Ada, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:25:45]
Bukti berapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:25:48]

Keseluruhannya itu ada ... karena ini ada 13 TPS, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:25:52]

Ya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:25:52]

Kami mulai dari Bukti PT-143.
KETUA: SALDI ISRA [02:25:57]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:25:58]

Sampai dengan Bukti 155, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:26:02]
Oke, terus.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:26:03]

Kami lanjut, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:26:05]
Ya.
KETUA: SALDI ISRA [02:26:07]
Lanjut kemana, ini?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:26:08]

Masih di halaman 57, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:26:10]

Ya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:26:11]

Di paragraf terakhir. Bahwa berdasarkan Berita Acara C.Hasil DPD
dan Berita Acara C.Salinan DPD pada 13 TPS, perolehan suara Pemohon
adalah sebagai berikut.

Desa Yamtel TPS 1, 2, 3 (...)

KETUA: SALDI ISRA [02:26:23]

Enggak usah disebutkan. Ya, terus!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:26:25]

4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan.
KETUA: SALDI ISRA [02:26:27]

Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:26:28]

Bukti PT-143 sampai Bukti PT-149.
KETUA: SALDI ISRA [02:26:32]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:26:33]

Desa Ohoitel, TPS 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.
KETUA: SALDI ISRA [02:26:36]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:26:37]

Bukti PT-50 sampai Bukti PT-153.
KETUA: SALDI ISRA [02:26:39]

Oke.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:26:40]

Desa Langgiar[sic!], TPS 1 dan TPS 3 dianggap dibacakan. Bukti
PT-154 dan Bukti PT-155.

KETUA: SALDI ISRA [02:26:47]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:26:48]

Dua. Pemohon bekerja sama dan Termohon in casu KPU Seram
Bagian Timur dan PPK Kecamatan Teor untuk menaikkan suara Pemohon
pada Berita Acara Model D.Hasil Kecamatan, DPD dan D.Hasil Kabko DPD
sebesar 591 suara, menjadi 1.032 suara, padahal suara Pemohon yang
benar adalah sebesar 441 suara.

KETUA: SALDI ISRA [02:27:09]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:27:09]

Adapun 13 TPS masing-masing (...)
KETUA: SALDI ISRA [02:27:12]
Di TPS-nya semua, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:27:13]

Desa Durya Timor (...)
KETUA: SALDI ISRA [02:27:14]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:27:15]

TPS 1 dan 2 dianggap dibacakan. Bukti PT-156 dan 157.
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Pokoknya halaman 58, 59, 60, terus yang itu tidak usah

dibacakan, ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:27:28]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:27:29]
Dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:27:30]

Siap.
KETUA: SALDI ISRA [02:27:31]
Nanti kita akan telisik berdasarkan bukti.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:27:35]

Sampai dengan halaman 65, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:27:36]
65.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:27:37]

Mohon maaf, 66 ... 64, mohon maaf.
KETUA: SALDI ISRA [02:27:40]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:27:41]

Di Butir 12.

09-

09-

09-

09-
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681. KETUA: SALDI ISRA [02:27:42]
Oke.

682. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:27:43]

Bahwa pada pokoknya, permasalahan yang didalilkan Pemohon
dalam permohonannya adalah penurunan suara Pemohon sebanyak
1.053 suara dan dinaikkannya suara Pihak Terkait sebanyak 429 suara,
ada pun penurunan suara Pemohon sesuai dalii Pemohon angka 4.4
angka 1, angka 2, angka 3

... Kecamatan Seram Barat, Dalil angka 4, angka 4.4, angka 4 di
Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dalil Pemohon
angka 4.4, angka 5 di Kecamatan Leihitu Barat, di mana Pemohon
menyandingkan D.Hasil Kecamatan DPD dengan D.Hasil Kabko DPD, dan
Dalil Pemohon 4.4, angka 6, angka 8, di mana menurut Pemohon
menjadi Pemohon ... terjadi penurunan di Desa Luhu, Kabupaten Seram
Bagian Barat, Batu Merah Desa Hative Besar, Kota Ambon, Desa
Ohoijang Watdek, Desa Langgur, Desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil,
Kabupaten Maluku Tenggara masing-masing. a) penurunan suara
Pemohon di Kecamatan Seram Barat sebanyak 629 suara adalah tidak
benar dan tidak beralasan hukum.

Pemohon dengan dibantu oleh PPK Seram Barat secara sengaja
dan patut menaikkan suara Pemohon pada Berita Acara Model D
Kecamatan, padahal saat Pleno Rekapitulasi pihak PPK Seram Barat telah
menetapkan hasil perolehan suara Pemohon adalah sama dengan hasil
yang diperoleh pada 97 TPS, sebagaimana Berita Acara Model C.Hasil
DPD. Namun faktanya, dengan cara yang melanggar hukum, PPK
Kecamatan Seram Barat membuat berita acara Model D.Hasil DPD yang
isinya justru berbeda dengan hasil yang ditetapkan dalam Pleno PPK,
atau setidaknya penggelembungan suara Pemohon sebanyak 629 suara.
Hal tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh Bawaslu,
saksi dan/atau KPU Kabupaten Seram Barat. Namun kemudian setelah
Pleno pada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, perbuatan curang yang
dilakukan oleh PPK bersama Pemohon diprotes oleh saksi Pihak Terkait,
bahkan terhak ... terdapat adanya pengakuan dari PPK yang diduga telah
menerima sejumlah uang dari Pihak Pemohon untuk menaikkan suara
Pemohon tersebut.

Setelah dilakukan sandingan data antara saksi Pihak Terkait,
Bawaslu dengan berita acara C.Hasil pada 97 TPS di Kecamatan Seram
Barat, maka ditemukan adanya penggelembungan suara untuk Pemohon
sebanyak 629 suara.
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KETUA: SALDI ISRA [02:29:54]
Itu, halaman berapa sekarang?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:29:54]

Hal ... halaman 65, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:29:57]
Oke, halaman 65 enggak usah dibacakan, ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:29:57]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:30:00]
Sekarang Anda masuk ke Petitum saja.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:30:06]

Izin, Yang Mulia. Untuk Petitumnya dibacakan oleh rekan saya.
KETUA: SALDI ISRA [02:30:11]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:30:11]

Kami lanjutkan dengan Petitum, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:30:28]
Ya, silakan!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:30:28]

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan
tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah
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Konstitusi Republik Indonesia, dapat mengabulkan hal-hal sebagai
berikut.
Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan benar keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan seterusnya, anggap
dibacakan, sepanjang Daerah Pemilihan Provinsi Maluku dengan
perbaikan sekadar mengenai perolehan suara Calon Anggota DPD
pada berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan
perolehan suara Calon Anggota Perwakilan Daerah di tingkat
nasional Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D.Hasil nasional DPD.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar adalah 81.209
suara dengan rincian sebagai berikut, 1-11, anggap dibacakan.

KETUA: SALDI ISRA [02:31:09]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:31:09]

4. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan
DPD Provinsi Maluku yang benar adalah sebagai berikut. Izin membaca
yang calon dengan suara tertinggi.
KETUA: SALDI ISRA [02:31:21]

Tertingginya siapa sekarang ini?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:31:22]

Nomor Urut 3, Anna Latucinsina. S.H., S.I.Kom=126.595 suara.
KETUA: SALDI ISRA [02:31:28]
Itu nomor satu, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:31:31]

Nomor ti ... Nomor 2, Yang Mulia.
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KETUA: SALDI ISRA [02:31:32]
Yang nomor satu siapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:31:35]

Nomor 1, Nomor Urut 12, Novita Anakota, SH. MH=180.335
suara.

KETUA: SALDI ISRA [02:31:39]
Oke, sebentar, ini yang nomor satunya ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:31:41]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:31:42]
Nomor 2, yang Nomor 3? Nomor 37?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:31:43]

Nomor 3.
KETUA: SALDI ISRA [02:31:45]
Nomor 3?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:31:45]

Anna Latuconsina, S.H., S.I.Kom=126.595 suara.
KETUA: SALDI ISRA [02:31:50]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:31:50]

Dan ke-3, Nomor Urut 4, Bisri As Shiddik Latuconsina, S.Sos.
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KETUA: SALDI ISRA [02:31:55]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:31:50]

110.163 suara.

Dan yang Nom ... Nomor Urut 10, untuk urutan keempat, Mirati
Dewa Ningsih, S.T.= 85.690 suara.
KETUA: SALDI ISRA [02:32:04]

Nomor limanya baru Pemohon?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:32:06]

Nomor lima baru Pemohon, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:32:08]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:32:09]

Atau apabila ... ya, Yang Mulia (...)
KETUA: SALDI ISRA [02:32:10]
Terus.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:32:12]

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya. Demikian tanggapan Pihak Terkait ini kami sampaikan.
Atas perhatian dan kearifannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.
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KETUA: SALDI ISRA [02:32:21]

Ya, terima kasih. Sebelum apa ... ini satu yang harus diklarifikasi,
bahwa ternyata dicek tadi tidak ada keterlambatan permohonan dan
perbaikan permohonan, ya. Itu supaya bisa dipahami.

Yang kedua, ini ada beberapa hal sih sebetulnya yang harusnya
Termohon juga menjawab. Karena ada tudingan juga ke Termohon
bekerja sama dan segala macamnya dan nanti kita akan dengar apa
yang dijelaskan oleh Bawaslu terkait dengan hal ini, ya. Supaya ini bisa
menjadi terang dan kalau ini sudah terang, nanti baru Mahkamah akan
mengambil sikap terhadap permohonan ini.

Ya, Pak Afif, ya? Gitu. Jadi, sebelum ini kita skors, kita break. Ada
dari, Yang Mulia, Pak Arsul Sani, persilakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:13]

Ya, sedikit ini saya ingin klarifikasi saja ini, kepada Kuasa
Termohon. Karena dalam petitumnya dikatakan bahwa perolehan suara
Pemohon di Provinsi Maluku untuk pengisian keanggotaan DPRD, ini kan
ada ini di tabel, Mirati Dewaningsih 52.427, Dr. Nono Sampono 10.000,
ini angka dari mana, ini? Kok bedanya jauh sekali gitu, Iho. Baik yang

ada dalam permohonan, maupun yang tadi disampaikan oleh Pihak
Terkait. Itu, ini dapat angka dari mana, ini? Ya salah atau bagaimana?

KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:34:02]
Ada kekeliruan dari kami, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:34:07]
Oke. Keliru, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:34:09]
Mohon di (...)
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:34:11]
Ini, keliru ini, karena jauh sekali. Oke, kita catat ini. Ini turunnya
jauh ini, fee-nya dipotongnya juga harus besar ini, Pak Afif. Oke, itu saja,
Pak Ketua. Ya, terima kasih.

KETUA: SALDI ISRA [02:34:32]

Cukup, terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.
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Kita semua yang hadir dalam ruangan ini, dengan segala
permohonan maaf, kita harus skors sidang ini, sampai nanti kita masuk
lagi pukul 19.00 WIB.

Ya, Pak Afif, ya? Semuanya, Permohon, Pihak Terkait, dan
Bawaslu, ya? sidang untuk Perkara Maluku, PHPU Maluku, kita (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA
[02:34:57]

Izin, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:35:00]

Ya?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA
[02:35:02]

Pihak Terkait Perkara 35, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:35:04]

Ya?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA
[02:35:06]

Bisa izin renvoi enggak, Yang Mulia? Soalnya ada typo tadi.
Diangka lagi, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:35:11]

Yang mana ini?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA
[02:35:13]

Di tabel 4.
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KETUA: SALDI ISRA [02:35:14]

Itu Anda sudah selesai tadi, kan? Yang jelas ini kita skors dulu, ya.
Sidang di skors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 18.04 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 18.56 WIB

KETUA: SALDI ISRA [02:40:03]

Kita mulai, ya. Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Sudah pada masuk nih, agak lebih cepat beberapa menit dari
jadwal yang disepakati. Sudah segar semua, ya? Mas Afif sudah segar,
ya? Sudah makan belum? Nanti saya suruh antar kopi lah ke dalam
untuk kita semua ini.

Kita mulai, sekarang tadi kita sudah mendengar penjelasan dari
Pihak Terkait, ya, untuk Perkara Nomor 09.

Sekarang kita mau mendengar keterangan Bawaslu Maluku terkait
dengan Permohonan 59. Silakan.

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:40:47]

Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: SALDI ISRA [02:40:54]

Waalaikumussalam wr. wb.

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:40:55]

Ketua dan Anggota Majelis Yang Mulia yang kami hormati. Izinkan
kami menyampaikan keterangan tertulis perselisihan hasil pemilihan
umum dalam Nomor Perkara 09-31 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Izin, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:41:14]

Ya.
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BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:41:15]

Yang pertama, bahwa Pemohon mendalil ... kami langsung, ya.
Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya keberatan terhadap
hasil penghitungan suara pada Pleno rekapitulasi Tingkat Nasional
tanggal 19 Maret 2024, serta adanya pelanggaran serius yang bersifat
terstruktur, sistematik, dan masif. Bahwa hasil Provinsi Maluku
menerangkan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan Provinsi Maluku pada sub-tahapan
Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada tanggal 6 Maret sampai
dengan tanggal 18 Maret 2024, ditemukan adanya pergeseran data
perolehan suara pada jenis pemilu DPD sebagaimana keberatan yang
disampaikan oleh saksi Pihak Terkait.

KETUA: SALDI ISRA [02:42:03]
Itu halaman berapa, Bu? Oh, itu baca ringkasannya?
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:42:07]
Saya membaca resume-nya.
KETUA: SALDI ISRA [02:42:08]
Oke, silakan.
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:42:09]

Ya. Kemudian terhadap keberatan saksi yang disampaikan oleh
saksi Pihak Terkait, maka KPU Provinsi Maluku melakukan penyandingan
data, antara data yang dimiliki oleh saksi, yang dimiliki oleh KPU, akan
tetapi tidak terdapat penyelesaian keberatan yang disampaikan oleh
saksi. Yang kemudian bahwa hasil Provinsi Maluku mengeluarkan
rekomendasi secara lisan kepada KPU Provinsi Maluku, untuk dilakukan
penghitungan hasil perolehan suara ulang berdasarkan C.Hasil dan
faktanya bahwa telah terjadi adanya perbedaan hasil pada data
perolehan suara calon DPD yang selanjutnya oleh KPU Provinsi Maluku
ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan data perolehan suara calon
DPD pada Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota, sesuai dengan hasil
pencocokan atau sandingan data tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh
Bawaslu Provinsi Maluku pada rekapitulasi tingkat nasional, dilaksanakan
pada tanggal 19 Maret 2024 di KPU Republik Indonesia, tidak ada
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keberatan atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon
dalam proses rekapitulasi yang berlangsung tersebut.

KETUA: SALDI ISRA [02:43:31]

Jadi, ketika dilakukan rekap di Kantor KPU RI di Imam Bonjol,
tidak ada keberatan?

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:43:36]

Tidak ada, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:43:37]

Tapi ketika di provinsi ada keberatan?
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:43:39]

Ya, di provinsi ada keberatan yang sudah ... dan sudah kami
rekomendasikan karena tidak ada pencocokan data, antara D.Hasil yang
tadi disampaikan oleh Pihak Terkait, sehingga (...)

KETUA: SALDI ISRA [02:43:49]

Ya.

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:43:49]

Kami merekomendasikan untuk membuka satu tingkat di atas ...
di bawahnya, yaitu membuka C.Hasil (...)

KETUA: SALDI ISRA [02:43:53]
Ya.

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:43:53]
Dan dibacakan.

KETUA: SALDI ISRA [02:43:57]

Oke.
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BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:43:57]

Dan itu sudah diperbaiki pada saat rekap di tingkat provinsi.

KETUA: SALDI ISRA [02:44:02]

Ya. Bisa enggak, kami diberi tahu, ya? Daerah-daerah mana saja,
yang dilakukan pencocokan itu?

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:08]
Ya.
KETUA: SALDI ISRA [02:44:08]
Di halaman berapa di sini?
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:08]

Yang dilakukan pencocokan, yang kami rekomendasikan itu di
Kabupaten Seram Bagian Timur (...)

KETUA: SALDI ISRA [02:44:12]
Oke. Sebentar, Bu.

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:15]
Yaitu di tiga kecamatan (...)

KETUA: SALDI ISRA [02:44:17]
Sebentar.

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:18]
Oh, ya.

KETUA: SALDI ISRA [02:44:19]

Yang direkomendasikan untuk dilakukan pencocokan itu kab (...)
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BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:22]
Di Kabupaten Seram Bagian Timur.

KETUA: SALDI ISRA [02:44:24]
Kabupaten Seram.

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:24]
Bagian timur.

KETUA: SALDI ISRA [02:44:27]
Bagian timur. Apa lagi, Bu?

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:27]
Di tiga kecamatan.

KETUA: SALDI ISRA [02:44:28]
Tiga kecamatan di sini?

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:30]
Ya.

KETUA: SALDI ISRA [02:44:30]
Oh (...)

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:31]
Yang dilakukan.

KETUA: SALDI ISRA [02:44:31]
Oke.

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:33]

Kecamatan Bula.
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KETUA: SALDI ISRA [02:44:33]
Oke.
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:33]
Kecamatan Bula Barat.
KETUA: SALDI ISRA [02:44:33]
Nanti kita ... apa lagi, Bu?
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:38]

Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat, dan Kecamatan Tutuk
Tolu.

KETUA: SALDI ISRA [02:44:38]
Oke.
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:42]
Yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur.
KETUA: SALDI ISRA [02:44:47]
Hanya itu saja?
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:45]
Dan di Kabupaten Maluku Tenggara.
KETUA: SALDI ISRA [02:44:49]
Kabupaten Maluku Tenggara.
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:49]
Ya. Maluku Tenggara.
KETUA: SALDI ISRA [02:44:51]

Sebentar.
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BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:52]
Yaitu di kecamatan (...)

KETUA: SALDI ISRA [02:44:55]
Berapa kecamatan, Bu?

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:55]
Di Kecamatan Kei Kecil.

KETUA: SALDI ISRA [02:44:56]
Dua kecamatan?

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:57]
Satu, satu saja, Pak.

KETUA: SALDI ISRA [02:45:00]
Satu kecamatan.

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:45:00]
Ya.

KETUA: SALDI ISRA [02:45:02]
Di mana lagi, Bu?

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:45:04]
Itu saja yang dilakukan.

KETUA: SALDI ISRA [02:45:04]
Ini saja yang dilakukan pencocokan?

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:45:06]

Ya.
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KETUA: SALDI ISRA [02:45:07]
Oke, lanjut.
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:45:07]

Bahwa Pemohon mendalilkan, telah menyandingkan data
perolehan penghitungan suara yang menurut Pemohon berbeda dengan
hasil perolehan suara milik Termohon terhadap perolehan suara calon
DPD atas nama Mirati Dewaningsih di 49 TPS, di 9 kecamatan, yakni
Kecamatan Sirimau, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Dan Kecamatan
Amahai, Kecamatan TNS, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Lehitu
Barat, Kecamatan ... Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Seram
Barat, dan Kecamatan Huamual di Kabupaten Seram bagian Barat.

Bahwa Bawaslu Provinsi menerangkan khusus kecamatan yang
ada di Maluku Tengah, berdasarkan hasil pengawasan Provinsi Maluku,
melalui jajaran pengawas pemilu pada sub tahapan pemungutan dan
penghitungan suara di TPS, rekapitulasi tingkat kecamatan, serta
rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, tidak ada saksi Pemohon yang hadir
dalam tahapan dimaksud. Sehingga Pihak ... Bawaslu baru mengetahui
pada saat permohonan ini disampaikan di MK.

KETUA: SALDI ISRA [02:46:17]
Oke.
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:46:17]

Selanjutnya bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan
atau pengurangan jumlah suara Pemohon, berdasarkan hasil rekapitulasi
Kecamatan Seram bagian Barat sesuai Formulir Model D.Hasil Kecamatan
dengan jumlah suara pada Formulir D.Hasil Kabupaten Seram Bagian
Barat.

Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno rekapitulasi kecamatan,
Pemohon memperoleh suara=2.433, sedangkan jumlah suara yang
diperoleh pada Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten sesuai Formulir
Model D.Hasil kabupaten, Pemohon memperoleh suara=1.804.

KETUA: SALDI ISRA [02:47:06]

Oke.
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BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:47:06]

Bawaslu Provinsi menerangkan bahwa berdasarkan hasil
pengawasan Bawaslu Provinsi melalui jajaran bawaslu ... jajaran
pengawas pemilu, pada saat pelaksanaan rekapitulasi Kabupaten di
Seram Bagian Barat, ditemukan adanya pergeseran data perolehan suara
di Kecamatan Seram Barat.

Bahwa perolehan hasil yang dibacakan oleh PPK, Kecamatan
Seram Barat terdapat keberatan dari saksi calon DPD atas nama Mirati
Dewaningsih. Karena data perolehan hasil suara yang dibacakan oleh
PPK Kecamatan Seram Barat, berbeda dengan data perolehan hasil suara
yang dipegang oleh saksi.

Bahwa keberatan saksi DPD tersebut, kemudian direspons oleh
Ketua Bawaslu Seram Bagian Barat dengan meminta untuk dilakukan
penyandingan data milik PPK, Bawaslu Kabupaten Seram Barat dan Saksi
Calon DPD, atas nama Mirati Dewaningsih. Bahwa hasil penyandingan
data tersebut diketahui terdapat pergeseran data hasil penghitungan di
TPS 4, TPS 5, TPS 6 itu sesuai bukti yang kami masukkan, yaitu Bukti
PK-32-12.

KETUA: SALDI ISRA [02:48:28]

Oke. Terus, bu?

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:48:31]

Bahwa selanjutnya ... bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Seram
Bagian Barat meminta PPK Kecamatan Seram Barat, untuk
mengembalikan data perbaikan dan perolehan tersebut. Jadi perlu kami
sampaikan bahwa sesuai dengan proses yang terjadi pada rekap di
tingkat kabupaten, itu ada calon dari ... dari Pihak Terkait membuat
keberatan, sehingga prosesnya sudah diselesaikan di Tingkat Kabupaten,
seperti itu.

KETUA: SALDI ISRA [02:49:04]

Oke. Jadi sebetulnya masalahnya itu dari TPS ke Kecamatan atau
dari kecamatan ke kabupaten?

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:49:13]

Dari kecamatan ke kabupaten, Yang Mulia.
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KETUA: SALDI ISRA [02:49:15]

Oke.
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:49:15]

Nah, sehingga penyelesaiannya sudah dilakukan di kabupaten.
KETUA: SALDI ISRA [02:49:20]

Oke. Jadi sudah diselesaikan di Kabupaten, ya?
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:49:22]

Sudah, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:49:24]

Oke. Itu kira-kira, Bu, berapa kecamatan sih yang bermasalah itu?
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:49:28]

Yang di situ (...)
KETUA: SALDI ISRA [02:49:29]

Yang untuk terkait dengan DPD, ini (...)
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:49:30]

Kecamatan yang bermasalah ada, Kecamatan Seram Bagian Barat
di Huamual, Kecamatan Huamual, terus Kecamatan ... Kecamatan
Huamual ... izin, Pimpinan, sebentar.

KETUA: SALDI ISRA [02:49:49]

Ya, silakan. Enggak apa-apa, ini memang harus agak pelan-pelan
kita ini (...)

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:49:53]

Ya, ya, siap (...)
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KETUA: SALDI ISRA [02:49:53]
Karena agak rumit ini.
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:49:56]

Jadi, ada 3 kecamatan, Yang Mulia, yaitu Kecamatan Kepulauan
Manipa, Kecamatan Seram Barat, dan Huamual.

KETUA: SALDI ISRA [02:50:02]

Oke. Di luar kecamatan yang ada di Kabupaten Seram Bagian
Timur dan Kabupaten Maluku Tenggara, tadi?

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:50:09]

Ya betul, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:50:12]

Oke. Terus, Bu.

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:50:17]

Selanjutnya, bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan
atau pengurangan jumlah data perolehan suara Pemohon berdasarkan
hasil rekapitulasi Kecamatan Huamual, sesuai Model Formulir D.Hasil
Kecamatan ...

Izin, Yang Mulia (...)

KETUA: SALDI ISRA [02:50:32]
Ya.
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:50:32]
Tadi sudah disampaikan. Izin melanjutkan.

KETUA: SALDI ISRA [02:50:39]

Ya.
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BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:50:39]

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan atau
pengurangan jumlah suara Pemohon berdasarkan Hasil Rekapitulasi
Kecamatan Leihitu Barat sesuai Formulir D.Hasil Kecamatan dengan
jumlah suara pada Formulir D.Hasil Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa berdasarkan data perolehan suara hasil rekapitulasi
kecamatan, Pemohon memperoleh suara 803, tetapi ketika dilakukan
percermatan pada data perolehan suara Hasil Rekapitulasi Kabupaten
sesuai Model Formulir D.Hasil Kabupaten, perolehan suara Pemohon
berkurang menjadi 761 suara.

KETUA: SALDI ISRA [02:51:17]

Oke. berarti (...)

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:51:19]

Bahwa (...)

KETUA: SALDI ISRA [02:51:19]

Berkurang dia, ya?

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:51:20]

Ya.

KETUA: SALDI ISRA [02:51:20]
Menurut jumlah suaranya, ya?
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:51:21]

Ya.

KETUA: SALDI ISRA [02:51:22]

Lanjut.

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:51:26]

Bahwa Bawaslu Provinsi menerangkan sebagai berikut.

Bahwa sesu ... bahwa Bawaslu Provinsi menerangkan ... bahwa
terhadap dalil Pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu
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provinsi melalui jajaran pengawas pemilu dalam sub-tahapan
pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi tingkat
kecamatan, serta rekapitulasi tingkat kabupaten, tidak ada saksi
Pemohon yang hadir dalam tahapan, sebagaimana dimaksud dan
terhadap data perolehan suara Pemohon pada semua tingkat
penghitungan suara, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi
Pemohon terhadap data perolehan suara tersebut. Dan Bawaslu provinsi
baru mengetahui bahwa ada pengurangan suara yang dilakukan di
Leihitu Barat pada saat laporan ini dimasukkan ... eh, permohonan ini

(...)
KETUA: SALDI ISRA [02:52:19]

Ya.
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:52:19]
Dimasukan ke MK.
KETUA: SALDI ISRA [02:52:23]
Terus.
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:52:31]

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan atau
pengurangan jumlah suara Pemohon pada TPS 24 Desa Luhu Kecamatan
Huamual, TPS 53 desa ... Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, TPS 4
Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku,
melalui jajaran pengawas pemilu pada tahapan penghitungan perolehan
suara di TPS, Pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan Pleno rekapitulasi
tingkat kabupaten, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan
mekanisme, sesuai dengan aturan. Dan terhadap apa yang didalilkan
pada ... terhadap pergeseran suara di TPS 24 Desa Luhu, TPS 53 Desa
Batu Merah, itu kami baru mengetahui pada saat permohonan ini
dimasukkan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:53:25]
Jadi, itu baru tahu setelah sampai di sini, ya?
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:52:31]

Siap, Yang Mulia.
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KETUA: SALDI ISRA [02:53:29]
Di luar pencermatan dari Bawaslu?
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:53:31]

Ya, karena tidak ada keberatan dan proses yang dilakukan
berjenjang itu tidak ada masalah, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:53:37]

Oke. Bu, itu ... apa namanya ... dokumen-dokumen rekap di
kecamatan itu masih tersimpan baik? Semuanya?

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:53:45]
Ya, ini kami punya bukti yang kami masukkan (...)
KETUA: SALDI ISRA [02:53:49]
Ya.
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:53:49]
Yaitu ada pada Bukti PK-32-15.
KETUA: SALDI ISRA [02:53:52]
Itu ... itu bukti tentang apa, Bu?
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:53:54]

Bukti ten ... terhadap pero ... ini, hasil Pleno yaitu berita acara
D.Hasil di TPS ... C.Hasil ... C Salinan, ya?

KETUA: SALDI ISRA [02:54:06]
Ya.
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:54:06]

C Salinan di TPS, terus D.Hasil di kecamatan, dan D.Hasil
kabupaten, serta D.Hasil di provinsi.
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KETUA: SALDI ISRA [02:54:14]
Untuk semua yang bermasalah?
KETUA: SALDI ISRA [02:54:15]
Siap, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:54:16]
Se ... sebentar, Bu, saya mau ke apa ... Kuasa Pihak Terkait. Da ...
dari sepengetahuan Anda itu berapa sih kecamatan yang bermasalah ini,

sebetulnya? Jumlahnya? Diketahui enggak?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:54:28]

Ketahui, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:54:29]
Berapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:54:29]

Berdasarkan data C.Hasil yang kami masukkan sebagai bukti,
Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:54:33]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:54:33]

Itu ada 15 kecamatan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:54:35]

15 kecamatan, ya?
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:54:36]

15 kecamatan.
KETUA: SALDI ISRA [02:54:37]

15 kecamatan itu baik yang Anda merasa suara ... apa ... Pihak
Terkait yang dikurangi maupun yang ada hubungannya dengan Pemohon
begitu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:54:47]

Yang keseluruhannya, yang kami masukkan itu adalah seluruhnya
itu adalah hasil penggelembungan yang dilakukan oleh Pemohon.

KETUA: SALDI ISRA [02:54:52]

Bukan, pertanyaan saya saja dijawab dulu, jangan
menggelembung atau apa. Yang di Anda anggap bermasalah itu,
penghitungan suaranya dari TPS ke kecamatan, ke kecamatan ke
kabupaten itu di 15 kecamatan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:55:07]

Di 15 kecamatan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:55:10]
Ya. Terlepas lah dari siapa yang dirugikan, diuntungkan dulu, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:55:12]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:55:13]
Nah, sepengetahuan Anda, itu dokumen-dokumen di 15

kecamatan itu masih tersimpan rapi, enggak? Masih bisa dipercaya
enggak dokumennya?
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:55:20]

Kalau untuk kecamatan, sama sekali tidak dipercaya, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:55:23]
Jadi yang bisa dipercaya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:55:23]

Kita berbasis ke C.Hasil, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:55:26]
Harus balik ke C.Hasil?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:55:27]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:55:28]

Oke, terima kasih. Silakan Bu, dilanjutkan.
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:55:32]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan atau
pengurangan jumlah suara Pemohon sebanyak 158 suara yang tersebar
pada 3 kelurahan, yakni Kelurahan Ohoijang Watdek, Kelurahan
Langgur, dan Kelurahan Ibra di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku
Tenggara. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi
Maluku melalui jajaran pada Pleno rekapitulasi Kei Kecil, proses
rekapitulasi berjalan lancar.

Selanjutnya, terhadap data perolehan suara yang dibacakan oleh
PPS untuk jenis pemilu DPD, setelah dilakukan pencocokan oleh panwas
kecamatan dan para saksi yang hadir, tidak ditemukan adanya
pergeseran pada data perolehan suara hasil penghitungan di TPS dan
tidak ada keberatan yang disampaikan.



871.

872.

873.

874.

875.

876.

130

KETUA: SALDI ISRA [02:56:26]
Oke.
BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:56:28]

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan atau
pengurangan jumlah suara Pemohon, berdasarkan hasil rekapitulasi
Kecamatan Seram Barat, sesuai Formulir D.Hasil Kecamatan dengan
jumlah suara pada Formulir D.Hasil Kabupaten Seram Barat.

Bahwa berdasarkan hasil rapat Pleno rekapitulasi kecamatan,
Pemohon memperoleh 2.433 suara, sedangkan jumlah suara yang
diperoleh pada Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten sesuai Formulir
Model D.Hasil Kabupaten, Pemohon memperoleh 1.804 suara. Bawaslu
Provinsi menerangkan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Provinsi melalui jajaran pengawas pemilu pada
saat pelaksanaan rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat, ditemukan
adanya pergesaran data perolehan suara di Kecamatan Seram Barat.

Bahwa perolehan hasil yang dibacakan oleh PPK Kecamatan
Seram Barat, terdapat keberatan dari saksi calon, ini sebagaimana yang
tadi sudah kami sampaikan.

Bahwa telah terselesai ... diselesaikan pada tingkat kabupaten.

KETUA: SALDI ISRA [02:57:45]

Oke.

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:57:45]

Rekap di tingkat kabupaten, Yang Mulia. Izin melanjutkan.
KETUA: SALDI ISRA [02:57:46]

Ya.

BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:57:49]

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penggelembungan data
perolehan suara untuk Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, dimana
data perolehan suara hasil rekapitulasi di seluruh kecamatan di
Kabupaten Maluku Tengah untuk calon DPD atas nama Mirati
Dewaningsih sebanyak 999 suara, mengalami perubahan atau
penambahan menjadi 1.461 suara. Berdasarkan Formulir Model D.Hasil

Kabupaten, serta Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara
Pemohon di Kecamatan Seram Barat, dimana data perolehan suara
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Pemohon pada hasil rekapitulasi Kecamatan Seram Barat sebanyak 2.433
mengalami pengurangan menjadi 1.804 suara.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat.
Bawaslu Provinsi menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan
Bawaslu Provinsi melalui jajaran pengawas pemilu pada tahapan
penghitungan perolehan suara di TPS, Pleno rekapitulasi tingkat
kecamatan dan Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, dilaksanakan sesuai
dengan tata cara dan prosedur dan tidak terdapat pergeseran ataupun
dan tidak terdapat pergeseran atau keberatan yang disampaikan oleh
saksi Pemohon.

Bahwa Bawaslu Provinsi baru mengetahui adanya pergeseran
pada data perolehan suara hasil rekapitulasi Kecamatan Kabupaten
Maluku Tengah, pada saat setelah Pemohon menyampaikan
permohonannya di MK.

Selanjutnya, bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan
dan/atau pengurangan jumlah data perolehan suara, Pemohon
berdasarkan hasil rekapitulasi Kecamatan Huamual sesuai Formulir Model
D.Hasil Kecamatan dengan data perolehan suara pada Formulir D.Hasil
Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa berdasarkan hasil Pleno rekapitulasi Kecamatan Huamual,
Pemohon memperoleh suara 4.690, tetapi berda hasil rekapitulasi tingkat
kabupaten sesuai Formulir D.Hasil Kabupaten, Pemohon
memperoleh=4.483 suara.

Bawaslu Provinsi melalui jajarannya melakukan pengawasan pada
saat rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat, ditemukan adanya
kesalahan pembacaan data perolehan suara oleh PPK Kecamatan
Huamual.

Bahwa terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram
Bagian Barat meminta untuk melakukan penelitian pada C. Salinan Hasil
penghitungan suara di TPS 66 dan TPS 69 Desa Luhu.

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan tersebut, diketahui
terdapat data perolehan suara yang tertukar antara calon DPD atas
nama H. M. Yasin Welson dengan calon DPD atas nama Dr. Nono
Sampono.

Selanjutnya KPU Seram Bagian Barat melakukan perbaikan pada
data D.Hasil Kabupaten, dimana perolehan suara hasil perbaikan milik
calon DPD atas nama H. M. Yasin Welson sebanyak 5.700 suara dan
perolehan suara hasil perbaikan milik calon DPD atas nama Nono
Sampono sebesar 4.483 suara. Selanjutnya tabel sebagaimana Bukti
PK.32-20 (...)

877. KETUA: SALDI ISRA [03:01:30]

Bukti ... bukti berapa tadi, Bu?
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BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:01:32]

Bukti PK-32-20.

KETUA: SALDI ISRA [03:01:36]

Setrip 20, sebentar. Ini disetrip 20 itu 32.20 lampiran model
D.Hasil Kecamatan DPD Huamual dan Model Hasil Kabko DPD Kabupaten
Seram Bagian Barat, ya? Itu yang Ibu maksud?

BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:01:51]

Ya. Ya, betul, Pak.

KETUA: SALDI ISRA [03:01:53]

Ok. Silakan, Bu, lanjutkan.
BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:01:57]

Baik. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara
Pemohon di Kecamatan Leihitu Barat, dimana data perolehan suara
Pemohon hasil rekapitulasi kecamatan sebesar 803 suara mengalami
pengurangan menjadi 761 suara.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Kabupaten Maluku Tengah, Baswalu
Provinsi melalui jajarannya melakukan pengawasan pada tahapan
perolehan penghitungan suara di TPS Pleno rekapitulasi tingkat
kecamatan dan Pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten dilaksanakan
sesuai dengan prosedur dan mekanisme (...)

KETUA: SALDI ISRA [03:02:38]

Oke.

BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:02:39]

Bahwa Bawaslu Provinsi baru mengetahui adanya pergeseran
pada data perolehan dari Pemohon setelah Pemohon mengajukan
Permohonan ke MK.

KETUA: SALDI ISRA [03:02:51]

Berarti banyak juga Bawaslu yang tidak tahu, Bu, ya?
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BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:02:54]

Ya, karena pada saat penghitungan di TPS, naik ke rekap tingkat
kecamatan (...)

KETUA: SALDI ISRA [03:03:02]

Ya.

BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:03:02]

Sampai di kabupaten itu tidak ada saksi yang melakukan
keberatan, sehingga kami tidak mengetahui kalau ada pergeseran-
pergeseran data tersebut (...)

KETUA: SALDI ISRA [03:03:10]

Oke (...)

BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:03:10]

Karena yang dibaca sesuai dengan C.Hasil yang kami terima dari
bawah, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [03:03:15]

Oke, ini saya mau tanya ini, Bu, di PK-32-18, ya? Itu ada lampiran
Model D.Hasil Kecamatan DPD Amahai, jadi ada 19 di sini?

BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:03:29]
Ya. Benar, Yang Mulia
KETUA: SALDI ISRA [03:03:30]

Itu, kalau yang nomor satunya itu kan model D.Hasil Kabupaten
Kota DPD Kabupaten Maluku Tengah.

BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:03:36]
Ya.
KETUA: SALDI ISRA [03:03:36]

Nah, yang di bawahnya itu kecamatan semua, Bu, ya?
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BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:03:38]

Siap, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [03:03:39]

Ada 19, ya?

BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:03:40]

Siap.

KETUA: SALDI ISRA [03:03:41]

Itu semua dokumennya masih terpelihara enggak dengan baik?
BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:03:44]

Ada, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [03:03:45]

Ya ... ya, Pak Afif, itu dokumen-dokumennya masih terpelihara
dengan baik, ya? Tolong itu dipastikan, Pak, tidak ... apa ... tidak ada
yang merusak dokumen-dokumen itu.

TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:03:57]

Ya, kita pastikan masih ada dan menguatkan tadi bagaimana
disampaikan Bawaslu provinsi, kebetulan saat rekapitulasi di tingkat
nasional, saya yang mimpin (...)

KETUA: SALDI ISRA [03:04:07]
Ya, Ya.
TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:04:08]
Jadi memang tidak ada keberatan sama sekali.

KETUA: SALDI ISRA [03:04:09]

Di tingkat nasionalnya, ya?
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TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:04:10]

Nasional. Baik.

KETUA: SALDI ISRA [03:04:13]

Oke, itu kita pesankan ke Pak Afif, ini supaya diberitahu sampai
kejajarannya di bawah untuk mengamankan semua rekap, mulai dari
kecamatan sampai ke kabupaten itu. Ya, Pak Afif, ya? Mulai dari C di
rekap di kecamatan jadi Model D.

Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Bu?

BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:04:36]

Sudah cukup selesai, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [03:04:37]

Cukup, ya? Kuasa Pemohon, Kuasa Pihak Terkait, ada yang mau
ditambahkan? Tadi Anda cuman mengatakan 15 kecamatan, tapi kalau

Bawaslu itu katanya ada 19?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [03:04:49]

Izin, Yang Mulia (...)
KETUA: SALDI ISRA [03:04:50]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [03:04:51]

Sesuai dengan data yang kami miliki dan di rekapitulasi, bahwa
kecurangan itu terjadi di 15 kecamatan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [03:04:58]

Oke, kalau Ibu mengatakan lebih banyak kan, enggak apa-apa
juga, kan?
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [03:05:02]

Ya, lebih banyak lebih menguntungkan, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [03:05:05]
Anda agak senyum lah sedikit, agak kurang senyum ini.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [03:05:09]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [03:05:12]
Kalau Anda sudah ketawa, sudah selesai ini masalah ini.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [03:05:14]

Ya, siap, yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [03:05:17]

Oke, cukup ya. Terima kasih, Bu.

Jadi ini apa, ini pasti atensinya khusus yang terkait dengan ini,
karena banyak sekali kerumitan-kerumitan yang kita lihat tadi. Mulai dari
apa yang disampaikan Pemohon, yang diterangkan oleh Termohon, yang
disampaikan Pihak Terkait, yang diberikan oleh Bawaslu, dan ini, apa
namanya, sesuatu yang harus kami sangat hati-hati, membongkar,
melihat semua. Mudah-mudahan nanti bukti yang diajukan kita cukup
bagi kami untuk bisa bersikap terhadap permohonan ini. Ada yang mau
ditambahkan Pak Arsul? Cukup, ya?

Jadi, ini yang untuk DPD-nya kita cukupkan di sini dulu, nanti kita
lihat perkembangan berikutnya.

Kita lanjut sekarang dengan Perkara Nomor 60. Saya mohon
kesediaan, Yang Mulia, Pak Arsul Sani.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:06:26]
Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua Panel.

Kita memasuki Perkara 60, Pemohonnya adalah Partai Demokrat,
kemudian pihak terkaitnya PKS. Masih ada, ya? Ya, oke, terima kasih.
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Ya, kita berikan kesempatan lebih dulu kepada Termohon untuk
menyampaikan pokok-pokok jawabannya atas permohonan dari
Pemohon. Kami persilakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS
[03:06:56]

Terima kasih, Majelis Hakim, Yang Mulia.

Perihal jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD 2024 terhadap
Perkara Nomor 60 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Partai
Demokrat untuk wilayah Provinsi Maluku.

Izin, Majelis, kami langsung dalam eksepsi.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:07:17]
Ya. Eksepsi satu dalam Kedudukan Hukum Pemohon (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS
[03:07:18]

Dalam eksepsi satu, Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal
Standing mohon dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:07:25]
Dianggap telah dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS
[03:07:26]

Dianggap telah dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:07:27]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS
[03:07:28]

Yang kedua, Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau obscuur libel,
mohon dianggap dibacakan.
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HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:07:33]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS
[03:07:34]

Yang kedua, kami langsung masuk dalam Pokok Permohonan.
Bahwa dalam Pokok Permohonan, Pemohon secara jelas mempersoalkan
tiga hal.

1. Termohon menambahkan perlengkapan suara Pihak Terkait di TPS
02 Desa Elara dan TPS 1, 2, 3, 4 dan TPS 5 Desa Lumoy, Kecamatan
Ambalau, Kabupaten Buru Selatan.

2. Ada pengurangan suara pemohon di TPS 3 Desa Lumoy, sebanyak
satu suara.

3. Adanya rekomendasi pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 02
Desa Elara, Kecamatan Ambalau, yang tidak ditindaklanjuti oleh
Termohon.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:08:06]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS
[03:08:06]

Bahwa terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon
menanggapi sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon menolak semua dari Permohonan Pemohon
kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya
menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan
rekapitulasi dan berpengaruh pada perolehan kursi. Anggota DPRD
Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:08:27]
Tabel 1, dianggap dibacakan (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS
[03:08:28]

Tabel 1 mohon dianggap dibacakan.
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HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:08:28]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS
[03:08:28]

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan dugaan
penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Keadilan
Sejahtera di TPS 02 Elara sebagai ... Kecamatan Ambalau, Kabupaten
Buru Selatan, maka Termohon akan menanggapinya sebagai berikut.

Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan C.Hasil DPRD Kab
atau kota di TPS 02 Desa Elara, vide Bukti-30 adalah sebanyak 32 suara,
sedangkan Pihak Terkait=36 suara. Tidak ada keberatan saksi Pemohon
dalam Model C kejadian khusus dan/atau keberatan saksi atau tertulis
nihil, vide Bukti-7.

Empat, bahwa terhadap dugaan adanya penambahan suara yang
terjadi di TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau,
Kabupaten Buru Selatan, maka Termohon menjawabnya sebagai berikut.

Bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan
C.Hasil DPRD Kabupaten/kota pada 5 TPS di Desa Lumoy sebagai
berikut.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:09:24]
Tabel 2 dianggap (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS
[03:09:28]

Tabel 2 mohon dibacakan, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:09:29]
Dianggap dibacakan, ya. Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS
[03:09:30]

Bahwa terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait
pada Model C DPRD kota TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Desa
Lumoy, Kecamatan Ambalau, sebagaimana tabel yang ditampilkan di
atas, vide Bukti T-9 sampai dengan T-32.

5. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan ada pengurangan
suara Pemohon sebanyak satu suara di TPS 3 Desa Lumoy, tanggapan
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Pemohon adalah tidak benar. Ada perbedaan pencatatan dalam Model
C.Hasil Kabupaten/Kota dan salinan Model C.Hasil Kabupaten/Kota yang
sudah dikoreksi. Salinan Model C.Hasil Kabupaten/Kota sesuai dengan
Model C.Hasil Kabupaten/Kota, di mana Pemohon memperoleh satu
suara di TPS 3 Desa Lumoy, vide Bukti T-18 dan T-22, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:10:05]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS
[03:10:08]

Bahwa terhadap dalil Pemohon (...)
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:10:12]

Ya, ini angka 6, angka 7 saya kira enggak usah, dianggap
dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS
[03:10:14]

Ya. Mohon dianggap dibacakan, kami langsung masuk pada
Petitum, Maijelis.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:10:21]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS
[03:10:22]

Berdasarkan urain sebegimana tersebut di atas, Termohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut.

3.1 dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang
memeriksa perkara a quo.

3. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon kabur atau
obscuur libel.

3.2 Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
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2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian
keanggotaan DPRD Buru Selatan Provinsi Maluku sebagai
berikut.

Dapil 2 DPRD Kabupaten Buru Selatan, Partai Politik, Partai
Keadilan Sejahtera=1.177 suara, Partai Demokrat=1.113 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:11:10]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS
[03:11:13]

Demikian penyampaian jawaban, Maijelis.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:11:18]
Ya, terima kasih. Cukup, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS
[03:11:21]

Cukup.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:11:21]

Ya, kami persilakan sekarang Pihak Terkait PKS, untuk
menyampaikan keterangan Pihak Terkait.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[03:11:22]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.
Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera Nomor Perkara
60 dan seterusnya (...)
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:11:34]

Pokok-pokoknya saja ya, tebal sekali ini soalnya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[03:11:39]

Siap, Yang Mulia. Pokok saja.

Dalam eksepsi, dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Perkara

Satu. Bahwa sebelum menjelaskan persandingan perolehan suara
menurut Pihak Terkait, terlebih dahulu Pihak Terkait akan memberikan
tanggapan dan sanggahan terhadap posita permohonan, huruf A, huruf
B, dan huruf C mohon dianggap telah dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:12:02]
Ya, lanjut.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[03:12:03]

2. Bahwa Pihak Terkait akan menjelaskan mengenai perolehan
suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan,
Daerah Pemilihan Buru Selatan 2 sebagai berikut.

Pada tabel 1, Yang Mulia. Mohon dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:12:14]

Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[03:12:16]

Angka 3 dan angka 4 sebagai penjelasan atas tabel yang
dikuatkan dengan Bukti PT-2, mohon dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:12:23]

Baik.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[03:12:24]

4. Menurut ... bahwa menurut Pihak Terkait, terdapat kesalahan
Pemohon dalam klaim yaitu, A dan B, mohon dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:12:33]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[03:12:33]

5. Kesalahan-kesalahan Pemohon tersebut dikarenakan
dikarenakan Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara antara
yang ditetapkan Termohon, dengan klaim Pemohon dalam
Permohonannya, selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:12:45]
Baik.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[03:12:46]

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan
suara yang didalilkan ke dalam Permohonannya. Menurut Pihak Terkait
adalah sebagai berikut.

6.1 Tidak benar klaim Pemohon bahwa terjadi penambahan suara
sebagaimana dalil Permohonan pada angka 1 pada TPS 2 Desa Elara,
TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru
Selatan. Karena Pemohon tidak membuat keberatan atau catatan
kejadian khusus terhadap peristiwa yang didalilkkan dan bahkan saksi
Pemohon di tingkat TPS telah menandatangani berita acara, sertifikat,
dan catatan hasil penghitungan perolehan suara dikuatkan dengan Bukti
PT-4, Bukti PT-5, PT-6 (...)

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:13:26]

Ya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[03:13:26]

PT-8, dan PT-9.
6.2 Terkait dalil Permohonan pada angka 2, angka 3, angka 4,
angka 5, angka 9, dan angka 10, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:13:39]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[03:13:39]

Kita bantah dalam tiga bagian, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, mohon
dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:13:53]
Baik.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[03:13:57]

6.3 Terkait dalil Pemohon pada angka 6 dan angka 7 adanya
penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pihak Terkait,
Pemohon tidak dapat menjelaskan berapa jumlah suara penambahan di
setiap TPS, serta dari sumber mana suara yang digunakan untuk
penambahan suara tersebut. Selanjutnya, mohon dianggap telah
dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:14:19]
Ya. Silakan, lanjut.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[03:14:20]

6.4 Sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada angka 8,
terkait permintaan penghitungan ulang suara pada TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5
Desa Lumoy pada PPK Kecamatan Ambalau, dengan adanya alasan
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kecurangan, sementara tidak ada catatan kejadian khusus atau
keberatan dari saksi-saksi partai di tingkat TPS.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:14:51]

Ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[03:14:52]

6.5 Berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 9 dan angka 10,
mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:14:53]

Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[03:14:55]

6.6 Berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 11, angka 12,
angka 13, dan angka 14, bahwa telah terjadi pengurangan suara Partai
Demokrat. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:15:06]

Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[03:15:08]

Dikuatkan dengan Bukti PT-7 dan PT-3.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:15:13]

Baik.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[03:15:13]

6.7 Berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon pada angka 15,
mohon dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:15:21]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[03:15:22]

6.8 Sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada angka 16,
Pemohon menyatakan bahwa terbukti telah terjadi penambahan suara
oleh Termohon untuk Caleg Partai Keadilan Sejahtera, namun Pemohon
tidak dapat menjelaskan atau menjabarkan jumlah angka penambahan
suara di setiap TPS tersebut dan sumber mana suara yang digunakan
untuk penambahan, sehingga klaim terbukti oleh Pemohon tersebut tidak
beralasan dan tidak disertai bukti yang sah.

3. Petitum.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:15:51]
Petitum.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[03:15:54]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak
Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

360 Tahun 2024 dan seterusnya, sepanjang Daerah Pemilihan
Buru Selatan 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten
Buru Selatan.



984.

985.

986.

987.

147

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:16:23]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[03:16:23]

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait
untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan,
pada Daerah Pemilihan Buru Selatan 2 yang benar adalah,
sebagai berikut.

Partai Keadilan Sejahtera=1.177.
Partai Demokrat=1.113.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang

Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:16:50]

Terima kasih. Sudah menggunakan waktu dengan efisien, jelas
strike to the point. Ya. kita dengarkan Bawaslu, kami persilakan untuk
menyampaikan pokok-pokok keterangan dari Bawaslu. Silakan.

BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [03:17:05]

Izin, Yang Mulia, untuk membacakan.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.
Bahwa berdasarkan dalil permohonan, dalam Perkara Nomor 60
dianggap dibacakan. Dengan ini Bawaslu Provinsi Maluku memberikan
keterangan, sebagai berikut.

1. Bahwa terkait dengan permasalahan yang dijadikan sebagai dalil
Pemohon Bawaslu Provinsi Maluku melalui Bawaslu Kabupaten Buru
Selatan, tidak menerima laporan atau temuan dengan dugaan
pelanggaran maupun laporan penyelesaian sengketa yang dilaporkan
atau ditangani oleh Bawaslu Provinsi Maluku, melalui Bawaslu Buru
Selatan selama tahapan rekapitulasi dan perhitungan suara, baik itu
di tingkat Kecamatan Ambalau, maupun Rapat Pleno rekapitulasi di
tingkat kabupaten

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon, terkait dengan pengurangan
atau penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada
Partai Keadilan Sejahtera, maka berdasarkan hasil pengawasan
Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajarannya, telah menjelaskan
bahwa selama tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS
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02, Desa Elara dan TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05,
Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau tidak ditemukan adanya
kecurangan tersebut.

988. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:18:20]

He em, Oke.

989. BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [03:18:27]

990.

991.

992.

993.

3.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, terkait dengan telah hilangnya
satu suara untuk Partai Demokrat di TPS 03 Desa Lumoy, yang mana
tercatat dalam Model C.Hasil DPRD Kabupaten/kota TPS 03 Desa
Lumoy, namun tidak tercatat dalam Model C.Hasil Salinan DPRD
Kabupaten/kota TPS 03 Desa Lumoy, maka dengan ini dijelaskan
bahwa mengenai dalil permohonan tersebut telah dilakukan
pembetulan angka, pada saat rekapitulasi Pleno suara di panitia
pemilihan Kecamatan PPK Ambalau dan suara Partai Demokrat yang
tidak ada tersebut dicatat, menjadi ada dan disahkan dan tidak ada
suara yang hilang.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:19:02]

Oke.

BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [03:19:03]

4.

Bahwa terkait dengan dalil permohonan ini, menyebutkan telah
terjadi kecurangan oleh KPPS di TPS 03, Desa Lumoy terkait dengan
penggunaan tipp-ex, maka dengan ini dijelaskan bahwa berdasarkan
hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajarannya bahwa
penggunaan tipp-ex tersebut, bukan untuk mengurangi angka atau
untuk melakukan kecurangan, tetapi hanya melakukan pembetulan
terkait dengan angka yang salah tulis.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:19:30]

Oke.

BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [03:19:31]

5.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan terkait dengan usulan
pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak dilakukan oleh KPU
Kabupaten Buru Selatan, maka dengan ini Bawaslu Provinsi Maluku
melalui Buru ... Bawaslu Buru Selatan, menjelaskan bahwa usulan
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yang disampaikan untuk PSU tersebut tidak bisa dilakukan karena
tidak berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku,
melalui Bawaslu Buru Selatan tidak menemukan adanya dugaan
pelanggaran pada TPS 02 Desa Elara, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS
04, dan TPS 05 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau.

Demikian, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:20:09]

Terima kasih. Singkat, padat, jelas yang disampaikan Bawaslu.
Cukup, ya? Lanjut, Pak Ketua?

Oke, kita selesaikan Perkara 60. Berikutnya 244, ya. Baik, ini
perkara 244, Pemohonnya Partai Demokrat dan ada Pihak Terkait,
Darwis Rumakey, ya? Tapi perorangan. Hadir, apa enggak ini? Enggak
ada, ya? Ada yang mewakili Pak Darwis? Ada. Ya, kita persilakan. Kuasa
Termohon untuk menyampaikan jawaban, atas permohonan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:21:06]
Terima kasih. 1zin, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:21:08]
Ya, silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:21:10]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur
Dapil 2, Tahun 2024 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Partai
Demokrat untuk wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi
Maluku.

Izin, Yang Mulia, kami lanjut ke eksepsi.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:21:33]

Ya, Kedudukan Hukum, Permohonan obscuur libel, dianggap
dibacakan, ya. Langsung saja ke Pokok Permohonan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:21:43]
Siap, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan.

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil dan argumentasi Pemohon,
kecuali diakui secara tegas oleh Termohon, bahwa seluruh bagian
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yang diuraikan oleh Termohon pada bagian eksepsi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara.

2. Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun
2024, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
dan seterusnya.

Lanjut izin, Yang Mulia, ke angka ... nomor ketiga.

1000. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:22:28]
Ya.
1001.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:22:29]

3. Bahwa menurut Pemohon, sebagaimana Dalil Nomor 2 halaman 8,
perolehan suara Pemohon di Dapil 2, Kabupaten Seram Bagian Timur
di internal Partai Demokrat adalah sebagai berikut.

1002.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:22:42]
Oke, dibacakan, ya? Ya.
1003.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:22:43]

Tabel anggap dibacakan, Yang Mulia.

4. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti Dalil Pemohon tersebut
adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil Rekapitulasi di Tingkat
Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana Model D.Hasil
Kabko/DPRD-Kabko (vide Bukti ... Bukti T-3).

Perolehan suara internal Partai Demokrat untuk pengisian Anggota

DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 2, jumlah yang benar

menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Tabel persandingan, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1004.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:23:23]
Ya, ya.
1005.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:23:26]

Penjelasan Termohon. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi
tersebut, Suara Pemohon di seluruh Kecamatan di Dapil 2, Seram Bagian
Timur adalah sebesar 887. Sedangkan Suara Darwis Rumakey adalah
920 suara.
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1006.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:23:46]
Ya.
1007.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:23:46]

Dengan perincian, 6 suara di Kecamatan Seram Timur,
sebagaimana Model D.Hasil Kecamatan Seram Timur (Vide Bukti T-4)
Kecamatan Tutuk Tolu 895 suara, sebagaimana Model D.Hasil
Kecamatan Tutuk Toli[sic!], vide Bukti T-5, di Kecamatan Kilmury=0
suara. Sebagaimada ... sebagaimana Model D.Hasil Kecamatan Kilmury,
vide Bukti T-6, di Kecamatan Kian Darat=14 suara .. 5 suara,
sebagaimana Model D.Hasil Kecamatan Kecamatan Kian Darat, vide Bukti
T-7. Di Kecamatan Siritaun Wida Timur=5 suara. Sebagaimana Model
D.Hasil Kecamatan Siritaun Wida Timur, vide Bukti T-8.

1008.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:24:43]
Oke.
1009.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:24:46]

5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 halaman 10 ... 9 sampai
dengan 10, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada
penggelembungan suara sebanyak 215 di Kecamatan Tutuk Tolu adalah
tidak benar.

1010.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:25:04]
Enggak, ini penjelasannya enggak us ... dianggap dibacakan, ya?
1011.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:25:06]
Penjelasan ... siap, Yang Mulia.
1012.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:25:09]
Tabel. Lanjut.
1013.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:25:11]

Yang Mulia, lanjut ke angka 6, halaman 8.
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1014.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:25:16]

Ya.

1015.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:25:16]

Bahwa tuduhan, telah terjadi penambahan suara pada Calon
Nomor Urut 2, Darwis Rumakey, sejumlah 215 suara pada Kecamatan
Tutuk Tolu merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak sesuai
dengan penetapan hasil rekapitulasi pada Kecamatan Tutuk Tolu yang
dilaksanakan mulai tanggal 18 Februari sampai 5 Maret 2024. Hal ini
dibuktikan juga dengan tidak adanya keberatan dari saksi partai,
termasuk partai Pemohon ataupun laporan hasil pengawasan
Panwascam yang menerangkan adanya kekeliruan dalam proses

rekapitulasi di tingkat kecamatan (...)
1016.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:25:58]
Ya.
1017.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:25:58]
Dan saksi Pemohon menandatangani Model D.Hasil (...)
1018.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:26:02]
Oke.
1019.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:26:03]
Kecamatan Tutuk Tolu, vide Bukti T-5. Izin, Yang Mulia.
1020.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:26:09]
Oke.
1021.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:26:09]
Kami melanjutkan (...)
1022.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:26:11]

Ke Petitum, langsung.
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1023.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:26:16]
Ke Petitum, Yang Mulia.

1024.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:26:17]
Ya.

1025.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:26:18]

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
keputusan sebagai berikut.

1026.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:26:30]
Ya.
1027.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:26:31]

I. Dalam eksepsi.
1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum
atau legal standing.
3. Menyatakan Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak
jelas, obscuur libel.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
I1. Dalam Pokok Perkara.
1.  Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024. Dan
seterusnya (...)

1028.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:27:14]
Ya.
1029.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:27:12]

3. Menetapkan hasil perolehan suara caleg dan Partai
Demokrat yang benar menurut Termohon untuk pengisian
Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur
Daerah Pemilihan Dapil 2 sebagai berikut.

Partai Demokrat=42 suara. Darwis Rumakey, S.IP=920
suara. Fandy Anwar Renjaan, S.,E.=887 suara.
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Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

1030.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:27:54]

Terima kasih Kuasa Termohon.

Di Pihak Terkaitnya, enggak ada Pihak Terkait, ya.

Oke, kita ke Bawaslu. Ini mohon pokok-pokoknya saja Bawaslu,
karena ini masuk kategori derbi Partai Demokrat, nih. Ya, apa pun
putusannya kursinya tetap punya Partai Demokrat. Gitu, ya.

Terima kasih, kami persilakan Bawaslu.

1031.BAWASLU: SAMSUN NINILOUW [03:28:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, menyampaikan keterangan terkait Perkara 244.

Bahwa Pemohon mendalirkan dalam Pokok Permohonan
berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang dibuat atau ditetapkan
oleh Termohon berdasarkan Model C.Hasil atau Plano dan seterusnya
dianggap dibacakan.

Bawaslu menerangkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil
pengawasan yang berkaitan dengan Dalil dalam Pokok Permohonan,
tentang penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU,
Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Model D.Hasil dan
seterusnya dianggap dibacakan.

Dengan data hasil perolehan suara untuk Calon Legislatif Nomor
Urut 2 atas nama Darwis Rumakey, S.IP. adalah sebanyak 920 suara dan
perolehan suara Calon Legislatif Nomor 7 atas nama Pandi Anwar
Renjaan, S.E, atau Pemohon adalah sebanyak 887 suara. Tabel dianggap
dibacakan (Bukti PK-32-2).

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan tersebut, hasil
pencermatan dengan menyandingkan Model D.Hasil Kecamatan DPRD-
Kabko dengan Model D.Hasil Kab ... Kabupaten DPRD-Kabko Dapil Seram
Bagian Timur 2, didapati perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 2
atas nama Darwis Rumakey, S.IP., sejumlah 920 suara dan Calon
Legislatif Nomor 7 atas nama Pandi Anwar Renjaan, S.E. sejumlah 887
suara.

Bahwa berdasarkan hasil laporan ... mohon maaf kami ulangi,
berdasarkan laporan hasil pengawasan yang tertuang dalam Laporan
Nomor 115 dan seterusnya dianggap dibacakan. Tertanggal 9 Maret
2024 tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai
Demokrat.
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2. Bahwa Pemohon mendalirkan dalam pokok permohonan terkait
perubahan dan penambahan suara sebanyak 215 suara, yang terjadi di
PPK, Kecamatan Tutuk Tolu. Berikut Bawaslu memberikan keterangan.

Bahwa berdasarkan hasil pengamatan berkaitan dengan dalil
tersebut, terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di
tingkat kecamatan Tutuk Tolu, atas data hasil pengawasan yang
dilakukan oleh pengawas TPS berkaitan dengan perolehan suara untuk
Partai Demokrat Dapil Seram Bagian Timur II, melalui Model C.Hasil
Salinan DPRD-Kabko dari 25 TPS yang diterima oleh pengawas TPS dan
Model D.Hasil kecamatan DPRD-Kabko Kecamatan Tutuk Tolu yang
diterima oleh Bawaslu, Kecamatan Tutok Tolu, sesuai dengan tabel
dianggap dibacakan (Bukti PK-32-3).

Bahwa berdasarkan hasil penceramatan dengan menyandingkan
Model C.Hasil dan seterusnya dianggap dibacakan, dengan D.Hasil
Kecamatan Tutuk Tolu sebanyak 25 TPS yang didapatkan oleh jajaran
Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana yang diuraikan
dalam tabel yang dianggap dibacakan.

Didapati perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 2 atas nama
Darwis Rumakey, S.IP. sejumlah 895 suara dan Calon Legislatif Nomor
Urut 7 atas nama Pandi Anwar Renjaan, S.E., sejumlah 97 suara.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 115 dan
seterusnya dianggap dibacakan, tetanggal 9 Maret tidak terdapat
keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Demokrat, vide Bukti PK-
32-3.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Pokok Permohonan pada
Rapat Pleno terbuka KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 12
Maret 2024 kembali menetapkan hasil perolehan suara sah di Kecamatan
Tutuk Tolu. Bawaslu memberi keterangan sebagai berikut.

Sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Model A yang
Nomor 115 dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 9 Maret
2024. Bukti PK-32-4, yang pada pokoknya menyatakan hasil penetapan
Kecamatan Tutuk Tolu oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur,
ditetapkan dan disahkan, tanggal 9 Maret 2024, serta tidak ada
keberatan dari saksi Partai Politik yang hadir selama proses rekapitulasi
berlangsung.

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa sikap dan tindakan PPK
Kecamatan Tutuk ... Kecamatan Tutuk Tolu, yang telah menambahkan
suara sah dan ... dan tindakan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang
telah menetapkan penambahan suara dimaksud pada Calon Nomor Urut
02 merupakan bagian dari pelanggaran. Berikut keterangan Bawaslu.

Bahwa benar ada laporan dengan Nomor 03 dan seterusnya
dianggap dibacakan, tertanggal 15 Maret 2024, yang disampaikan oleh
Pandi Anwar Renjaan, S.E., melalui Kuasa Hukumnya yang bernama
Abdul Ghafur Retop, S.H., M.H. kepada Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.
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Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah ... telah
memproses dan memutus perkara tersebut dengan Nomor Putusan 003
dan seterusnya, dianggap dibacakan yang pada pokoknya menyatakan
bahwa terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tutuk Tolu tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar
tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, vide Bukti PK-32-1.

Demikian, Yang Mulia.

1032.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:34:14]

Terima kasih, Bawaslu, atas keterangannya.

Dengan demikian, sudah kita selesaikan untuk Perkara Nomor
244,

Saya kembalikan kepada Yang Mulia, Pak Ketua Panel.

1033.KETUA: SALDI ISRA [03:34:29]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.
Berikutnya, kita masuk ke Perkara Nomor 236.
Di persilakan, Yang Mulia, Pak Ridwan.

1034.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:34:42]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.
Perkara Nomor 236, silakan jawaban dari Pihak Termohon. Pokok-
pokoknya saja, Pak, ya.

1035.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [03:34:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam hal ini Termohon memberikan jawaban terhadap perkara
yang dimohonkan oleh Pemohon perseorangan Partai Amanat Nasional
atas nama Nurmiati La Abusaleh untuk wilayah Provinsi Maluku sebagai
berikut.

Dalam eksepsi, 1.1, mohon dianggap dibacakan.

1.2 Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon
tidak memiliki kedudukan hukum dengan dasar dan alasan sebagai
berikut.

1. Sebagaimana terurai dalam Kewenangan Mahkamah, Pemohon
terbukti dalam permohonannya tidak memenuhi unsur perseorangan
Calon Anggota DPRD sebagai Pemohon di MK, yakni perseorangan
Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama
berdasar uraian dalil permohonan angka 4.1 huruf A dan B, halaman 5
sampai 7 dan angka 41.1 huruf C ... melainkan ... dan seterusnya
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melainkan pokok permohonannya adalah sengketa antara PAN dengan
Partai Golkar dan Partai Demokrat, maka Pemohon tidak memenuhi
syarat memiliki Kedudukan Hukum Legal Standing berdasarkan
Putusan MK Nomor 74 PHPU/C/VII/2009[sic!], tanggal 23 Juni 2009,
mengenai sengketa antarcaleg dalam satu parpol dan Pasal 3 ayat (1)
Huruf b PMK 2, Tahun 2003, yang secara tegas menyatakan Pemohon
dalam perkara PHPU adalah perseorangan calon anggota DPR dan
DPRD dalam satu partai politik yang sama.
Untuk angka 2, mohon dianggap dibacakan.

1036.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:36:39]
Ya.
1037.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [03:36:40]

1.3, mohon dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon,
Termohon pada pokoknya yang menyatakan perolehan suara Pemohon
yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI,
DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota Dapil Maluku
Tengah 3, tahun 2024, adalah sebagai berikut.

2.1, mohon dianggap dibacakan.

1038.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:37:08]
Ya, tabel, lewat.
1039.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [03:37:10]

Bahwa pengumuman dalam posita angka 4.1 huruf A sampai
dengan huruf C, D, F, H, dan I, halaman 5 sampai 9, mohon dianggap
dibacakan.

Terhadap rekomendasi tersebut, Termohon hanya menindaklanjuti
penghitungan ulang di TPS 2 dan TPS 3.

Kemudian, Bawaslu Maluku Tengah  merekomendasikan
Termohon, melakukan penghitungan ulang di TPS 1, TPS 4, dan TPS 6,
TPS 5, maaf, TPS 5, yang menurut Pemohon tidak pernah dilaksanakan
sampai permohonan perkara a quo. Menurut Termohon, dalil-dalil
Pemohon tersebut sebagai berikut.

Satu. Pemohon mendalilkan dalam permohonannya di tiga
kecamatan, yaitu Kecamatan Tehoru, Kecamatan Telutih, dan Kecamatan
Banda. Bukti T-3, T-4, T-5. Namun, Pemohon hanya menguraikan TPS di
dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tehoru dan Kecamatan Telutih.
Mengenai rekomendasi Panwascam, melakukan penghitungan ulang,
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termohon telah menjalankan rekomendasi Panwascam Tehoru, sesuai
ketentuan yang berlaku dan mengenai tidak dijalankannya sebagian
penghitungan ulang di TPS melalui mekanisme dan prosedur, serta
dengan alasan yang dibenarkan hukum (Bukti T-3 sampai dengan T-8).

Bahwa benar, Panwascam Tehoru telah merekomendasikan PPK
Kecamatan Tehoru untuk melakukan penghitungan ulang di TPS 01, TPS
02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Yaputih (Bukti T-2).

4. PPK kemudian membalas surat tersebut bahwa rekomendasi
perhitungan ulang pada 5 TPS tidak memenuhi unsur dan terdapat
adanya penyampaian secara tegas dari anggota Panwascam, bahwa
yang menjadi titik berat dalam rekomendasi hanya pada dua TPS yang
dilakukan penghitungan ulang, yakni TPS 02 dan TPS 03 Yaputih sesuai
kesimpulan Panwascam.

5. bahwa anggota Panwascam Agus Salim Kei, menyampaikan
tetap menghitung saran normal TPS 01, 04, dan 05 karena tidak cukup
bukti. Saran menghitung normal juga telah dikonfirmasi kepada Ketua
Panwascam oleh Ketua PPK melalui via telepon, karena saat itu Ketua
Panwasam dan anggotanya tidak hadir saat skorsing telah dibuka yang
hanya dihadiri staf Panwascam.

Penyampaian Ketua Panwascam pada pokoknya melanjutkan
rekapitulasi Desa Yaputih secara normal. Kemudian anggota Panwascam
atas nama Agus Salim Kei hadir dan ketika dikonfirmasi PPK dan saksi
partai politik menjelaskan bahwa TPS sisa tidak bisa dihitung ulang
karena tidak cukup bukti, maka PPK Tehoru melakukan rekapitulasi
hanya pada tiga TPS Desa Yaputih tersebut secara normal.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak dilaksanakannya
penghitungan ulang tersebut karena tidak terbukti adanya pelanggaran
administrasi, Bukti T-2 dan telah dikonfirmasi oleh Panwascam.

7. Bahwa rekomendasi Bawaslu Nomor 04 dan seterusnya,
tanggal 13 Maret 2024 untuk melakukan penghitungan ulang di 5 TPS
tersebut kepada Termohon, Termohon KPU Kabupaten Maluku Tengah
sesuai berita acara Nomor 56 dan seterusnya, tanggal 13 Maret 2024.
Dalam Rapat Pleno tindak lanjut rekomendasi Bawaslu, Maluku Tengah
memutuskan bahwa rekomendasi Bawaslu, Maluku Tengah tidak dapat
dilaksanakan karena terkait tahapan pemilu bahwa pelaksanaan
rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024
sampai dengan 10 Maret 2024. Dan di tingkat nasional, 22 Februari
sampai dengan 20 Maret 2024 dengan merujuk kepada ketentuan
peraturan yang berlaku, Bukti T-21

8. Bahwa tidak dilaksanakannya sebagian rekomendasi
Panwascam sebelumnya karena saran dari Panwascam dan substansi
rekomendasi yang sesungguhnya pelanggaran administrasi hanya
terbukti di 2 TPS.
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1040.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:41:04]

Ya, Petitum.

1041.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [03:41:10]

Ada pun ... baik.
Petitum.
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon

memohon kepada Mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut.

—

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, legal

Menyatakan Permohonan Pemohon bukan Kewenangan Mahkamah.

standing dalam perkara a quo.

. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, obscuur

libel.

. Menyatakan pemeriksaan Pokok Permohonan tidak dilanjutkan atau

setidak-tidaknyanya diputus tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara.

. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal ... mohon dikoreksi, 20 Maret
2024.

. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian

keanggotaan DPD Kabupaten/kota sebagai berikut.
Satu, nomor ... Nomor satu Nurmiati La Abusaleh perolehan

suara=1.490.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim, Pemeriksa pada

Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-
adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

1042.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:42:34]

Terima kasih, Kuasa Hukum Termohon.
Pihak Terkait tidak ada.
Bawaslu, silakan. Pokok-pokoknya saja, Bu.
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1043.BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:42:38]
Siap.

1044.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:42:38]
Silakan, manfaatkan waktu.

1045.BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:42:40]

Ya, baik. Terima kasih, izin Ketua dan Anggota Majelis Yang Mulia.

Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan telah
terjadi penggelembungan suara pada Partai Golongan Karya dan Partai
Demokrat, sehingga terjadi selisih perolehan suara yang telah ditetapkan
oleh Termohon serta tidak ditindaklanjuti rekomendasi Panwaslu
Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Untuk dilakukan
penghitungan suara ulang terhadap hasil perolehan suara pada TPS 01,
TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Yaputi, Kecamatan Tehoru,
Kabupaten Maluku Tengah. Tindak lanjut laporan dan temuan yang
berkenaan dengan pokok permohonan. Bahwa bawaslu Kabupaten
Maluku Tengah pada, tanggal 22 Februari 2024 telah menerima laporan
dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh pelapor
atas nama Iwan Hatuina, yang didalam lapor ... laporan pelapor
menerangkan bahwa proses penghitungan perolehan suara pada tanggal
14 Februari 2024, pada TPS 01, 02, 03, 04, dan 05 Desa Yaputih,
Kecamatan Tehoru, telah melakukan penghitungan suara tidak secara
transparan atau terbuka tanpa meneliti hasil pencoblosan oleh pemilih
terdapat suara ... surat suara yang digunakan, Bukti PK-32-1.

Bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas
nama Iwan Hatuina, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah
melakukan kajian awal dengan hasil, yaitu dengan hasil laporan yang
disampaikan oleh pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil dilim
... dan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tehoru berdasarkan
tempat kejadian atau locus, untuk ditindaklanjuti yang kemudian Panwas
Kecamatan Tehoru mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor
Rekomendasi 06 dan seterusnya, dianggap dibacakan pada tanggal 23
Februari 2024 kepada PPK Kecamatan Tehoru untuk melakukan
penghitungan suara ulang terhadap hasil perolehan suara pada TPS 1, 2,
3, 4, dan 5 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru untuk jenis pemilihan
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, dalam proses rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, Bukti 32-2.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan
Tehoru Nomor 042 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Sesungguhnya
PPK Kecamatan Tehoru telah melaksanakan rekomendasi Panwas
Kecamatan Tehoru dengan melakukan pembukaan kotak suara untuk
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dilakukan penghitungan suara ulang pada jenis Pemilihan Umum Calon
Anggota DPRD Kabupaten hanya untuk TPS 2 dan TPS 3, sedangkan
untuk TPS 1, 4, dan 5 tidak dilakukan penghitungan suara ulang dengan
alasan sebagaimana tertuang dalam Surat PPK Kecamatan Tehoru
Nomor 001 dan seterusnya, dianggap dibacakan, pada tanggal 24
Februari 2024.

Bahwa untuk TPS 1, TPS 4, TPS 5 tidak cukup bukti untuk
dilakukan pembukaan kotak suara.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan
rekomendasi Nomor 04 dan seterusnya, dianggap dibacakan, tanggal 13
Maret 2024, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah
untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS 01, 4, dan TPS 5
Kecamatan Tehoru. Akan tetapi, tidak ditindaklanjuti oleh KPU
Kabupaten Maluku Tengah tanpa disertai alasan hukum, tidak dilakukan
... tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku
Tengah, Bukti PK-32-4.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan selisih hasil
perolehan suara partai politik dan calon, telah dilakukan persandingan
data hasil perolehan suara yang bersumber dari Formulir Model C.Hasil
dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten, sebagaimana
data hasil pengawas Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang telah
dituangkan dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada Majelis.

Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan, Yang
Mulia.

1046.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:47:35]

Baik. Terima kasih, dari Bawaslu. Berikutnya Perkara Nomor 252,
silakan.

Kuasa Hukum Termohon dengan jawabannya, pokok-pokoknya
saja.

1047.KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD KHOIRONI [03:47:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin untuk menyampaikan jawaban Termohon, Komisi
Pemilihan Umum dalam ...Perse... Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun
2004[sic!] terhadap Perkara Nomor 252 seterusnya, dianggap dibacakan
oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk wilayah Provinsi
Maluku ... Provinsi Maluku. Dalam eksepsi, mohon dianggap dibacakan.

1048.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:48:27]

Ya.
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1049.KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD KHOIRONI [03:48:27]

Selanjutnya, dalam pokok ...per... permohonan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya
menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh
pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah
pemilihan Maluku Tengah 3, adalah sebagai berikut, (Bukti T-1 dan Bukti
T-4).

2.1. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk
pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku
Tengah 3, tabel persandingan mohon dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara di atas,
menurut Termohon adalah sebagai berikut. Bahwa pleno rekapitulasi
perolehan suara untuk Desa Tehua, Kecamatan Telutih, Kabupaten
Maluku Tengah, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Poin 2 mohon dianggap dibacakan.

Selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak benar terjadi penambahan
suara Partai Golkar di Kecamatan Telutih, untuk DPRD Kabupaten/Kota
Maluku Tengah. Perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Telutih
adalah 1.567 suara (Bukti T-4 dan bukti T-5).

Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 01 Desa Wolu,
Kecamatan Telutih (...)

1050.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:49:52]
Telutih (...)
1051.KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD KHOIRONI [03:49:52]

Selanjutnya dianggap dibacakan, 4 sampai dengan 15 pada
pokoknya berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, ini
menjelaskan suara perolehan Partai Golkar merupakan hasil koreksi dari
tingkat TPS.

Selanjutnya, halaman 7 poin 15. Berdasarkan uraian di atas,
perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku
Tengah, adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mohon dianggap
dibacakan.

1052.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:50:33]

Ya, lanjut.
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1053.KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD KHOIRONI [03:50:33]

Poin 16, bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 dalam rekapitulasi
di Tingkat Kecamatan Tehoru, untuk TPS 04 Desa Telutih Baru, terdapat
kekeliruan dalam penulisan angka C.Hasil Salinan untuk perolehan suara
Pemohon. Seharusnya angkanya adalah 85, tetapi ditulis 86. PPK
mengambil langkah untuk menyesuaikan angka sambil meminta
tanggapan dan masukan Panwas, serta saksi yang hadir dalam forum
rekapitulasi. Panwas dan saksi menyetujui untuk menyesuaikan angka
yang salah ke angka yang benar, yakni yang sebelumnya angka 86
menjadi 85.

Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 04 Desa Telutih Baru,
Kecamatan Tehoru, berdasarkan Form Model D.Hasil kecamatan adalah
sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan.

1054.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:51:29]
Ya.
1055.KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD KHOIRONI [03:51:30]

Bahwa tidak ada penambahan maupun pengurangan suara di TPS
04 Desa Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, baik terhadap suara Pemohon
maupun Partai Golkar.

Bahwa penyelenggaraan rapat pleno rekapitulasi perhitungan
perolehan suara Tingkat Kecamatan Tehoru, terhadap TPS 01, TPS 02,
TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru, telah
berjalan dan transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 di Desa Tehoru, PPK
Tehoru membacakan surat ulang jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota,
Desa Yaputih untuk TPS 002 dan TPS 03 atas laporan masyarakat.
Panwascam Kecamatan Tehoru mengeluarkan rekomendasi perhitungan
suara ulang yang di mana isi rekomendasi menganalisis 3 TPS, yakni TPS
01, TPS 04, dan TPS 05, serta merekomendasikan perhitungan suara
ulang di 2 TPS, yakni TPS 02 dan TPS 03 sesuai laporan masyarakat atas
nama Iwan Hatuina melalui Surat Nomor 06 selanjutnya.

1056.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:52:54]
Nomor 25.
1057.KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD KHOIRONI [03:52:56]

Poin 21 sampai 24 mohon dianggap dibacakan.
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1058.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:53:00]
Ya, ya.
1059.KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD KHOIRONI [03:53:01]

Selanjutnya Poin 25. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti
rekomendasi Bawaslu melalui Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah Nomor 56/PL.01.8-BA dianggap dibacakan.
Perihal tidak lan ... tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku
Tengah Nomor 04, dianggap dibacakan.

Lanjut ke Petitum, Yang Mulia.

1060.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:53:27]
Ya.
1061.KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD KHOIRONI [03:53:28]

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk

seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam pokok perkara:
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan
Umum, dianggap dibacakan.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Pemohon
yang benar sepanjang Dapil Maluku Tengah 3 sebagai berikut.
Nomor ... nama calon dan Partai Politik Partai Persatuan
Pembangunan perolehan suara 2.617.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah
Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Hormat taklim kami.

1062.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:54:30]

Ya, terima kasih kuasa hukum Termohon.
Selanjutnya, dari Bawaslu. Silakan keterangannya. Nah, gantian.
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1063.BAWASLU: STEVIN MELAY [03:54:39]
Baik.
1064.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:54:38]

Kasihan Ibunya pingsan nanti kalau terus-terusan. Masih kuat, Ibu?
Nah, istirahat dulu. Silakan, Pak. Tapi pokok-pokoknya saja, ya.

1065.BAWASLU: STEVIN MELAY [03:54:47]
Siap.
1066.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:54:49]
Biar cepat.
1067.BAWASLU: STEVIN MELAY [03:54:50]

Baik. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya Stevin Melay
kembali membacakan keterangan Bawaslu Provinsi Maluku, Perkara
Nomor 5 ... 252.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menindaklanjuti
laporan sebagaimana dalam Formulir B.1 atas nama Iwan Hautina yang
pada pokoknya pelapor menerangkan dalam uraian laporannya bahwa
pada saat proses penghitungan perolehan suara tanggal 14 Februari
2024 pada TPS 01 sampai TPS 05 Desa Yaputih telah dilakukan secara
transparan ... maaf izin diulangi ... Desa Yaputih dilakukan tidak secara
transparan dan terbuka dan/atau tanpa meneliti hasil pencoblosan oleh
pemilih terhadap surat suara yang digunakan.

2. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Maluku
Tengah Nomor 011 dianggap dibacakan, pada laporan atas nama Iwan
Hautina yang mana setelah memenuhi syarat materiil dan formil, maka
Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melimpahkan laporan tersebut
kepada Panwaslu Kecamatan Tehoru untuk ditindaklanjuti dengan
melakukan langkah  pencegahan berupa mengeluarkan  Surat
Rekomendasi Nomor 06, dianggap dibacakan. Bukti PK.32-1.

3. Bahwa, terhadap dalil Pemohon terkait penambahan suara Partai
Golkar, maka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan
Telutih, pada tanggal 2 sampai 10 Maret 2024 yang dituangkan dalam
LHP Nomor 029, dianggap dibacakan. Tanggal 10 Maret yang pada
pokoknya, Panwaslu Kecamatan Telutih, telah mengeluarkan
rekomendasi terhadap PPK Kecamatan Telutih untuk melakukan
penghitungan suara ulang pada TPS 01 sampai dengan TPS 08 Desa
Tehua, Bukti PK.32-4.
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4. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih
pada tanggal 1 sampai dengan 2 Maret yang dituangkan dalam LHP
Nomor 030, dianggap dibacakan.

1068.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:56:54]
Ya.
1069.BAWASLU: STEVIN MELAY [03:56:54]

Tanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa
dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat
Kecamatan Telutih untuk TPS 01 sampai dengan TPS 07, pada Desa
Wolu, berlangsung dengan baik tanpa ada masalah maupun keberatan
dari saksi selama proses rekapitulasi berlangsung. Bukti PK.32-5.
Demikian, keterangan dari Bawaslu Provinsi Maluku.

Salam, terima kasih, Yang Mulia.

1070.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:57:26]

Ya, luar biasa memang dari Bawaslu.
Makin malam, makin panas, ya. Ya, baik. Terima kasih. Saya
kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

1071.KETUA: SALDI ISRA [03:57:38]

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ridwan.

Ini yang terakhir nih, untuk Maluku Utara. Mohon maaf, Maluku.
Permohonan Nomor 262. Silakan, Pihak ... apa ... Termohon, Kuasa
Termohon.

1072.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:57:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

Jawaban Termohon, Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan
hasil pemilihan umum, Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024
terhadap Perkara Nomor 262 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai
Gerindra pengisian Calon Anggota DPRD Kota Ambon, di Provinsi Maluku
Daerah Pemilihan Ambon 2. Langsung ke eksepsi, Yang Mulia.

1073.KETUA: SALDI ISRA [03:58:22]

Ya.



167

1074.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:58:27]
Dalam eksepsi, mengenai obscuur libel, dianggap dibacakan.
1075.KETUA: SALDI ISRA [03:58:28]
Oke, dianggap dibacakan. Dalam pokok permohonan?
1076.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:58:34]
Yang kedua, dalam pokok permohonan. Bahwa terhadap dalil
Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara
Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota
DPRD Kota Ambon, di Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Ambon 2 adalah
sebagai berikut. Persandingan dianggap dibacakan, Yang Mulia.
1077.KETUA: SALDI ISRA [03:58:41]
Ya.
1078.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:58:46]
Untuk poin 1 dan poin 2, dianggap dibacakan.
1079.KETUA: SALDI ISRA [03:58:53]
Ya.
1080.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:58:58]
Lanjut, ke 2.2, mengenai persandingan perolehan suara (...)
1081.KETUA: SALDI ISRA [03:59:01]
Persandingan.
1082.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:59:09]
Persandingan perolehan suara Partai Amanat Nasional, menurut
Termohon dan Pemohon pada tingkat kecamatan, di Kecamatan Sirimau

untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ambon, Dapil Kota Ambon 2.
Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.
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1083.KETUA: SALDI ISRA [03:59:09]
Oke. Itu yang jadi masalah yang 64, ya, yang selisihnya itu?
1084.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:59:14]
Betul, Yang Mulia.
1085.KETUA: SALDI ISRA [03:59:21]
Oke, lanjut.
1086.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:59:25]
Untuk poin 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.
1087.KETUA: SALDI ISRA [03:59:26]
Oke.
1088.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:59:27]

Lalu, selanjutnya tabel 2, dianggap dibacakan. Poin 4 sampai poin
15 ... 14, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1089.KETUA: SALDI ISRA [03:59:31]
Ya. Terus, 15.
1090.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:59:40]

Langsung kepada poin 15.

Bahwa, atas dalil Pemohon angka 2 halaman 8 tentang
bertambahnya suara PAN dari sebelumnya 0 menjadi 45 suara di TPS 25
Kelurahan Batu Merah yang kemudian menurut Termohon atas
rekomendasi oleh Bawaslu saat pleno di tingkat kecamatan dan telah
ditanggapi oleh pimpinan pleno, di tingkat kecamatan untuk dibuka
kembali Formulir Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota yang disaksikan
oleh para saksi dari partai politik yang hadir pada pleno di tingkat
kecamatan Sirimau. Dan setelah diteliti dan dilakukan penghitungan
suara ulang, ternyata apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar.
Karena sesuai Formulir Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota Bukti T-8
Partai Amanat Nasional memiliki perolehan suara 42, sehingga terhadap
hal ini dapat diterima oleh Saksi Pemohon, sehingga proses penepatan ...
penetapan dapat dilanjutkan kembali.
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16, bahwa terhadap dari (...)

1091.KETUA: SALDI ISRA [04:00:21]

Itu ketika itu ada Bawaslu, ya?

1092.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [04:00:21]

Ya, Yang Mulia.

1093.KETUA: SALDI ISRA [04:00:24]

Oke, nanti kita tanya Bawaslu. Lanjut.

1094.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [04:00:27]

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan
angka 8, halaman 9. PPK telah memberikan kesempatan yang sama
kepada saksi dari PKS maupun saksi dari Gerindra, tetapi sampai dengan
batas waktu yang diberikan, saksi Gerindra tidak kembali untuk
membawa atau menyampaikan bukti, hal tersebut hanya dilakukan oleh
saksi PKS. Dan atas hal tersebut, dalil Pemohon tentang perbedaan
perlakuan adalah tidak benar, karena Termohon telah memberikan
kesempatan dan perlakuan yang sama untuk setiap saksi.

17. Bahwa terhadap semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon
yang didasarkan pada C.Hasil Salinan yang mana angkanya berbeda
dengan C.Hasil, karena menurut Ketua PPK bahwa saksi Gerindra tidak
mencatat hasil di TPS, sehingga ketika melakukan rekapitulasi di tingkat
kecamatan, baru melakukan keberatan.

1095.KETUA: SALDI ISRA [04:01:12]

Oke. Lanjut, ke Petitum.

1096.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [04:01:15]

Baik. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,
Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
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2. Menyatakan benar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 360 dan selanjutnya sepanjang mengenai Daerah
Pemilihan Ambon 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota
Ambon, menetapkan perolehan suara ben ... yang benar untuk
pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota, sebagaimana
tabel Partai Politik Gerindra 2.425, PAN 2.481

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan seadil-adilnya.

1097.KETUA: SALDI ISRA [04:01:57]
Oke.
1098.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [04:01:57]
Hormat kami. Terima kasih, Yang Mulia.
1099.KETUA: SALDI ISRA [04:02:00]
Ini beda-beda tipis juga ini, ya, beda-beda tipis juga.
1100.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [04:02:04]
Ya.
1101.KETUA: SALDI ISRA [04:02:04]
Ya. Silakan, Pihak Terkait PAN.

1102.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262-02-12-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANGGARA SUWAHJIU
[04:02:11]

Ya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Yang terhormat, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan (ucapan
tidak terdengar jelas) yang kami muliakan. Kami akan menyampaikan
pokok-pokok keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 262 dan
seterusnya dianggap telah dibacakan.

Dalam eksepsi.

Permohonan Pemohon tidak jelas.

Permohonan Pemohon dengan Nomor Perkara 262 dan
seterusnya menurut Pihak Terkait tidak jelas berdasarkan alasan-alasan
seperti berikut. Paragraf 1 hingga (...)
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1103.KETUA: SALDI ISRA [04:02:35]

10.
1104.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262-02-12-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANGGARA SUWAHJU
[04:02:38]

Paragraf 10, dianggap telah dibacakan.

1105.KETUA: SALDI ISRA [04:02:41]

Oke.
1106.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262-02-12-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANGGARA SUWAHJU

[04:02:40]

Dalam Pokok Permohonan bahwa terhadap dalil Pemohon,
mengenai terjadinya penggelembungan suara untuk pengisian
keanggotaan DPRD Kota Ambon di beberapa TPS dapat disampaikan
beberapa hal sebagai berikut.

Paragraf 11 dan paragraf 12, dianggap dibacakan. Kemudian
keterangan Pemohon adalah tidak benar karena berdasarkan Formulir
Model D (Vide Bukti PT-3) perolehan suara Pemohon di Dapil Ambon 2
adalah sebesar 2.425, sementara suara Pihak Terkait di Daerah
Pemilihan Ambon 2 adalah sebesar 2.481 suara. Selain itu, saksi dari
Pemohon juga sudah menandatangani Formulir Model D tersebut,
sehingga penetapan suara yang ditetapkan oleh Termohon, baik untuk
Pemohon dan Pihak Terkait, pada pokoknya telah disetujui oleh
Pemohon.

Berdasarkan Formulir Hasil Salinan, Bukti PT-4A hingga K, dan
juga Formulir D (Vide Bukti PT-3) maka perolehan suara dari Pihak
Terkait adalah sebagai berikut. Tabel 1 dianggap telah dibacakan.

1107.KETUA: SALDI ISRA [04:03:37]

Ya.
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1108.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262-02-12-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANGGARA SUWAHJU
[04:03:37]

Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan, Vide Bukti PT-A hingga K,
dan juga Formulir D, Vide Bukti PT-3, maka perolehan suara dari
Pemohon adalah sebagai berikut. Tabel 2 dianggap telah dibacakan.

Pemohon mendalilkan jika pada pengisian Formulir Model C
sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon pada paragraf 6.2
halaman 8, petugas pengisian tersebut tidak dihadiri oleh saksi-saksi,
yang menyebabkan bertambahnya suara Pihak Terkait secara tidak sah.

Keterangan Pemohon ini tidak benar karena ketidakhadiran saksi-
saksi pada saat perhitungan suara dapat disebabkan oleh banyak hal, di
mana praktiknya yang banyak terjadi, para saksi dapat pergi dari TPS
untuk alasan-alasan yang tidak diketahui secara pasti. Namun,
berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan, vide Bukti PT-4D, para saksi
telah menandatangani formulir tersebut, yang secara hukum dapat
dinyatakan, jika para saksi hadir dan mengetujui hasil tabulasi yang
dilakukan oleh petugas KPPS.

Pemohon juga mendalilkan jika suara Pemohon berkurang di
Hative ... Hative kecil, TPS 14. Namun, keterangan ini tidak benar karena
pada kenyataannya tidak ada perbedaan antara hasil yang terdapat di
Formulir D Model D dan Formulir Model C.Hasil. Pemohon terbukti
mendapatkan suara sebesar 5 suara dan Pihak Terkait mendapatkan
suara sebesar 1 suara, Bukti PT-4L dan vide Bukti PT-3. Pemohon juga
mendalilkan telah meminta pencermatan kembali, pada PPK dan telah
mengajukan laporan dugaan pelanggaran pada Bawaslu, Kota Ambon,
vide Permohonan Pemohon paragraf 6.6, pada halaman 8. Keterangan
Pemohon ini tidak benar karena pada ... pada dasar ... Termohon pada
dasarnya telah melakukan pencermatan kembali, di mana terbukti
adanya koreksi terhadap perolehan suara Pihak Terkait, vide tabel 1 dan
koreksi terhadap perolehan suara Pemohon, vide tabel 2.

Kalaupun Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan dari Pemohon,
maka hal itu bisa jadi karena laporan Pemohon tidak memenuhi syarat
formil dan syarat materil, bukan karena sebab-sebab lainnya.

Dan demikian, Pihak Terkait memandang jika permohonan
diajukan oleh Pemohon, pada dasarnya tidak berdasar dan tidak
beralasan menurut hukum. Karena itu, Pihak Terkait memohon pada
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan
Pemohon untuk ditolak seluruhnya.

1109.KETUA: SALDI ISRA [04:05:42]

Petitum.
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1110.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262-02-12-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANGGARA SUWAHJIU
[04:05:42]

Petitum.
Berdasarkan uraian yang disebut di atas, kami memohon pada

Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Keputusan, sebagai berikut.
Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360
Tahun 2024 dan seterusnya.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengu ... pengisian
Keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRK][sic!], DPRD Kabupaten, dan
seterusnya. Yang benar adalah, sebagai berikut.
untuk Keanggotaan DPRD Kabu ... kabupaten/kota, DPRK, Dapil
Ambon 2, Partai Amanat Nasional=2.481, dan Partai Gerakan
Indonesia Raya=2.425.

4. Memperintahkan pada Komisi Pemilihan Umum melaksanakan
Keputusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

Keputusan seadil-adilnya.

Terima kasih.

—

1111.KETUA: SALDI ISRA [04:06:38]

Terima kasih.

Ini kayaknya sudah banyak yang baca Hp dalam ruangan ini.
Sudah nyu ... ini gini-gini sudah lihat Hp semua ini, kasih tahu sama ...
sama suami, sama istri, gitu. Sama yang lain-lain juga.

Oke. Kita dengar ini keterangan Bawaslu. Artinya itu peringatan
dari kami, supaya tidak baca Hp di dalam ruangan ini. Silakan, Bawaslu.

1112.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:07:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Izin, keterangan Bawaslu Kota Ambon, berkaitan dengan pokok
permasalahan yang dimohonkan.

Satu. Bahwa berkaitan dengan telah terjadi selisih suara Partai
Gerinda dengan Partai Amanat Nasional, PAN, yang diak ... yang
diakibatkan terjadinya penambahan suara PAN secara tidak sah di 10 ...
10 TPS, sebagaimana Dalil Pemohon, di mana terdapat ketidaksesuaian
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jumlah perolehan PAN, Kota Ambon sebagaimana yang tertera pada
Formulir C.Hasil dengan tertera pada Formulir D.Hasil Kecamatan.

Bahwa pada TPS 3, di Kelurahan Pandan Kasturi atau Pankas,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, adanya penambahan 1 suara, Partai
Amanat Nasional, di mana jumlah Partai Amanat Nasional, menurut
Formulir C Salinan dan C.Hasil berjumlah 10, sedangkan menurut
Formulir Model D.Salinan, Kecamatan Sirimau adalah berjumlah 11.

Bahwa TPS 9, di Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau,
Kota Ambon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan 1 suara PAN, di
mana jumlah suara PAN, menurut Formulir Model C.Salinan, C.Hasil,
berjumlah=17, sedangkan menurut Formulir Model D.Salinan,
Kecamatan Sirimau=18.

Bahwa pada TPS 27 di Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau,
Kota Ambon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan ...
penambahan perolehan 2 suara Partai Amanat Nasional, di mana jumlah
Partai Amanat Nasional, menurut Formulir Model C.Salinan, C.Hasil,
berjumlah=16, sedangkan menurut Formulir Model D.Salinan,
Kecamatan Sirimau berjumlah=18.

Bahwa pada TPS 25 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau,
Kota Ambon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan 42 suara,
Partai Amanat Nasional, di mana jumlah Partai Amanat Nasional,
menurut Formulir Model C.Salinan, C.Hasil, berjumlah=0, sedangkan
menurut Formulir Model D.Salinan, Kecamatan Sirimau berjumlah=42.

Bahwa pada TPS 33 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau,
Kota Ambon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan ... penambahan
1 suara PAN, di mana jumlah suara PAN, menurut Formulir Model
C.Salinan, C.Hasil, berjumlah=16, sedangkan menurut Formulir Model
D.Salinan, Kecamatan Sirimau berjumlah=17.

Bahwa pada TPS 127 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau,
Kota Ambon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan 2 suara PAN, di
mana jumlah suara PAN, menurut Formulir Model C.Salinan, C.Hasil,
berjumlah=8, sedangkan menurut Formulir Model D.Salinan, Kecamatan
Sirimau berjumlah=10.

Bahwa pada TPS 110 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau,
Kota Ambon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan ... penambahan
11 suara PAN, di mana jumlah suara PAN, Partai Amanat Nasional,
menurut Formulir Model C.Salinan, C.Hasil, berjumlah=11, sedangkan
menurut Model D.Salinan, Kecamatan Sirimau berjumlah=22.

Pada TPS 139 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota
Ambon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan 1 suara, Partai
Amanat Nasional, di mana jumlah Partai Amanat Nasional, menurut
Formulir Model C.Salinan, C.Hasil, berjumlah=6, sedangkan menurut
Formulir Model D.Salinan, Kecamatan Sirimau, berjumlah=7.

Bahwa TPS, pada TPS 142 di Negeri Batu Merah, Kecamatan
Sirimau, Kota Ambon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan 1
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suara PAN, di mana jumlah suara Partai Amanat Nasional, menurut
Formulir Model C.Salinan, C.Hasil, berjumlah=20, sedangkan menurut
Formulir model D.Salinan, Kecamatan Sirimau berjumlah=21.

Bahwa pada TPS 163 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau,
Kota Ambon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan ... penambahan
2 suara PAN, di mana jumlah suara Partai Amanat Nasional, menurut
Formulir Model C.Salinan, C.Hasil, berjumlah=43, sedangkan menurut
Formulir Model D.Salinan, Kecamatan Sirimau berjumlah=45.

2. Bahwa berkaitan dengan fakta video sehubungan didalilkan
oleh Pemohon. Bahwa pada TPS 25, Negeri Batu Merah, terjadi pengisian
Formulir Model C.Salinan oleh Petugas KPPS secara sepihak, tanpa
dihadiri saksi-saksi yang menyebabkan bertambahnya suara Partai
Amanat Nasional dari jumlah 0 menjadi 45 suara.

Bahwa berkaitan dengan video tersebut yang didalilkkan oleh
Pemohon, Bawaslu Kota Ambon, telah menerima laporan dari Partai
Demokrat berkaitan dengan video yang didalilkan oleh Pemohon, dengan
locus pada TPS 139, Desa Batu Merah, dengan Laporan Nomor 004,
dianggap dibacakan, yang pada pokoknya melaporkan pemalsuan atau
perubahan dokumen Model C.Hasil DPRD kabupaten/kota oleh KPPS, TPS
139 Desa Batu Merah pada saat rekapitulasi di Kecamatan Sirimau tanpa
adanya saksi partai dan pengawas pemilu di tempat Pleno rekapitulasi
yang berlokasi di Sport Hall, Karang Panjang serta diketahui oleh PPS
Desa Batu Merah dan PPK Sirimau.

Bahwa dalam kajian akhir tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu
Kota Ambon mengeluarkan pemberitahuan status laporan dengan Nomor
004/Reg[sic!] dianggap dibacakan, laporan yang disampaikan tidak
memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana pemilu.

1113.KETUA: SALDI ISRA [04:12:38]

Tapi peristiwa di dalamnya, benar atau tidak?

1114.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:12:40]

Benar, Yang Mulia.

1115.KETUA: SALDI ISRA [04:12:42]

Benar ada, itu?

1116.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:12:44]

Ya, ada laporan ta ... tapi tidak (...)
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1117.KETUA: SALDI ISRA [04:12:46]
Maksudnya itu laporan benar?
1118.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:12:48]
Ya.
1119.KETUA: SALDI ISRA [04:12:48]

Kalau itu kan, sudah benar itu, tapi apa yang direkam dalam video
itu benar, enggak?

1120.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:12:54]
Tidak benar.
1121.KETUA: SALDI ISRA [04:12:54]
Nah, itu yang penting.
1122.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:12:56]
Siap
1123.KETUA: SALDI ISRA [04:12:54]
Oke. Lanjut.
1124.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:12:57]
Izin, melanjutkan, Yang Mulia.
1125.KETUA: SALDI ISRA [04:12:54]
Ya.
1126.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:13:00]
Bahwa, sebagaimana dalil Pemohon terjadi pengurangan=2 suara
di TPS 14 Desa Hative Kecil, berasal dari perbedaan suara di Formulir
Model C.Salinan C.Hasil berjumlah ... TPS 14 Hative Kecil dengan
Formulir Model D.Salinan Kecamatan Sirimau berjumlah ... TPS 14 Hative

Kecil berjum ... bahwa Bawaslu Kota Ambon mengkonfirmasi peristiwa
yang didalilkan oleh Pemohon dengan melakukan pencermatan terhadap
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laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau Nomor 04/LHP,
dianggap dibacakan, bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang
berkaitan dengan peristiwa tersebut.

4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa Pemohon telah
mengajukan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Ambon
namun belum ada tindak lanjut, sehingga saat ini Bawaslu Kota Ambon
pada tanggal 10 Maret 2004([sic!] menerima surat dari Dewan Pimpinan
Cabang Gerindra Kota Ambon Nomor 038/DPC-, dianggap dibacakan,
perihal laporan keberas ... keberatan hasil Pleno Penetapan Kecamatan
Sirimau yang pada pokoknya, menyatakan keberatan terhadap hasil
Pleno Kecamatan Sirimau.

Bahwa melalui surat tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Partai
Gerindra Kota Ambon meminta kepada Bawaslu Kota Ambon untuk
menyelesaikan persoalan sebagaimana poin 1 dan poin 2 surat tersebut,
bahwa ya ... surat yang disampaikan DPC Partai Gerindra dalam penilaian
bahwa Bawaslu Kota Ambon merupakan surat korespondensi, sebab
tidak memenuhi kualifikasi maupun mekanisme dan tata cara
penyampaian laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud
pada Pasal 454 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawasan
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan
Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

5.[sic!] Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, bahwa
selain itu dalam rekaptulasi (...)

1127.KETUA: SALDI ISRA [04:14:46]

Itu 6, itu, Pak.

1128.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:14:47]

Siap.

1129.KETUA: SALDI ISRA [04:14:47]

6.

1130.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:14:48]

Eh, 6.

1131.KETUA: SALDI ISRA [04:14:50]

Ya.
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1132.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:14:48]

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bahwa selain itu
dalam rekapitulasi hasil tingkat KPU Kota Ambon, ada dua partai politik
yang mengajukan keberatan, melalui saksi-saksi, yaitu keberatan dari
Partai PKS dan Pemohon, namun terjadi perbedaan perlakuan, dimana
keberatan dari PKS ditindaklanjuti oleh KPU Kota Ambon sehingga terjadi
koreksi perolehan suara untuk caleg PKS di internal, sedangkan
keberatan Pemohon tidak ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 025,
dianggap dibacakan, dalam Rapat Pleno tingkat Kota Ambon, Bawaslu
Kota Ambon memberikan bukti melalui C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota
kepada KPU Kota Ambon yang dimana ter ... terdapat perolehan hasil
pada nomor ... Calon Nomor Urut 1 dan 6, olehnya itu dilakukan lagi
pencermatan terhadap selisih suara antara Model C.Hasil DPRD
Kabupaten/Kota  dan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD
Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Partai Gerinda Bawaslu memberikan
saran kepada KPU Kota Ambon untuk memberikan kese ... kesempatan
kepada saksi Partai Gerinda untuk dapat menunjukkan Model C.Hasil
DPRD Kabupaten/Kota pada beberapa TPS, yang mana terdapat
penggelembungan suara di beberapa TPS tersebut.

Bahwa setelah Kabko Kota Ambon menindaklanjuti saran dari
Bawaslu Kota Ambon, Kabko Kota Ambon memberikan kesempatan
kepada saksi Partai Gerindra untuk menunjukkan Model C.Hasil DPRD
Kabupaten/Kota di tingkat TPS. Namun, tetapi dari Partai Gerindra tidak
dapat menunjukkan Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota karena
alasannya keterbatasan waktu yang diberikan.

Demikian, keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenarnya-
benarnya dan telah ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno (ucapan tidak
terdengar jelas). Demikian, Yang Mulia.

1133.KETUA: SALDI ISRA [04:16:33]

Terima kasih.

Akhirnya nih, sampai juga 12, ya? Nomor 12, walaupun yang kita
dengar hanya 11, karena 1 untuk nomor 10 itu tidak hadir, jadi anggap
tidak serius, itu akan diputus tersendiri oleh Mahkamah.

Itu yang pertama, yang kedua, sebelum ... apa ... sebelum kita
tutup, kita akan mengesahkan terlebih dahulu bukti-bukti, ya, yang
diajukan oleh semua pihak.

Sekarang, ini Pak Afif, Pak Totok, ya, ini sudah Pak Totok
sekarang. Apa bedanya Kuasa Hukum Pemohon, Pihak Terkait, dengan
Kuasa Hukum Termohon? Pemohon, Pihak Terkait, dengan Termohon,
apa bedanya Pak Totok kira-kira? Kalau Bapak bisa menjelaskannya,
paling lama 15 menit lagi kita bubarkan ini ... apa ini. Tahu bedanya Pak
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Totok? Bukan, kalau Kuasa Hukum Pihak Terkait dan Kuasa Hukum
Termohon, semuanya berdoa perkara ini di-dismiss begitu. Supaya
pekerjaan mereka selesai. Karena kan, pembayaran fee-nya kan bukan
berapa lama penanganan perkara, ini selesai. Tapi kalau mereka tidak,
berdoa, semua dimasukkan ke pembuktian lebih lanjut. Nah. Itu, jadi
kalau ini jauh-dekat sama saja, ini semakin jauh semakin baik. Kalau,
Bawaslu sama saja. Kalau misalnya ini dilanjutkan ke pembuktian,
alhamdulillah. Tidak juga, alhamdulillah. Karena apa? Kalau dilanjutkan
ke pembuktian kan, datang lagi kesini kan.

Kita lanjutkan sekarang dengan apa, dengan pengesahan bukti,
ya.

Untuk Perkara Nomor 35, bukti Pemohon, Bukti P-22 sampai Bukti
P-30. Betul? Benar, ya? Tolong disebutkan, supaya bisa diketokkan palu.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan
Bukti T-16. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PDI Perjuangan menyerahkan Bukti PT-1 sampai
dengan Bukti PT-20.

Nah ini ada catatan, PT-19 DAB tertulis TPS 03, fisik TPS 01,
Kelurahan Marokai[sic!]. Terdapat perbedaan DAB dengan bukti fisik.
Nanti tolong disesuaikan, ya? Oke, untuk yang benar disahkan terlebih
dahulu.

Bagaimana? Renvoi apa lagi? Ini kalau semuanya saya buka boleh
direnvoi, nanti minta renvoi semua ini. Kan dari awal kita sudah sepakati,
tidak ada renvoi-merenvoi, ya.

KETUK PALU 1X

PK ... apa ... Bawaslu menyampaikan Bukti PK-32-10 sampai
dengan PK-32-18. Betul.

KETUK PALU 1X

Terima kasih, disahkan.
Perkara Nomor 249, ini Perindo DPRD Provinsi, Bukti Termohon T-
1 sampai dengan T-42. Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X




180

Bawaslu PK-32-1 sampai dengan PK-32-9. Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Nomor Perkara 256, 256, Pemohon menambahkan Bukti P-25
sampai dengan P-28?

1134.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA
[04:20:45]

Betul, Yang Mulia.
1135.KETUA: SALDI ISRA [04:20:46]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-22.
1136.KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD KHOIRONI [04:20:52]
Betul, Yang Mulia.
1137.KETUA: SALDI ISRA [04:20:54]

Sahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Gelora, itu menyerahkan PT-1 sampai dengan PT-
17.

1138.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [04:21:04]

Ada tambahan satu alat bukti lagi, Yang Mulia.
1139.KETUA: SALDI ISRA [04:21:07]

Kapan ditambahkan? Sekarang?
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1140.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [04:21:09]

Sebetulnya, kemarin sore kita sudah urus, tetapi tidak cukup
waktu.

1141.KETUA: SALDI ISRA [04:21:14]
Ya.

1142.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [04:21:14]

Dan tadi siang juga ketemu Panitera. Dari Panitera menyerahkan
untuk diserahkan pada saat sidang.

1143.KETUA: SALDI ISRA [04:21:22]

Oke, diserahkan saja, ya. Tapi mungkin verifikasinya perlu waktu.
Kalau mau diserahkan, nanti diambil, ya?

1144.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [04:21:27]

Baik.
1145.KETUA: SALDI ISRA [04:21:28]
Tapi Bukti P-15 ... PT-15, tidak ada?

1146.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [04:21:32]

Dicabut.
1147.KETUA: SALDI ISRA [04:21:32]
Dicabut, ya?

1148.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [04:21:33]

Ya.
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1149.KETUA: SALDI ISRA [04:21:33]
Kita sahkan dulu ini, ya?

1150.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [04:21:34]

Ya.

1151.KETUA: SALDI ISRA [04:21:37]

KETUK PALU 1X

Nanti tolong diambil.
Kemudian Bawaslu menyerahkan PK-32-1 sampai dengan PK-32-
19? Betul.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Perkara Nomor 258, ini perorangan Kapressy Jacob.
Pemohon menambahkan Bukti P-31 sampai dengan P-33.

1152.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [04:22:04]

Betul, Yang Mulia.
1153.KETUA: SALDI ISRA [04:22:05]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon Bukti T-1 sampai dengan T-7.
1154.KUASA HUKUM TERMOHON: [04:22:11]
Betul, Yang Mulia.
1155.KETUA: SALDI ISRA [04:22:11]

Oke.

KETUK PALU 1X
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Pihak Terkait atas nama Yuanita Missy, PT-1 sampai dengan PT-3.

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan Bukti PK-32-19 sampai dengan PK-32-32.

KETUK PALU 1X

Perkara Nomor 259, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai
dengan T-16.

1156.KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [04:22:44]
Betul, Yang Mulia.

1157.KETUA: SALDI ISRA [04:22:46]

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-32-1 sampai dengan PK-32-11.

KETUK PALU 1X

Lanjut, Perkara Nomor 09, ini Termohon menyerahkan Bukti T-1
sampai dengan T-77.

1158.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [04:23:11]
Benar, Yang Mulia.
1159.KETUA: SALDI ISRA [04:23:12]
Tapi T-12 nya tidak ada?
1160.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [04:23:14]
Baik, Yang Mulia.
1161.KETUA: SALDI ISRA [04:23:15]

Oke, kemudian ada catatan lagi ini. Oh, ini Pihak Terkait kalau
begitu. Jadi yang Termohon kita sahkan dulu.

KETUK PALU 1X
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Kemudian Pihak Terkait menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan
PT-285.

1162.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [04:23:32]

Betul, Yang Mulia.
1163.KETUA: SALDI ISRA [04:23:33]

Nah, ini ada catatan, Bukti PT-4, PT-12, PT-19, PT-21, PT-29, PT-
73, PT-90, PT-92, PT-93, PT-102, PT-105, PT-118, PT-119, PT-121, PT-
127, PT-129, PT-150, PT-151, PT-152, PT-172, PT-174, PT-277 tidak
jelas, ini karena fotocopy-nya mungkin ini, tidak jelas.

Sementara itu, Bukti PT-161 di daftar alat bukti dan alat bukti
tidak sesuai. Dengan begitu, yang sesuai kita sahkan dulu, ya? Pihak
Terkait.

1164.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-
XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [04:24:31]

Baik, Yang Mulia.
1165.KETUA: SALDI ISRA [04:24:32]
Oke. Ini yang tidak klir ini, kalau Anda mau apa?

1166.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-
XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [04:24:35]

Kami memperbaikinya, Yang Mulia.
1167.KETUA: SALDI ISRA [04:24:37]
Memperbaikinya boleh, sepanjang tidak mengubah, ya?

1168.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-
XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [04:24:39]

Baik, Yang Mulia.
1169.KETUA: SALDI ISRA [04:24:40]

Oke, disahkan.
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KETUK PALU 1X

Kemudian pemberi keterangan, menyampaikan, ini Bawaslu, ya?
PK-32-1 sampai dengan PK-32-21, disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara Nomor 60, Pemohon menambahkan Bukti P-9 sampai
dengan P-18, betul?

1170.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:25:07]

Betul, Yang Mulia.
1171.KETUA: SALDI ISRA [04:25:09]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Itu Kuasa Hukumnya masih tertidur, baru selesai halal-bihalal
kayaknya itu. Kemudian, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai
dengan Bukti T-37?

1172.KUASA HUKUM TERMOHON: [04:25:22]

Benar, Yang Mulia.

1173.KETUA: SALDI ISRA [04:25:23]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-10D.
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1174.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA
[04:25:31]

Betul, Yang Mulia.

1175.KETUA: SALDI ISRA [04:25:33]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, pemberi keterangan, menyerahkan Bukti PK-32-1 sampai
dengan PK-32-13. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 236, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-
247

1176.KUASA HUKUM TERMOHON: [04:25:54]
Betul, Yang Mulia.
1177.KETUA: SALDI ISRA [04:25:56]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, menyerahkan Bukti PK-32-1 sampai dengan PK-32-5.
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 244, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-
227

1178.KUASA HUKUM TERMOHON: [04:26:12]

Betul, Yang Mulia.
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1179.KETUA: SALDI ISRA [04:26:13]

Ya, kompak ini.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, menyerahkan Bukti PK-32-1 sampai dengan PK-32-4.
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 252, Pemohon menambahkan Bukti P-24 sampai dengan
P-28?

1180.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252-01-17-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:26:35]

Betul, Yang Mulia.
1181.KETUA: SALDI ISRA [04:26:36]

Tapi ini ada catatan, Bukti P-27 tidak terlihat jelas. Nanti tolong
diselesaikan, ya.

1182.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252-01-17-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:26:42]

Baik, Yang Mulia.
1183.KETUA: SALDI ISRA [04:26:43]

Mau di-copy ulang atau bagaimana, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13?
1184.KUASA HUKUM TERMOHON: [04:26:51]

Betul, Yang Mulia.
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1185.KETUA: SALDI ISRA [04:26:52]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, menyerahkan Bukti PK-32-1 sampai dengan PK-32-13.
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Terakhir, Perkara Nomor 262, Termohon menyerahkan Bukti T-1
sampai dengan T-14?

1186.KUASA HUKUM TERMOHON: [04:27:08]
Betul, Yang Mulia.
1187.KETUA: SALDI ISRA [04:27:09]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-4L?
1188.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [04:27:17]

Betul.
1189.KETUA: SALDI ISRA [04:27:18]

Oke, catatannya Bukti PT-4A tidak jelas. Nanti tolong diperjelas,
ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, pemberi keterangan, Bawaslu menyerahkan Bukti PK-
32-1 sampai dengan PK-32-16. Disahkan.

KETUK PALU 1X
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Alhamdulillah.

Nah, ini tidak se-dahsyat tadi malam ini. Tadi malam hampir jam
12.

258 tadi sudah, Pak. Sudah disahkan. Malahan saya sebut nama
Pak apa ini, Pak Kapressy Jacob itu tadi.

Sudah, ya? Kadang-kadang ini faktor U ya, kadang-kadang lupa
juga begitu.

1190.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 236-02-12-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:28:01]

Mohon izin, Yang Mulia.
1191.KETUA: SALDI ISRA [04:28:11]
Ya, sebentar. Dari mana?

1192.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 236-02-12-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:28:16]

Dari Pemohon, Yang Mulia, Perkara 236.
1193.KETUA: SALDI ISRA [04:28:17]
Ya, silakan. Apa lagi?

1194.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 236-02-12-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:28:18]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya mau bertanya.
1195.KETUA: SALDI ISRA [04:28:20]
Ya.

1196.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 236-02-12-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:28:20]

Karena tadi di PTSP mempertanyakan terkait ada perbedaan di
kuasa di dalam permohonan dengan Surat Kuasa.

1197.KETUA: SALDI ISRA [04:28:31]

Ya.



190

1198.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 236-02-12-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:28:34]

Jadi di Surat Kuasa itu ada 22 orang, tapi di permohonan cuma
12.

1199.KETUA: SALDI ISRA [04:28:33]
Ya.

1200.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 236-02-12-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:28:35]

Jadi, kami malah diminta untuk mencoret yang di Surat Kuasa.
1201.KETUA: SALDI ISRA [04:28:33]
Oke.

1202.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 236-02-12-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:28:35]

Makannya ini yang kami mau perjelas dulu, Yang Mulia.
1203.KETUA: SALDI ISRA [04:28:41]

Ya. Artinya kan, ini permohonan dengan Surat Kuasa itu kan dia ...
apa ... dia menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, ya. Kalau Anda
tanda tangan di Surat Kuasa, tapi tidak ada di permohonan, nah itu kan
dianggap jangan-jangan kuasa Anda itu tidak untuk permohonan itu
sebetulnya, ya. Kan dari kemarin memang yang tidak jelas, yang tidak
tanda tangan, yang ini sudah kita suruh ... apa ... coret saja. Tapi itu
kepentingan di sini. Kalau kepentingan Anda dengan Kklien, itu bawa
sajalah yang tidak dicoret itu.

1204.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 236-02-12-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:29:13]

Siap, Yang Mulia, terima kasih.
1205.KETUA: SALDI ISRA [04:29:13]

Ya, kan sudah ada tanda tangan sebelumnya.
Ada lagi, yang lain?
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1206.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262-01-02-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU
[04:29:22]

Masih ada, Yang Mulia, Perkara 262, Yang Mulia.
1207.KETUA: SALDI ISRA [04:29:22]
Ya.
1208.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262-01-02-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU
[04:29:24]

Kemarin ada catatan untuk bukti yang tidak jelas atau buram P-5,
P-7, dan P-21.

1209.KETUA: SALDI ISRA [04:29:33]
Ya.

1210.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262-01-02-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU
[04:29:35]

Mungkin untuk teknis penyerahannya gimana, Yang Mulia? Karena
kami belum sempat ajukan hari ini.

1211.KETUA: SALDI ISRA [04:29:38]

Ini apa namanya ... kalau belum sempat, ya terpaksa lah Anda
menunggu, doa-doakan saja siapa tahu ini lolos ke pembuktian
berikutnya, ya. Nanti disempurnakan.

1212.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262-01-02-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU
[04:29:47]

Baik, Yang Mulia.

1213.KETUA: SALDI ISRA [04:29:49]

Ya. Oke ada lagi yang lain? Ini kalau dibuka semua ... silakan.
Nomor berapa? Pokoknya soal kontrak dengan KPU-nya jalan terus. Pak
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Afif ya, enggak ada pengaruhnya ini. Pokoknya semuanya sudah teken di
awal, kalau ada yang mundur dan segala macamnya itu, itu namanya
rezeki nomplok itu. Penegasan Majelis ini jangan-jangan dia khawatir
enggak dibayar penuh sama KPU ini.

Ada lagi?

1214.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:30:30]

Ada, Yang Mulia.
1215.KETUA: SALDI ISRA [04:30:29]
Ya, dari?

1216.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:30:32]

Perkara 256, Yang Mulia.
1217.KETUA: SALDI ISRA [04:30:33]
Ya, 256 apa?

1218.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:30:33]

Oh ya, pada persidangan sebelumnya, Bukti P-5 diberi catatan
tidak ada, Yang Mulia. Tapi setelah kami cek, di Berita Acara itu masih
ada kelanjutannya tidak ada perubahan, Yang Mulia. Pada Bukti P-5.
1219.KETUA: SALDI ISRA [04:30:40]

Oke kemarin sudah disahkan, ya. Nanti Anda berurusan di
belakang ya dengan teman-teman.

1220.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256-01-04-
31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:30:52]

Terima kasih, Yang Mulia.
1221.KETUA: SALDI ISRA [04:30:52]

Ada lagi? Cukup, ya.
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Nah, ini pengumuman. Bahwa dengan selesainya sidang malam
hari ini, kita anggap untuk pendahuluannya ... apa ... perkara-perkara
yang 12 nomor ini sudah selesai dan kami akan melakukan RPH. Kami
yang bertiga ini akan melaporkan kepada enam orang Hakim yang lain,
jadi akan jadi sembilan. Di situlah nanti akan diputuskan, apakah
permohonan-permohonan ini akan berhenti sampai di dismiss atau akan
lanjut ke pembuktian.

Nah itu, jadi sidang kita yang dua kali ini, penyampaian oleh
Pemohon, kemudian jawaban dari Termohon, Pihak Terkait, dan
Bawaslu, itu langkah untuk mengambil tindakan dismiss. Misalnya
permohonan kabur, posita dengan Petitum saling bertentangan, Petitum
saling bertentangan, dan segala macam, itu akan di dismiss. Tapi semua
itu akan kami laporkan. Jadi nanti akan ada pemberitahuan untuk
pengucapan putusan dismissal.

Nah setelah itu, bagi perkara yang dianggap melewati fase itu,
akan lanjut ke pembuktian. Nah itu, belum bisa ditentukan sekarang,
kami juga sedang mendalami permohonan-permohonan ini dengan
semua bahan yang ada dan nanti akan di-RPH-kan, akan diberi tahu
nanti siapa yang lewat dan siapa yang berhenti di tingkat dismiss.

Mohon bersabar untuk ini semua, karena masih ada beberapa
perkara yang belum selesai kita sidangkan. Nah mengenai ... kalau bagi
perkara yang lanjut untuk pembuktian berikutnya, mengenai jumlah
saksi dan/atau ahli, serta jadwal fix-nya akan diberi tahu oleh
Kepaniteraan.

Cukup ya? Saya, kami bertiga mohon maaf kalau ada kekeliruan-
kekeliruan, ada omongan yang agak keras dan segala macamnya, dan
itu dinamika di dalam persidangan, tolong dipahami saja. Ini masih jauh
lebih soft dibandingkan di tempat-tempat lain, kan? Nah, tempat lain
maksudnya pengadilan di luar Mahkamah Konstitusi. Enggak, belum
sampai kita ngangkat, melempar ini, belum sampai.

Terima kasih. Dengan demikian, persidangan untuk Perkara PHPU
di Provinsi Maluku dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 20.48 WIB

Jakarta, 7 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

Panitera

N
! Mubhidin - NIP. 19610818 198302 1 001

Digital Signature

Keterangan:
Surai/do%(umen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik &drgltal signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( https:/www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=18kat=1&menu=16 ).

Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177



		2024-05-21T09:32:21+0700
	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
	Dokumen ditandatangani secara elektronik MKRI




